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ABSTRAKSI 


Zulfikar Dilahwangsa, E 131 09 253, “Suatu Analisis Tentang Efektivitas Bantuan Luar Negeri 
Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Studi Kasus: Threshold Program)”, di bawah 
bimbingan Darwis selaku Pembimbing I dan Burhanuddin selaku Pembimbing II, Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam 
pengimplementasian Threshold Program, dan untuk mengetahui efektivitas dari 
pengimplementasian Threshold Program dalam usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. 
Penelitian ini dibatasi selama periode tiga tahun, yaitu tahun 2007 hingga tahun 2009. 


Tipe penelitian yang penulis gunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah tipe penelitian 
deskriptif-analitik. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun untuk 
menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. 


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendukung implementasi Threshold Program di 
Indonesia adalah selarasnya Threshold Program dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RJPM), Paris Declaration on Aid Effectiveness dan United Nations Conventions 
Against Corruption (UNCAC), serta prinsip country-ownership Millennium Challenge 
Corporation (MCC). Faktor penghambat Threshold Program adalah perbedaan dukungan 
teknologi informasi di Mahkamah Agung dengan Pengadilan Daerah, sulitnya mendapatkan 
informasi di Mahkamah Agung yang disebabkan oleh persoalan bahasa, tidak terpakainya 
peralatan yang disediakan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kurangnya otoritas MCC untuk mengatur jalannya 
program, penyediaan peralatan di KPK yang tidak sesuai dengan kebutuhan KPK, tekanan politik 
di KPK, terbatasnya data dan metodologi yang dimiliki oleh Lemaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah untuk membandingkan harga barang dan jasa, lambatnya koneksi 
internet serta pemadaman listrik, dan sulitnya pembuatan evaluasi tahunan. Threshold Program 
(MCC-ICCP) ini dapat dikatakan tidak efektif yang diindikasikan dengan tidak suksesnya 
implementasi program di lembaga yang terkait, serta tidak tercapaianya indikator pencapaian 
dalam Strategic Objective Grant Agreement antara Pemerintah Indonesia dan MCC. 


Keywords : MCC, Korupsi, Threshold Program. 
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ABSTRACT 


Zulfikar Dilahwangsa, E 131 09 253, “An Analysis of Foreign Aid Effectiveness 
Against Corruption Eradication in Indonesia (Case Study: Threshold Program)”, 
under the guidance of Darwis as Supervisor I and Burhanuddin as Supervisor II, 
Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, 
Hasanuddin University. 


This research aims to identify supporting factors and inhabiting factors in the 
implementation of Threshold Program in Indonesia, particularly in Millennium 
Challenge Corporation Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP), as well 
as to analyze the effectiveness of Threshold Program in eradicating corruption in 
Indonesia. This research is limited to a period of three years, from 2007 to 2009. 


The type of research that the author uses to achieve the objectives is descriptive and 
analytic research. The data collection technigues used by the author are first-hand data 
by conducting interview and library research. The types of data used by the author are 
primary data and secondary data. As for analyzing data, the author uses gualitative 
analysis technigue. 


The results of this research have indicated that supporting factors in the program were 
Threshold Program was in line with Medium Term Development Plan of Indonesia, 
supported by Paris Declaration on Aid Effectiveness and United Nations Convention 
Against Corruption (UNCAC), and supported by country-ownership principle of 
MCC. The inhabiting factors are dissimilarity in information technology support in 
the Supreme Court and District Court, difficulty to gain information caused by 
language barrier in the Supreme Court, disuse procured eguipments in the Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) and Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), lack of authority of MCC to run and assist the program, 
unsuitableness of eguipment procurement with the needs of KPK, political pressure in 
KPK, limited data and methodology of LKPP to compare the price goods and 
services, slow internet connection and power outage, and difficulty in evaluating the 
program. The results of the research also indicate that Threshold Program (MCC- 
ICCP) was not effective as institutions where the aid was allocated were not 
successful to implement the program, and as indicators in the Strategic Objectives 
Grant Agreement between Government of Indonesia and MCC were not achieved. 


Keywords: MCC, Corruption, Threshold Program. 
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BABI 


PENDAHULUAN 


A. Latar Belakang 

Dampak globalisasi adalah menajamnya disparitas ekonomi dalam 
masyarakat antara golongan kaya dengan golongan miskin yang semakin melebar. 
Realitas ini disebabkan oleh tekanan ekonomi dan kondisi sosial akibat dari 
globalisasi yang memarjinalkan sebagian masyarakat. Segala cara pun dilegalkan 
untuk memenuhi kebutuhan materi. Untuk mendapatkan kekayaan materi dengan 
jalan cepat, sebagian golongan melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
norma dan hukum yang berlaku. 

Korupsi bukan masalah baru yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. 
Sejarah negara-negara dunia mencatat bahwa banyak peristiwa yang terjadi dalam 
perkembangan suatu negara, begitu pula bagaimana pandangan negara-negara 
dalam memaknai korupsi. Korupsi dinilai berdampak buruk terhadap proses 
pembangunan dikarenakan korupsi dapat masuk ke dalam setiap tatanan struktur 
masyarakat dan negara yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya 
ketidakefektifan dalam proses pembangunan negara. Korupsi memberikan 
ancaman yang signifikan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, merusak mental 
masyarakat, dan menghancurkan institusi negara, maka dari itu banyak negara- 
negara melakukan usaha untuk memberantas korupsi. 

Korupsi dianggap sebagai tindakan melanggar moralitas, meliputi tindakan 


yang menyalahgunakan jabatan, posisi, ataupun otoritas yang dimiliki untuk 


mendapatkan keuntungan pribadi secara tidak sah (illegal). Pada dasarnya, 
tindakan korupsi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu tindakan penyuapan 
(bribery) atau penggelapan dana (embezzlement). Hal tersebut sesuai dengan 
definisi korupsi menurut United Nations on Drugs and Crime (UNODC) sebagai 
berikut: 
Corruption is a complex social, political and economic phenomenon that 
affects all countries. Corruption undermines democratic institutions, slows 
economic development and contributes to governmental instability. 
Corruption attacks the foundation of democratic institutions by distorting 
electoral processes, perverting the rule of law and creating bureaucratic 
guagmires whose only reason for existing is the soliciting of bribes. Economic 
development is stunted because foreign direct investment is discouraged and 
small businesses within the country often find it impossible to overcome the 
"start-up costs" reguired because of corruption. . 

Pada tahun 1990-an, permasalahan korupsi telah mendapat sorotan dari 
dunia internasional karena dampak korupsi tidak hanya merusak sistem yang ada 
pada suatu negara, tetapi juga melewati batas negara dan menjadi penyakit dalam 
masyarakat internasional yang disebut dengan Global Corruption Epidemic. 
Sehingga masyarakat internasional kemudian merasa perlu untuk mencari solusi 
atas masalah ini. Ditambah dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi yang 
melibatkan kepala negara menimbulkan keprihatinan terhadap bahaya korupsi, 
seperti skandal yang melibatkan Presiden Kongo, Mobutu Sese Seko, yang 
menyalahgunakan bantuan Amerika Serikat untuk kepentingan pribadi. ? 

Kendatipun demikian, masih ada negara yang mempunyai tingkat korupsi 
yang rendah. Transparancy International mencatat bahwa pada tahun 2012, 
! UNODC's Action against Corruption and Economic Crime, 

http://www.unodc.org/unodc/corruption/index.html, diakses pada 22 Juli 2013. 


? Josep Mobutu, Dictator of the DRC and His Life-Saving Support from the Ui S, 
http://sites.davidson.edu/cis485/?p—3164, diakses pada tanggal 23 Juli 2013. 


Denmark merupakan negara dengan urutan pertama sebagai negara yang 
mempunyai tingkat korupsi paling rendah, kemudian disusul oleh Finlandia di 
posisi kedua dan Selandia Baru di urutan ketiga”. Hal ini menunjukkan bahwa 
menjadi negara yang memiliki tingkat korupsi yang rendah bukanlah hal yang 
mustahil. 

Melihat laporan yang dikeluarkan oleh Transparancy International, negara- 
negara maju mendominasi di peringkat atas. Sedangkan negara berkembang pada 
umumnya berada pada urutan bawah. Indonesia sendiri berada pada urutan 118 
dari 174 negara”. Survei yang dilakukan lembaga asing seperti Global Corruption 
Indeks ataupun lembaga survei dalam negeri menunjukkan bahwa Indonesia 
termasuk ranking teratas dalam peringkat korupsi. Bahkan tindak pidana korupsi 
tidak lagi terpusat di ibukota negara, tetapi menyebar di seluruh provinsi di 
Indonesia. Sejak tahun 1992, indeks korupsi di Indonesia terus meningkat dari 
sekitar tujuh menjadi hampir sembilan pada tahun 2000. 

Menanggapi permasalahan korupsi, berbagai upaya telah dilakukan oleh 
Pemerintah Indonesia, antara lain: 

1. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2006. 

Pembentukan lembaga ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen 


pemerintah dalam memerangi korupsi di Indonesia. 


3 Corruption Perception Indeks 2012, http://www.transparency.org/cpi2012/results, diakses pada 
tanggal 22 Juli 2013. 

“Ibid. 

? Mansyur Semma, 2008, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia, 
dan Perilaku Politik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 81. 


2. Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan langkah 
selanjutnya untuk memerangi kasus korupsi di Indonesia. Pada saat gerakan 
reformasi dikumandangan di Indonesia, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1998, 
sebuah organisasi non-pemerintah dibentuk oleh Adi Adjono Sutjipto, 
Christianto Wibisono, Eros Djarot, Daniel Dhakidea, Munir (alm), dan lain- 
lain yang terkenal dengan nama Indonesian Corruption Watch ICW)S. 
Selain melalui organisasi ataupun komite pemberantasan korupsi, usaha 

tersebut juga mendapat dukungan external melalui mekanisme bantuan luar negeri 

(foreign aid) dalam bentuk technical assistance atau bantuan berupa penyediaan 

peralatan yang dibutuhkan oleh negara mitra (recipient countries) untuk 

memberantas korupsi. 

Bantuan luar negeri (foreign aid) merupakan suatu bentuk mekanisme 
internasional yang kompleks dan telah mengalami transformasi dalam beberapa 
dekade belakangan ini. Bantuan luar negeri dapat digolongkan sebagai salah satu 
inovasi politik pada abad ke-20'. Joseph Nye menjelaskan bahwa jika sebelum 
Perang Dunia Kedua kekuatan militer (Hard Power) menjadi hal utama dalam 
relasi antar negara. Saat ini ekonomi (soft power) menjadi hal yang paling 
signifikan. Salah satu intrumen ekonomi antar negara adalah bantuan luar negeri 
(foreign aid)" : 


Soft power is "the ability to get what you want through attraction rather 
than through coercion." It has strong relations with allies, economic 


Ibid. 

7 Sejak akhir tahun 1940-an, negara maju telah mengalokasikan bantuan ke negara berkembang 
sebanyak USD 1 triliun. 

! Soft Power in U.S. Foreign Policy, 
http://usforeignpolicy.about.com/od/introtoforeignpolicy/a/Soft-Power-In-U-S-Foreign- 
Policy.htm, diakses pada 11 Februari 2014. 


assistance programs, and vital cultural exchanges as examples of soft 

power. Obviously, soft power is the opposite of "hard power." Hard power 

includes the more noticeable and predictable power associated with military 
force, coercion, and intimidation. 

Efektivitas pengunaan bantuan luar negeri masih menjadi perdebatan oleh 
berbagai kalangan. Beberapa pandangan melihat bahwa bantuan luar negeri 
merupakan salah satu jalan yang digunakan negara maju untuk membantu negara 
berkembang mencapai “tangga pertumbuhan” (development ladder), seperti yang 
dijelaskan oleh Jeffrey Sach dalam bukunya The End of Poverty. ” Pendapat 
berbeda dikemukakan oleh Dambisa Moyo dalam Dead Aid yang menjelaskan 
bahwa bantuan luar negeri hanya menjadikan negara penerima bantuan (recipient 
countries) mengalami ketergantungan (dependency) ke negara donor. '" 

Kondisi sistem internasional sering dijadikan sebagai tolak ukur motif dari 
pemberian dana bantuan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam pemberian bantuan 
luar negeri Amerika Serikat pada masa Perang Dingin yang apabila dikaitkan 
kondisi sistem internasional pada saat itu, bantuan yang diberikan akan sangat 
kental dengan tendensi untuk menjadikan negara penerima searah dengan ideologi 
Amerika Serikat. Contoh konkret dalam hal ini adalah Marshal Plan, yaitu 
pemberian bantuan ke negara-negara Fropa yang bukan hanya bertujuan untuk 
membangun Eropa pasca Perang Dunia II, tetapi juga untuk membendung 
pengaruh komunisme di negara-negara Eropa. Namun pada dasarnya, motif 
pemberian dana bantuan ke negara penerima meliputi motif moral dan 
“Jeffrey D. Sachs, 2005, The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, New York, The 

Penguin Press, hal. 19-20. 


"Dambisa Moyo, 2009, Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There is A Better Way For 
Africa. New York, Farrar, Straus and Girroux, hal. 34. 


kemanusiaan, politik, komersial, militer, serta motif ekonomi negara penerima 
(recipient countries) ketika menerima bantuan tersebut. 

Secara umum, bantuan luar negeri dibagi ke dalam dua jenis, yaitu bantuan 
yang berupa pinjaman (loans) dan hibah (grants). Menurut Surat Keputusan 
Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Ketua BAPPENAS No. 
185/KMK.03/1995 dan No. KEP.031/KET/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 yang telah 
dirubah dengan SKB No. 459/KMK.03/1999 dan No.KEP.264./KET/09/1999 
tanggal 29 September 1999 tentang Tatacara Perencanaan, 
Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantuan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam 
Pelaksanaan APBN, pengertian Pinjaman Luar Negeri, adalah setiap penerimaan 
negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam 
bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman 
luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sedangkan 
Hibah Luar Negeri, adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa 
dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam 
bentuk jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah 
luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali '. 

Tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang diyakini oleh Millennium 
Challenge Corporation (MCC) menjadi penghambat laju pertumbuhan (growth) 
mendorong MCC memilih Indonesia sebagai negara kandidat penerima bantuan 


MCC Threshold Program. Threshold Program merupakan program yang 


MAli Yavuz dan Omer Eroglu, “The Role of Foreign Aid in Economics Development of 
Developing Countries”, Suleyman Demirel University, Turkey, hal. 144-158. 

2 Sanuri, 2005, Direktorat Luar Negeri Bagian Ekspor Dan Impor Pinjaman Luar Negeri 
Pemerintah (Loan Agreement hinga Restrukturisasi), Jakarta, Bank Indonesia, hal. 1. 


dirancang untuk memperbaiki indikator kebijakan guna memenuhi persyaratan 
untuk masuk ke program MCC selanjutnya, yaitu Compact Project. Pemerintah 
Indonesia kemudian merespon dengan membuat proposal proyek dengan fokus 
kepada pemberantasan korupsi, yaitu Control of Corruption Program. Tindak 
lanjut dari kesepakatan Indonesia dan MCC ditandai dengan ditandatanganinya 
nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan pihak MCC pada September 
2006. 

Millennium Challenge Corporation (MCC) merupakan badan donor 
internasional yang dibentuk oleh Kongres Amerika Serikat pada Januari tahun 
2004. Badan donor ini fokus pada good policies, country ownership, dan results 
sebagai cara dalam pengefektifan alokasi dana bantuan. Millennium Challenge 
Corporation memiliki dua jenis hibah (grants), yaitu Compact Project dan 
Threshold Project. Compact Project adalah proyek dengan dana bantuan yang 
besar dan berskala lima tahun dalam jangka pengaplikasian proyek. Sedangkan 
Threshold Project berupa bantuan dengan dana yang lebih kecil jika dibandingkan 
dengan dana dari Compact Project. 

Output yang diharapkan dalam program ini adalah tercapainya indikator 
dalam Strategic Objective Agreement antara Pemerintah Indonesia dan MCC. 
Indikator ini terdiri atas sepuluh indikator yang sekaligus akan dijadikan penulis 
sebagai dasar dalam melihat efektivitas Threshold Program, dengan ekspektasi 
bahwa program ini dapat menurunkan persentase korupsi di Indonesia. Sedangkan 


outcome yang diharapkan adalah kesiapan Indonesia untuk menerima bantuan 


B U.S. Agency of International Development, 2009, Millennium Challenge Corporation Threshold 
for Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP), Jakarta, Bappenas, hal. 2. 


hibah yang lebih besar dari Threshold Program, dimana isu korupsi merupakan 
salah satu dari 16 Assestment Indicators dari MCC untuk melihat eligibilitas 
Indonesia untuk mendapatkan bantuan hibah Compact Program. 

Lebih jelasnya, kesuksesan suatu negara dalam menjalankan Threshold 
Project merupakan syarat bagi negara tersebut untuk menjadi kandidat dalam 
menerima bantuan dari Compact Project, dimana Compact Project memiliki dana 
bantuan yang lebih besar namun lebih kompleks dalam pelaksanaannya. Maka 
dari itu, Threshold Project fokus terhadap pengembangan kapasitas administrasi 
(good policies and good performance) suatu negara sebagai modal dalam 
menjalankan proyek bantuan yang lebih besar nantinya. 

Berdasarkan perjanjian antara pemerintah dan Millennium Challenge 
Corporation, Indonesia mendapatkan dana bantuan sebesar USD 55 juta. Bantuan 
ini dialokasikan dalam dua proyek yang berbeda, yaitu meningkatkan kinerja 
pemerintah dalam usaha pemberantasan korupsi (improve anti-corruption effort) 
sebesar USD 35 juta dan menaikkan jumlah angka imunisasi (improve 
immunization coverage) sebesar USD 20 juta. Setiap proyek kemudian dijabarkan 
ke dalam beberapa indikator kesuksesan. Threshold Project ini diimplementasikan 
selama 2 tahun. Program ini dimulai pada April 2007 dan selesai dilaksanakan 
pada Mei 2009. Pengimplementasian program merupakan tugas dari USAID 
dengan berkordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 


(BAPPENAS), Mahkamah Agung, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Pusat 


4 About MCC, www.mcc.gov/pages/about, diakses pada 7 Juli 2013. 


Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ”. 

Sejak pengimplementasian Threshold Program MCC di Indonesia belum 
ada kajian yang menganalisis efektivitas program. Maka dari itu penulis tertarik 
untuk mengangkat judul “Suatu Analisis Tentang Efektivitas Bantuan Luar Negeri 
Terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia( Studi Kasus: Threshold 
Program)”. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Korupsi kini dipandang sebagai suatu masalah besar yang dihadapi oleh 
setiap negara. Gerakan pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tren di 
tingkatan nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Banyak aktivitas dalam 
bisnis maupun politik kini dianggap sebagai tindakan korupsi. Krisis Finansial 
Asia dan skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan di 
Indonesia menjadi titik tolak dalam mengubah persepsi masyarakat mengenai 
korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang menyedot perhatian publik yang 
kemudian didukung oleh kebebasan pers dalam menyampaikan berita membuka 
membuka mata masyarakat akan efek korosif korupsi. Kasus BLBI yang disebut- 
sebut sebagai kasus korupsi terbesar di Indonesia dan kasus Bank Century yang 
masih hangat diberitakan adalah contoh konkret dari terjeratnya Indonesia dalam 
kubangan hitam korupsi. 

Indonesia sendiri masuk dalam peringkat terburuk dalam kategori korupsi, 


namun belum mengalami perbaikan yang berarti sejak tahun 1999. Indonesia 


Millennium Challenge Corporations, 2006, USAID Grant Agreement No. 497-M-497-021, Bali: 
Millenium Challenge Corporation, hal. 15. 


mendapatkan skor 8.0 dengan skala nol untuk terbaik dan 10.0 untuk terburuk '5. 
Banyaknya permasalahan atau hambatan yang dialami oleh negara berkembang 
dalam merespon masalah korupsi, dan mengingat kurangnya kapasitas dalam 
menanggapi masalah yang dihadapi, mendorong negara maju memberikan 
bantuan dalam bentuk foreign aid atau foreign assistance. 

Sebuah survei yang dilakukan oleh majalah News Week dengan dibantu oleh 
ahli kelas dunia dan penerima nobel ekonomi mengeluarkan hasil bahwa 
Indonesia berada pada peringkat ke-73 dari 100 negara terbaik di dunia. Survei ini 
memusatkan pada kesejahteraan nasional suatu negara (national well-being) yang 
meliputi empat indikator, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, 
lingkungan politik, dan daya saing ekonomi suatu negara Y. Hal ini 
mengindikasikan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang masih perlu 
berbenah diri dan meningkatkan kapasitasnya, baik itu dalam bidang kesehatan, 
pendidikan, ekonomi, maupun birokrasi. 

Pada bulan Oktober 2006, Dewan Milllennium Challenge Corporation 
menyetujui Threshold Program Pemerintah Indonesia sebesar USD 55 juta yang 
ditujukan pada perbaikan indikator-indikator “Pengendalian Korupsi” dan 
“Cakupan Imunisasi”. Presiden Amerika Serikat, George W. Bush dan Presiden 
Republik Indonesia, Bambang Susilo Yudhoyono mengesahkan Threshold 
Program tersebut pada pertemuan mereka di bulan November tahun 2006. 
Program Threshold adalah program MCC yang dirancang untuk membantu 
6 Kinerja Birokrasi Pelayanan, http://kebebasaninformasi.org/2010/10/26/kinerja-birokrasi- 

pelayanan-publik/, diakses pada 11 Juli 2013. 


1 Dan Negara Terbaik di Dunia adalah..., http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/artikel-negara- 
terbaik diakses pada 11 Juli 2013. 
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negara-negara yang belum memenuhi persyaratan untuk menerima program 
pendanaan penuh MCC, yang disebut MCC Compact. Program ini selanjutnya 
diimplementasikan oleh Badan Pembangunan Internasional Pemerintah AS 
(USAID) 

Threshold Program yang fokus terhadap masalah korupsi di Indonesia 
dikenal dengan Millennium Challenge Corporation Threshold Program for 
Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP). Proyek ini terdiri atas tiga 
komponen, yakni bantuan teknis, pelatihan, dan penyediaan peralatan khusus yang 
diperlukan oleh Pemerintah Indonesia. Program Threshold ini dikoordinasikan 
dengan USAID maupun donor lainnya. Pada tahap pelaksanaan, Program 
Threshold dikomunikasikan dengan kelompok civil society yang termasuk dalam 
stakeholder dan rekan. Program ini berlangsung selama dua tahun, yakni dari 
tahun 2007 hingga tahun 2009.” 

Lebih lanjut mengenai lembaga donor Threshold Programme, Millennium 
Challenge Corporation merupakan lembaga donor independen yang dibuat oleh 
Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2004. Program Threshold merupakan 
bantuan Pemerintah Amerika Serikat untuk negara yang dianggap memiliki 
komitmen dalam menjalankan good governance, kebebasan ekonomi (economic 
freedom), dan berkomitmen untuk berorientasi terhadap kesejahteraan penduduk 
(investments in their citizens). Indonesia pun terpilih sebagai negara yang 
mendapatkan bantuan dari Threshold Program. Program ini berfokus kepada 
pemberantasan korupsi dan penyebarluasan cakupan penduduk yang diimunisasi. 


"U.S. Agency of International Development, loc.cit. 
19 yi 
Ibid. 
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Sebesar USD 55 juta disediakan untuk membiayai proyek yang berfokus terhadap 
dua tujuan tersebut. Khusus untuk pemberantasan korupsi (Reduce Public 
Corruption), dana yang dialokasikan sebanyak USD 35 juta. Proyek 
pemberantasan korupsi (Reduce Public Corruption) meliputi reformasi sistem 
peradilan (Judiciary Reform), meningkatkan akses publik terhadap informasi 
pengadilan (Increase Public Access to Court Information), meningkatkan kinerja 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), meningkatkan 
kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (Improve the Capability of the Corruption 
Eradication Comission), dan pengadaan fasilitas elektronik untuk meningkatkan 
aksesibilitas data dalam usaha pemberantasan korupsi (Implement Electronic 
Government Procurement) yang berlangsung pada tahun 2006 hingga tahun 
2009”. 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis 
merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah dalam penelitian 
ini. Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 
pengimplementasian Threshold Program? 
2. Bagaimana efektifitas bantuan luar negeri Millennium Challenge 


Corporation terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia? 


“Millennium Challenge Corporation, 2006, Millennium Challenge Account Threshold Program: 
Strategic Objective Grant Agreement Between United States of America and The Government 
of The Republic of Indonesia to Strengthen Anti-Corruption Efforts and Promote Immunization 
Coverage, Bali, Millennium Challenge Corporation, hal. 10-12. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka penelitian 

ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dalam 
pengimplementasian Threshold Program yang dilakukan oleh 
pemerintah pada tahun 2007 hingga 2009 di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dalam 
pengimplementasian Threshold Program yang dilakukan oleh 
pemerintah pada tahun 2007 hingga 2009 di Indonesia. 

c. Untuk mengetahui efektivitas dari pengimplementasian Threshold 
Program yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada Tahun 2007 
sampai dengan Tahun 2009 dalam usaha pemberantasan korupsi di 
Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan adalah: 

a. Memberi sumbangsi pemikiran dan informasi pada kalangan akademisi, 
yaitu dosen serta mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang ingin 
mengkaji mengenai isu bantuan luar negeri, khususnya mengenai 
Threshold Program yang telah dilaksanakan di Indonesia. 

b. Sebagai referensi bagi para pembuat kebijakan yang ingin mengkaji 
efektifitas bantuan luar negeri Amerika Serikat melalui Millennium 


Challenge Corporation. 
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D. Kerangka Konseptual 
Istilah korupsi menjadi kata yang sangat populer sejak masa reformasi di 
Indonesia. Istilah ini sering dikaitkan dengan istilah lain yaitu: korupsi, kolusi, 
dan nepotisme (KKN). Winarno menjelaskan arti dari korupsi dalam Webster's 
Third International Dictionary bahwa korupsi dibatasi sebagai suatu ajakan yang 
berasal dari seorang pejabat publik dengan pertimbangan yang tidak semestinya, 
misalnya suap untuk melakukan pelanggaran tugas. Selanjutnya, Ensiklopedia 
Indonesia menyebutkan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin: corruption yang 
berarti penyuapan atau corruptore yang berarti merusak. Istilah ini merujuk 
kepada gejala dimana para pejabat publik, badan-badan negara menyalahgunakan 
wewenang melalui penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.” 
Huntington mendefiniskan korupsi sebagai perilaku pejabat publik yang 
menyimpang dari norma-norma yang diterima di masyarakat dan perilaku 
menyimpang itu ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pribadi ” . 
Sementara itu, Joseph S. Nye menjelaskan korupsi sebagai berikut: 
Behavior which deviates from the normal duties of a public role because of 
private-regarding (personal, closed family, private cligue) pecuniary or status 
gains, or violates rules against the exercise of certain types of private- 
regarding influence. 
Dari penjelasan di atas, Nye menyebutkan bahwa korupsi merupakan 


tingkah laku menyimpang dari tugas-tugas negara yang ada pada suatu individu 


karena mengejar keuntungan status atau uang yang menyangkut kepentingan 


“Budi Winarno, 2011, Isu-isu Global Kontemporer, Yogyakarta, CAPS Press, hal. 284-285. 
“'Ipid. 
“bid. 
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pribadi, keluarga, ataupun kelompok sendiri, atau melanggar aturan hukum yang 

telah ditetapkan dengan dasar atas kepentingan pribadi. 

Konsep kedua yang penulis gunakan adalah konsep bantuan luar negeri. 
Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan negara yang sering 
digunakan dalam relasi antar negara. Lancaster memberikan definisi dari bantuan 
luar negeri, yaitu: 

Foreign aid is defined here as voluntary transfer of public resources, from 
government to another independent government, or to an international 
organization (such as the World Bank or the UN Development Program) with 
at at least a 25 percent grants, one goal of which is better human condition in 
the country receiving the aid”. 

Ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai foreign aid menurut 
Pearson dan Paysilian yang dikutip oleh Anak Agung dan Yanyan, yaitu”: 

1. Aliran Realis menyatakan bahwa tujuan utama pemberian bantuan luar 
negeri bukan untuk menunjukkan idealisme abstrak dari sisi kemanusiaan 
tetapi merupakan proyeksi power suatu negara. Bantuan luar negeri 
merupakan bagian dari komponen kebijakan keamanan internasional. 

2. Teori Ketergantungan (dependensia) menjelaskan bahwa bantuan luar negeri 
adalah alat yang digunakan oleh negara kaya untuk mengintervensi 
hubungan domestik ataupun hubungan luar negeri suatu negara melalui 
bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan merangkul elit politik lokal di 


negara penerima bantuan untuk tujuan komersil dan keamanan nasional, 


kemudian melalui jaringan internasional, keuangan internasional dan 


“Carol Lancaster, 2007, Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics, Chicago and 
London, The University of Chicago Press, hal. 9. 

2Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochhamad Yani, 2005, Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional, Bandung, Kubah Ilmu, hal. 82-83. 
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struktur produksi, bantuan luar negeri ditujukan untuk mengeksploitasi 
kekayaan negara penerima bantuan. Sehingga para penganut teori 
dependensia menganggap bahwa bantuan luar negeri digunakan sebagai 
instrumen untuk perlindungan kekuasaan negara kaya dan ekspansi negara 
kaya ke negara miskin. 

3. Aliran Moralis/idealis mengatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan 
tindakan yang diambil berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Penganut aliran 
ini berpendapat bahwa negara yang lebih kaya mempunyai tanggung jawab 
untuk membantu negara miskin dalam hal pembangunan. Bantuan luar 
negeri mendorong dukungan yang saling menguntungkan (mutual 
supportive) dan hubungan menguntungkan sejalan dengan pembangunan 
ekonomi dan hak-hak asasi manusia, hukum dan ketertiban nasional. 

4. Teori Bureaucratic Incrementalist menyatakan bahwa bantuan luar negeri 
merupakan kebijakan publik, dari produk domestik yang melibatkan opini 
publik, kelompok kepentingan, dan institusi pemerintah yang secara 
langsung terlibat dalam proses pembuatan kebijakan yang diambil atas nama 
kepentingan nasional melalui agenda politik. Teori ini juga menjelaskan 
bahwa tujuan yang dikejar negara donor atas nama kepentingan ekonomi 
politik internasional negaranya dengan mencakup beberapa kombinasi 
tujuan, yaitu kemanusian, geopolitik, ideologi, kepentingan komersil, 
masalah lingkungan, dan berbagai faktor dalam politik domestik. 

Dalam upaya menjawab alasan mengapa suatu negara memberikan bantuan 


ke negara lain, beberapa ahli berpendapat berdasarkan motivasi (motivations) atau 
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rasionalitas (rationales). Tetapi menurut Lancaster, motivasi (motivations) tidak 
dapat diukur dan sulit diobservasi karena melibatkan individu-individu sedangkan 
rationalitas (rationales) tidak selamanya merefleksikan maksud dan tujuan. 
Namun, dalam menjawab pertanyaan ini, para ahli merumuskan empat tujuan 
mengapa negara memberikan bantuan ke negara lain, yaitu tujuan diplomasi 
(diplomatic), pembangunan (development), bantuan kemanusiaan (humanitarian 
relief), dan untuk tujuan komersial (commercial jet 

Dalam melihat efektifitas Threshold Program, penulis menggunakan konsep 
efektivitas. Untuk mengetahui kinerja suatu implementasi kebijakan dapat 
digunakan konsep keberhasilan, yang dikenal dengan efektifitas. Keberhasilan 
atau efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektiveness yang berarti taraf 
sampai, yaitu sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. Sejalan dengan hal 
tersebut, Steers menyatakan bahwa efektivitas dapat dilihat dari sudut mana suatu 
organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam 
usaha mengejar tujuan organisasi“. 

Untuk menganalisis program dana bantuan hibah Millenium Challenge 
Corporation, penulis melihat beberapa perspektif yang dapat dijadikan acuan teori 
model yang dikembangkan oleh studi implementasi yaitu Model Grindle dan 
Model Proses Implementasi Kebijakan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam 


menganalisis efektifitas implementasi Threshold Program di Indonesia pada tahun 


“Carol Lancaster, op.cit., hal. 12-13. 

“Mukhlis, 2007, “Efektivitas Implementasi Program Dana Bantuan Desa (DBD) di Kecamatan 
Lahat Kabupaten Lahay Sumatera Selatan Tahun 2005”, Tesis (Tidak diterbitkan), Universitas 
Sriwijaya, Sumatera Selatan, hal. 34. 

2 Ibid. 
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2007-2009 dapat dilakukan dengan melihat bagaimana proses pencapaian tujuan 


dan sejauh mana pencapaian dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 


E. Metode Penelititian 


1. 


Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif-analitik, 
yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris 
disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan 
dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. Tipe 
penelitian deskriptif-analitik dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
mengenai fenomena yang terjadi yang relevan dengan masalah yang diteliti. 
Metode deskriptif digunakan untuk menganalisa efektivitas dan hasil dari 
Threshold Program dan hambatan-hambatannya dalam pengimplementasian 
program ini. 
Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menelaah sejumlah literatur yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal, dokumen, artikel 
dalam berbagai media, baik internet maupun surat kabar harian. Selain itu 
penulis melakukan wawancara di lapangan untuk mendapatkan informasi yang 
akurat untuk mendukung analisis penulis. Adapun tempat-tempat yang 
dikunjungi oleh penulis dalam mencari data tersebut adalah: 

a. Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta. 


b. Sekretariat Millennium Challenge Account Indonesia di Jakarta. 
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3. 


c. Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional BAPPENAS 
di Jakarta. 

d. Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. 

e. Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

f. Kantor Mahkamah Agung di Jakarta. 

g. Perpustakaan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik LIPI di Jakarta. 

Jenis Data 

Jenis data yang penulis gunakan adalah primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara dengan staf MCC-Bappenas, Aris 
Setyadi dan Hari Kristijo pada 13 November 2013 di Kantor MCC Indonesia, 
Jin. Menteng Raya 21 Jakarta Pusat. Data sekunder merupakan data yang 
diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal,dokumen, artikel, majalah, 
handbook, situs internet, serta institut dan lembaga terkait. Adapun data yang 
dibutuhkan ialah data yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data 
hasil penelitian adalah teknik analisis kualitatif. Adapun dalam menganalisis 
permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian 
menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan 
sebuah argumen yang tepat. Sedangkan data kuantitatif digunakan untuk 


memperkuat analisis kualitatif. 
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BAB II 


TELAAH PUSTAKA 


A. Korupsi 
1. Definisi Korupsi 

Korupsi berasal dari bahasa latin Corruption atau Corruptus. Kemudian 
muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis Corruption, dalam bahasa Belanda 
Korruptie, diserap dalam Bahasa Indonesia dengan istilah Korupsi. Mansyur 
dengan mengutip Alatas menandaskan esensi korupsi sebagai pencurian melalui 
penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan 
perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode 
pencurian dan penipuan”. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa korupsi adalah 
penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya 
untuk kepentingan pribadi dan orang lain”. Berdasarkan Black Law Dictionary, 
pengertian korupsi di dunia internasional adalah sebagai berikut: 

Corruption an act done with an intent to give some advantage incossistent 
with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary 
person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure 


some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights 
31 
of others. 


Kutipan di atas menjelaskan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang 


dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang 


2 Mansyur Semma, 2008, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia, 
dan Perilaku Politik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal.32. 
“$urachmin & Suhandi, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 10 
3l yi 
Ibid. 
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bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya dan hak orang 


lain. Perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik yang melangar hukum dan 


menyalahgunakan jabatan yang dia miliki untuk mendapatkan keuntungan untuk 


dirinya sendiri atau untuk orang lain, dengan bertolak belakang terhadap tugas dan 


hak orang lain. 


Selanjutnya, dalam beberapa kasus di bidang politik dan ekonomi, korupsi 


dapat bervariasi dalam berbagai bentuk, tetapi secara umum korupsi dapat 


dikategorikan dalam beberapa aktivitas berikut :” 


1. 


Penyuapan 

Penyuapan dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan dari satu 
pihak yang memberikan keuntungan kepada pihak lain agar tujuannya 
tercapai. 

Penggelapan 

Penggelapan dapat berarti mencuri atau mengambil sumber daya publik 
secara ilegal yang dilakukan oleh pribadi yang ditugaskan dan diberi 
wewenang untuk mengendalikan sumber daya tersebut. Sebagai contoh 
oknum pemerintahan yang diberi wewenang untuk membagikan BLT, tetapi 
menyalahgunakan wewenang itu dan membagi BLT kepada masyarakat 
tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya. 

Nepotisme dan Kronisme 

Nepotisme dan kronisme menjelaskan tentang tindakan individu-individu 


yang menguntungkan relasi mereka, misalnya keluarga (nepotisme), atau 


2 Korupsi: Definisi dan Jenisnya, http://www.sai.ugm.ac.id/site/artikel/korupsi-definisi-dan- 


jenisnya, diakses pada 23 September 2013. 
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atas: 


teman-teman personal (kronisme), yang ditujukan untuk mencapai 
keuntungan mereka sendiri. Praktek nepotisme menggambarkan oknum 
pemerintah yang tidak bertanggung jawab menjamin bahwa anggota 
keluarga mereka mendapat akses bebas ke pelayanan publik, atau anggota 
keluarga tersebut mendapatkan keuntungan dari sumber daya negara. 
Kickback 

Kickback merupakan suatu bagian resmi dari dana yang digelapkan dari 
alokasi untuk organisasinya. Sebuah contoh sederhana untuk pemahaman 
lebih dalam mengenai kickback adalah, seorang pejabat diberi wewenang 
dalam mengelola dana untuk pengadaan barang/jasa suatu instansi 
pemerintah. Dia dapat memberikan kontrak kepada sebuah perusahaan yang 
bukan merupakan penawar terbaik, dan mengalokasikan dana lebih dari 
yang seharusnya diterima perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 
memperoleh keuntungan dan sebagai pertukaran atas nilai kontrak tersebut, 
pejabat yang berwenang memperoleh pembayaran balik dari perusahaan, 
yang merupakan bagian dari jumlah kontrak yang diterima perusahaan. 


Mansyur menjelaskan bahwa pengertian korupsi secara umum dapat dibagi 


Menandaskan korupsi sebagai tindakan gelap dan tidak sah (illicit or illegal 
activities), yaitu tindakan yang dilakukan atas dasar untuk mendapat 
keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi korupsi ini berpusat pada kantor 
publik (public office-centered corruption), yang didefinisikan sebagai 


tindakan pejabat publik yang menyimpang dari aturan formal untuk 
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mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang-orang tertentu 
yang berkaitan erat dengan keluarga, kerabat, dan teman. Pengertian ini 
mencakup kolusi dan nepotisme sebagai partronase lebih karena alasan 
hubungan kekeluargaan (ascriptive) daripada kapasitas individu 
(meritocracy). 

Pengertian korupsi yang berpusat pada dampak korupsi terhadap 
kepentingan umum (public interest-centered). Dalam kerangka ini, korupsi 
dapat dikatakan telah terjadi jika seorang pemegang kekuasaan atau 
fungsionaris pada kedudukan publik melakukan tindakan-tindakan tertentu 
dari orang yang memberikan imbalan. Sehingga merusak kedudukannya dan 
kepentingan publik. 

Pengertian korupsi yang berpusat pada pasar (market-centered) berdasarkan 
analisis tentang korupsi yang menggunakan teori pilihan publik dan sosial, 
dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisis politik. 


Dari perspektif lain, perilaku korupsi telah dianggap masuk di semua lini 


kehidupan masyarakat, baik pemerintah, ataupun masyarakat itu sendiri. Tindakan 


korupsi tidak mengenal strata sosial, karena saat ini birokrat yang mempunyai 


kekuasaan, pengusaha yang memiliki sumber daya, atau masyarakat dengan 


ekonomi menengah ke bawah juga melakukan korupsi. Tindakan korupsi yang 


terjadi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran setiap elemen masyarakat 


tentang bahaya korupsi atau bahkan beberapa ahli menyatakan bahwa korupsi 
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telah menjadi budaya di sebagian masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Kwik Kian 

Gie dengan menyatakan": 
Jadi masalah-masalah besar yang kita hadapi dalam bidang ekonomi, kalau 
ditelusuri lebih dalam sampai pada akar-akarnya, ternyata bukan masalah 
ekonomi. Menemukan konsep dan pengaturan kehidupan ekonomi bisnis yang 
menuju pada efisiensi yang lebih besar, produktifitas yang lebih besar dan 
keadilan sosial yang lebih besar adalah teknis sifatnya dan tidak sulit. Tetapi, 
akhirnya akan kandas karena faktor yang letaknya di luar ekonomi, yaitu 
demoralisasi, erosi etika, erosi mental, korupsi, dan sebagainya. Apakah 
kesemuanya ini termasuk ke dalam kebudayaan? Kalau boleh dikategorikan 


ke dalam kebudayaan, jelas bahwa kebudayaan yang sakit hampir mutlak 
hubungannya dengan kehidupan ekonomi dan bisnis. 


Pendapat lain dijelaskan oleh Weterbury", yang menjelaskan korupsi dalam 
dua definisi berbeda, yakni korupsi dalam artian hukum dan korupsi berdasarkan 
norma. Pada beberapa masyarakat, kedua definisi ini dapat dianggap serupa 
(coincident). Perbedaan definisi ini terletak pada konsekuensi dari tindakan 
korupsi ini. Dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku pejabat pemerintah 
yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah lalu tersebut. 
Sedangkan dalam artian norma, pejabat pemerintah dapat dianggap korup, apakah 
hukum dilanggar atau tidak di dalam proses. Seseorang dapat saja dikatakan 
melakukan perkara korupsi hingga dapat menimbulkan tindakan tercela menurut 
hukum, namun belum tentu menurut norma. Dapat pula terjadi sebaliknya, bahwa 
seseorang yang dinilai korup dalam standar normatif dapat bersih dari hukum. 
Tetapi pengertian umum yang dikatakan oleh Waterbury, dalam artian hukum 
ataupun dalam artian norma, jika suatu tindakan menyalah gunakan kekuasaan 
dan pengaruh pemerintah untuk tujuan pribadi dapat disebut dengan tindakan 
korupsi. 


8 Mansyur Semma, op.cit., hal.35. 
4 Ibid., hal 37. 
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Garling dengan mengutip pendapat Meny menyatakan bahwa terdapat empat 
karakteristik korupsi”. 
Pertama, The violation of rules and norms associated with what is perceived 
to be the general interest (or public ethics| in a political society at a given 
time. Kedua, In the course of a secret exchange among political, social and 
economic markets. Ketiga, With the (anticipated) conseguence of providing 
individuals or groups with resources of access and influence in the process of 
political and administrative decision making that are superior to those 
available in the (normal) course of open dealings). Keempat, Eventually 
resulting in tangible benefits, material or otherwise, forthe party parties 
involved in the transaction 
Lebih dalam lagi, Benvineste menjelaskan bahwa korupsi dapat dipetakan 
dalam empat definisi besar, yaitu discretion corruption, illegal corruption, 
mercenary corruption, dan ideological corruption””. Penjelasannya adalah sebagai 
berikut: 

Il. Discretion corruption, merupakan korupsi yang dilakukan karena adanya 
kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun tampaknya bersifat sah, 
bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. 
Contoh: seorang dari pelayanan TKI bersedia memberikan pelayanan yang 
lebih cepat kepada calon TKI yang bersedia membayar lebih. 

2. Illegal corruption, yaitu suatu jenis tindakan yang membongkar atau 
mengacaukan bahasa ataupun maksud-maksud hukum, peraturan dan 
regulasi tertentu. Efektifitas untuk jenis korupsi ini bisa diukur dan mudah 
untuk dikendalikan. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa 
untuk pengadaan jenis tertentu harus melalui pelelangan atau tender. Tetapi 


2 John Girling. Loc.cit. Hal. 10. 
6 Mansyur Semma, Op.Cit. Hal 43-45. 
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karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka 

proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari 

dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan 
pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. 

3. Mercenary Corruption, sejenis korupsi dengan maksud untuk memperoleh 
keuntungan individual/pribadi. Biasanya korupsi ini banyak digunakan oleh 
kompetitor politik dalam suksesi ataupun kampanye politik. 

4. Ideological corruption, merupakan korupsi yang dilakukan lebih karena 
kepentingan kelompok, karena komitmen ideologis seseorang yang mulai 
tertanam di atas nama kelompok tertentu. Contoh: kasus skandal Watergate 
adalah contoh ideological corruption, di mana sejumlah individu 
memberikan komitmen mereka kepada Presiden Nixon ketimbang pada 
undang-undang atau hukum. 

Korupsi merupakan kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan 
hukum, karena korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir 
aparat pemeriksa dan penegak hukum. Apalagi definisi korupsi masih bias dalam 
masyarakat. Oleh karena itu, menurut Surachmin, perubahan dan perkembangan 


hukum merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi korupsi tersebut. 


7 John Girling, Op.Cit. Hal. 10. 
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2. Konsep Pemberantasan Korupsi 
Konsep tentang pemberantasan KKN mengandung beberapa tindakan yang 

menyangkut berbagai bidang yang satu dengan yang lainnya terkait erat. Menurut 

Kwik Kian Gie, terdapat beberapa konsep pemberantasan korupsi: 

1. Konsep Carrot and Stick atau Kecukupan dan Hukuman 
Konsep dasar pemberantasan korupsi sederhana, yaitu menerapkan carrot 
and stick. Keberhasilan sudah dibuktikan oleh banyak negara, antara lain 
Singapura dan yang sekarang sedang berlangsung di RRT (Republik Rakyat 
Tiongkok). Carrot dimaksudkan sebagai pendapatan bersih (net take home 
pay) untuk pegawai negeri, baik sipil mau TNI dan POLRI yang jelas 
mencukupi untuk hidup yang sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, 
tanggung jawab, kepemimpinan, pangkat, dan martabatnya. Stick atau arti 
harfiahnya adalah tongkat adalah hukuman yang dikenakan jika semua 
kebutuhannya sudah dipenuhi namun masih berani melakukan tindakan 
korupsi. Mengingat akan tingkat magnitude korupsi sudah sedemikian dalam 
dan menyebar sedemikian luasnya, hukuman tidak bisa tanggung-tanggung, 
harus seberat-beratnya. 

2. Reformasi Birokrasi 
Untuk menjalankan roda pemerintahan secara optimal, struktur seluruh 
pemerintahan perlu ditinjau kembali dengan meneliti sedalam-dalamnya 
dengan maksud supaya jumlah kementerian benar-benar memang diperlukan. 


Tugas dan fungsi pokok setiap menteri dan kepala Lembaga Pemerintah 


8 Kwik Kian Gie, 2003, Pemberantasan Korupsi (Edisi II), Jakarta, Pustaka Aruel, hal. 1-4. 
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Non-Departemen juga dirumuskan sejelas-jelasnya, agar tidak terjadi 
tumpang tindih dan duplikasi dengan kementerian lainnya. 
3. Optimalisasi Setiap Kementerian LNPD 

Jumlah PNS yang demikian besarnya tentu tidak terlepas dari kenyataan 
bahwa selama RI berdiri sampai sekarang tidak pernah dilakukan audit 
terhadap struktur organisasi, jumlah personalia, garis-garis komunikasi 
rentang kendali atau span of control, sistem dan prosedur pengambilan 
keputusan dan sebagainya. 

Optimalisasi dalam hal ini bermaksud untuk merampingkan struktur 
organisasi, jumlah personalia, garis komunikasi, gaji pegawai, ruang kerja 
pegawai, ATK, dan berbagai pengeluaran yang bersifat tidak perlu. Dampak 
adalah tersedianya sebagian dana yang dibutuhkan untuk menaikkan 
pendapatan bersih yang dibutuhkan untuk memberlakukan carrot and stick. 
Dengan pendapatan yang jelas cukup, bahkan cukup “mewah”, kita dapat 
dengan tenang menghukum seberat-beratnya yang masih melakukan korupsi. 
Dampak yang tidak langsung berhubungan dengan pemberantasan korupsi 
dari reformasi birokrasi adalah efektivitas dari birokrasi. Karena birokrasi 
menciut, kita dapat menempatkan orang-orang yang paling kapabel. Dengan 
kata lain, penempatan personalia dalam suatu posisi di pemerintahan 


' 39 
menggunakan meritrocracy system . 


2 Meritrocracy system maksudnya adalah menempatkan seseorang dalam suatu posisi berdasarkan 
kemampuan yang dimiliki, bukan berdasarkan aspek lain. 
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4. Sistem Penggajian (Salary System) 

Sistem penggajian PNS dan POLRI sudah menjadi sangat semrawut. Ini 

disebabkan karena besarnya gaji yang diterima hanya cukup untuk hidup 

satu sampai dua minggu saja. Maka dicarikan berbagai macam akal dan 
rekayasa seperti tunjangan jabatan dan berbagai tunjangan lainnya, 
tunjangan in natura dan sebagainya. 

Hal yang dimaksud adalah bahwa penjenjangan tingkat pendapatan neto 

harus proporsional dan adil. Pejabat yang tingkat pengetahuan, tanggung 

jawab dan pekerjaannya lebih berat harus memperoleh gaji neto yang lebih 
tinggi. 

Hal yang sekarang berlaku adalah bahwa gaji presiden lebih rendah Direktur 

Utama BUMN. Pendapatan neto seorang menteri lebih rendah dari pegawai 

menengah dari BPPN. 

Selanjutnya, Myrdal menyarankan penanggulangan dilakukan dengan cara 
pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang 
menyangkut orang-perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan 
dipertegas, pengadaan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam 
menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang 
rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, satuan- 


satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum 
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atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Oknum menyogok 
pejabat-pejabat harus ditindak pula”. 

Persoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara 
pengkajiannya pun bermacam-macam pula. Korupsi tidak cukup ditinjau dari segi 
deduktif saja, melainkan perlu ditinjau dari segi induktifnya, yaitu mulai melihat 
masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang 
menyebabkan timbulnya korupsi. Kartono menyarankan konsep pemberantasan 
korupsi sebagai berikut": 

1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna 
melakukan pertisipasi politik dan kontrol sosial. 

2. Menanamkan 'aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan 
kepentingan nasional. 

3. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan 
menindak korupsi. 

4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan 
menghukum tindak korupsi. 

5. 'Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui 
penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawaban dibawahnya. 

6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan achievement dan 


bukan berdasarkan ascription. 


“0 Korupsi Di Indonesia: Masalah Dan Solusinya, 
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erikal.pdf, diakses pada 15 Juli 
2014 

" Ibid. 
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7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran 
administrasi pemerintahan. 

8. Menciptakan pemerintahan yang jujur. 

9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung 
jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien. 

10. Pencatatan ulang terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan 
pengenaan pajak yang tinggi. 

Dari penjelasan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep 
pemberantasan korupsi dibagi atas langkah preventif dan represif. Preventif 
mengedepankan langkah yang ditempuh untuk mencegah terjadinya korupsi yang 
dimulai dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi terdiri atas pengurangan 
jumlah pegawai dan lembaga pemerintahan yang dinilai tumpang tindih, 
pemaksimalan kinerja lembaga negara, menerapkan prinsip meritocracy dan 
prinsip reward and punishment, penguatan lembaga hukum, dan peningkatan 
kesadaran masyarakat, dan seterusnya. Langkah represesif sendiri terdiri atas 
pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat, dan penanyangan wajah koruptor di 
televisi untuk memberikan efek jera (deterrence effect) terhadap koruptor 
sekaligus menjadikan sebagai pembelajaran pejabat lain agar tidak melakukan 


korupsi. 
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Lebih dalam lagi, mengenai reformasi birokrasi, Kementerian 


Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa 


makna dari reformasi birokrasi adalah”: 


1. 


2 


Perubahan besar dalam paradigm dan tata kelola Pemerintah Indonesia. 
Pertaruhan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke 21. 
Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi 
pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang 
tidak sedikit. 

Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan 
melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, 
realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan 
paradigma, dan dengan upaya luar biasa. 

Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai 
kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan 
menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran 
baru. 


Adapun tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi 


pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, 


bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, 


dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara”. 


" Makna dan Tujuan Reformasi Birokrasi, http://www.menpan.go.id/kedeputian-reformasi- 


birokrasi/530-makna-dan-tujuan, diakses pada 20 Juli 2014. 


8 Jhid. 
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B. Konsep Bantuan Luar Negeri 
1. Sejarah Bantuan Luar Negeri 
Isu bantuan luar negeri mulai menjadi bahan perdebatan sejak abad ke-19 
dan awal abad ke-20 ketika negara barat menjadi pusat kekuatan dunia. Di 
Inggris, Colonial Develoment Act pada tahun 1929 merupakan bentuk bantuan 
luar negeri yang diberikan oleh Inggris untuk negara jajahannya. Pakta ini 
menjelaskan bahwa Inggris memberikan bantuan untuk pembangunan industri dan 
agrikultur negara jajahan, seperti yang tertulis dalam pakta tersebut. 
An act to authorise the making of advances for aiding and developing 
agriculture and industry in certain colonies and territories, to provide for the 


extension of the Colonial Stock Acts, 1887 70 1900, to stock forming part of 
the public debt of certain protected and mandated territories,... 


Pada tahun 1940 dan tahun 1945, Colonial Development Act tidak hanya 
fokus terhadap pembangunan indutri ataupun pertanian, namun merambah juga 
pada sektor pendidikan. Bentuk bantuan ini merupakan bentuk bantuan terikat 
(tied aid) yang diperkenalkan oleh Inggris pada waktu itu. Dapat dilihat bahwa 
bantuan luar negeri telah menjadi salah satu alat (tools) dalam hubungan antar 
negara sejak tahun 1900-an. Walau pada saat itu bantuan negara hanya terbatas 
pada negara koloni mereka. 

Ekspansi dan kristalisasi dari doktrin bantuan luar negeri yang sebenarnya 
terjadi saat usainya Perang Dunia II. Apabila ditelusuri lebih mendalam maka ada 


dua peristiwa yang menandakan evolusi dalam pengaplikasian konsep bantuan 


“Ravi Kanbur, 2003, The Economics of International Aid, Department of Applied Economics and 
Management, Cornel University, United States of America, hal. 1. 
45 7» 
Ibid. 
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luar negeri. Pertama, Marshal Plan, yaitu bantuan dari Amerika Serikat untuk 
Eropa dengan tujuan untuk membangun kembali Eropa yang hancur akibat Perang 
Dunia II, merupakan simbolisasi dari bilateral assistance atau bantuan antar 
negara. Kedua, dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bretton 
Woods Conference yang melahirkan World Bank dan International Monetary 
Fund (IMF) merepresentasikan tendensi multilateral assistance dalam bantuan 
luar negeri. Konsep bantuan luar negeri yang dibentuk pada tahun 1940-an masih 
digunakan dalam relasi hubungan antar negara saat ini. Bahkan, sering terdengar 
istilah bahwa bantuan yang diberikan ke Afrika merupakan Marshal Plan versi 
abad 21 (New Marshal Plan). 

Tujuan awal dibentuknya World Bank dan Marshal Plan adalah untuk 
merekonstruksi kembali Eropa pasca Perang Dunia II, tidak untuk fokus terhadap 
pembangunan negara berkembang dan negara non-industri". Di bawah program 
Mashal Plan, Amerika Serikat memberikan bantuan kepada empat belas negara di 
Eropa sebesar $20 juta (setara $100 juta pada nilai nominal uang masa kini). 
Program ini merupakan progam lima tahun yang dimulai pada tahun 1948 sampai 
dengan tahun 1952. Inggris menerima 2496, Perancis, Italia, dan Jerman masing- 
masing menerima 2046, 1146, dan 1040. Dan sisanya diberikan kepada Norwegia, 
Austria, Yunani, dan Belanda dengan jumlah yang lebih kecil dan dihitung secara 


per kapita jumlah penduduk”. 


“fhid., hal. 3. 

“ bid. 

“Dambisa Moyo, op. cit.,hal. 20. 
“hid. 
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Perhatian terhadap pembangunan negara berkembang dan negara non- 
industri baru dimulai ketika Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, 
mengumumkan The Four Points Programs, dimana pada poin keempat 
disebutkan: we must embark on a bold new program for making the benefits of 
our scientific advances and industrial progress available for the improvement and 
growth of underdeveloped areas””. Four Points Programs ini lebih dari sekedar 
cara Amerika Serikat untuk membendung komunisme atau ekspansi ekonomi. 
Tujuan yang ingin dicapai melalui program ini adalah perwujudan dari idiom 
Amerika Serikat, Perdamaian dan Kemakmuran (Peace and Prosperity j3 

Berdasarkan dokumentasi dari literatur yang tercatat, perkembangan bantuan 
pembangunan sejak Perang Dunia kedua dipengaruhi oleh dua faktor kunci, yaitu 
evolusi dari perkembangan geopolitik (evolution of geopolitics) dan 
perkembangan pemikiran (evolution of development thinking). Namun evolusi 
dari perkembangan pemikiran (evolution of development thinking) jauh lebih 
kompleks. Perkembangan geopolitik (evolution of geopolitics) hanya dipengaruhi 
oleh Perang Dingin dan berakhir ketika Perang Dingin dimenangkan oleh 
Amerika Serikat”. 

Saat ini pemberian bantuan luar negeri dari negara maju ke negara 
berkembang dianggap sebagai obligasi negara maju. Pada tahun 1940-an, 
pemberian bantuan ke negara berkembang oleh Amerika Serikat diketahui 


merupakan alat (tools) bagi Amerika Serikat agar negara berkembang tidak masuk 


The American Presidency Project, 19 — Inagural Address, 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid—13282, diakses pada 9 November 2013 

?'Thomas G. Paterson, “Foreign Aid Under Wraps: The Point Four Program” dalam The 
Wisconsin Magazine of History, Vol. 56 No. 2. Hal. 119-126. 

22R avi Kanbur, op.cit., hal. 3. 
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ke dalam “pihak lain”. Pihak lain (other side) yang dimaksud dalam hal ini adalah 
Uni Soviet. 
Milton Friedman yang dikutip oleh Ravi Kanbur menjelaskan”: 
Foreign economic aid is widely regarded as a weapon in the ideological war 
in which the United States is now involved. Its assigned role is to help win 
over to our side those uncommitted nations that are also underdeveloped and 
poor....The objectives of foreign economic aid are commendable. The means 
are, however, inappropriate to the objectives....The proponents of foreign aid 
have unwittingly adopted a basic premise of the Communist ideology that 
foreign aid is intended to combat. They have accepted the view that 
centralized and comprehensive economic planning and control by government 


is an essential prereguisite for economic development....An effective program 
must be based on our ideology, not on the ideology we are fighting.” 


Pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an, bantuan bilateral berkembang. 
Begitu pula dengan bantuan multilateral. Sejak rekonstruksi Eropa dan Jepang 
tidak lagi dibutuhkan, bantuan luar negeri dalam bentuk bantuan multilateral 
dialokasikan ke negara berkembang. Di awal tahun 1960 yang dalam beberapa 
literatur disebut sebagai dekade industrialisasi (the decade of industrialization), 
bentuk bantuan berupa pinjaman lunak (soft loan) mulai dibuka oleh Bank Dunia 
(World Bank) dan bank-bank regional mulai dibentuk di Asia, Afrika, dan 
Amerika Latin. Kemudian tujuan pemberian bantuan luar negeri tidak lagi hanya 
mencakup perkembangan (growth) dari pendapatan nasional negara, tetapi juga 
merambah pada isu spesifik”". Presiden Bank Dunia (World Bank) pada saat itu, 
Robert McNamara merubah strategi. Seiring dengan berkembangnya pengaruh 
Bank Dunia (World Bank), dan didukung oleh badan-badan milik PBB, bantuan 


luar negeri, walau tetap dengan kerangka besar untuk melawan komunisme, mulai 


3 Jhid., hal. 4. 
3 Jbid., hal. 5. 
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fokus ke isu kemiskinan (poverty) dan isu sosial lainnya 2 Apalagi setelah 
terjadinya embargo minyak oleh negara-negara arab, angka kemiskinan semakin 
meningkat. Banyak negara-negara miskin terpaksa meminjam uang ke negara 
maju, bahkan meminjam bantuan dana untuk menutupi pinjaman sebelumnya”. 

Pada akhir tahun 1970-an, bantuan (aid) mengalir deras ke Afrika. Sebesar 
$36 millar telah dialokasikan untuk region ini. Bukan hanya Afrika, bantuan (aid) 
juga dialokasikan ke penjuru dunia. Antara tahun 1975 dan tahun 1982, Amerika 
Latin mengalami peningkatan pinjaman empat kali lipat dari $75 milyar pada 
tahun 1975 menjadi $315 milyar di tahun 198377, 

Banyaknya jumlah hutang negara berkembang yang diperburuk oleh oleh 
kenaikan harga minyak dunia pada tahun 1973 mengakibatkan krisis terjadi. 
negara-negara donor, dalam mengatasi krisis ini, membuat suatu mekanisme 
peminjaman bantuan yang baru. Mekanisme ini dibentuk dengan tujuan untuk 
merekonstruksi pinjaman (debt) negara berkembang dengan membantu membayar 
hutang (debt) yang negara berkembang pinjam sebelumnya. Mekanisme ini 
kemudian dikenal dengan Structural Adjustment Facility”. Pada tahun 1980-an, 
seiring dengan perkembangan konsep bantuan (aid), pemikiran neo-liberal 
berpendapat bahwa pemerintah harus meliberalisasi ekonomi agar sejalan dengan 
paradigma laissez-faire demi mencapai perkembangan ekonomi. 

Hal inilah yang menjadi salah satu pokok program dari Structural 
Adjustment Facility yang dijelaskan oleh Dambisa Moyo sebagai berikut: 
2Ibid. 

“bid. 


“'Dambisa Moyo, op.cit., hal. 34 
”"Ibid., hal. 36. 
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Poor government received cash in the form of budgetary support, and in 
return agreed to embrace the free-market solutions to development. This 
would entail minimizing the role of the state, privatization previously 
nationalized industries, liberalizing trade and dramatically reducing the civil 
service. 


Pada akhir tahun 1980, negara berkembang telah memiliki hutang sebesar 
USD 1 triliun. Ada beberapa region yang mulai mencapai pertumbuhan pada 
dekade ini, misalnya saja Asia dan Amerika Latin. Namun yang menjadi masalah, 
region Afrika tetap dalam kubangan kemiskinan dan terbelakang dalam hal 
pertumbuhan ekonomi, bahkan beberapa negara mengalami kemunduran. Negara 
donor menyebutkan bahwa yang menjadi penyebab negara di Afrika tetap 
terbelakang, bahkan dalam beberapa kasus mengalami kemunduran, adalah 
birokrasi yang buruk. Tindakan korupsi yang terjadi mencerminkan birokrasi yang 
buruk. Kemudian konsep Good Governance dilahirkan oleh komunitas donor 
dengan tujuan agar bantuan yang diberikan lebih efektif dalam penggunaannya.” 

Namun dalam pengaplikasiannya, dimulai dari tahun 1980-an sampai pada 
tahun 1990, pemberian bantuan luar negeri tidak mengindahkan kondisi buruk 
birokrasi di negara Afrika. Good Governance yang semula komunitas donor 
sepakati sebagai salah satu syarat dalam pemberian bantuan tidak dijadikan 
pertimbangan utama. Hal ini dikarenakan dari objektif utama dari pemberian 
bantuan luar negeri bukan lagi untuk membantu negara Afrika untuk mencapai 
pertumbuhan, tetapi bantuan luar negeri dijadikan alat diplomasi dari Uni Soviet 
dan Amerika Serikat untuk membentuk koalisi sebagai usaha untuk membendung 
pengaruh ideologi masing-masing blok. Hal ini dimulai dari Idi Amin, Mobutu 
Sese Seko, Presiden Ethiopia, Mengistu, hingga Presiden Liberia, Samuel Doe, 


3 Tbid., hal. 40. 


38 


yang terbukti korup tetap diberikan dana bantuan dari komunitas donor 
internasional 5. 

Pada tahun 2000, bantuan luar negeri disebut dengan istilah glamour aid. 
Tercatat banyak artis dunia, politikus, bintang film, dan bahkan Paus John Paul 
memberikan perhatian ke Afrika. Afrika dianggap sebagai region paling 
terbelakang dan paling membutuhkan bantuan. Perhatian dunia pun mengarah ke 
Afrika. Banyak iklan-iklan ataupun poster-poster yang menggambarkan bahwa 
Afrika adalah benua tanpa harapan. Iklan-iklan ini pun menggerakkan hati 
masyarakat internasional untuk membantu Afrika. Data menunjukkan bahwa 
sebanyak USD 300 millar telah dialokasikan ke Afrika sejak tahun 1970". 

Pada November 2001, dipelopori oleh World Trade Organization (WTO), 
pemimpin dari beberapa negara maju dan berkembang” berkumpul di Gatar 
dalam Doha Round. Pertemuan ini bertujuan untuk mereformasi sistem 
perdagangan dunia (trading system) dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 
dari negara miskin 63 Pertemuan ini kemudian dilanjutkan dengan adanya 
Monterrey Consensus di Meksiko yang bertujuan untuk membentuk suatu 
mekanisme pemberian bantuan untuk negara miskin yang menekankan pada 
private investment dan official development assistance. Hasil dari Consensus 


Monterrey adalah disetujuinya pengalokasian dana dari Pendapatan National 


“bid. Hal. 42. 

6'Ibid. Hal. 43. 

5? Negara maju diwakili oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang. Sedangkan negara berkembang 
secara umum diwakili oleh India, Brazil, China, Korea Selatan, dan Afrika Selatan 

“Jeffrey D. Sachs. Op. Cit. Hal. 217. 
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Bruto (Gross National Product) dari negara maju sebesar 0,7 persen untuk 
digunakan dalam usaha pembangunan negara miskin”. 


2. Konsep dan Motif Bantuan Luar Negeri 


Bantuan luar negeri telah menjadi produk dari beberapa lembaga dalam 
sistem ekonomi liberal pada saat ini. Bantuan luar negeri telah menjadi salah satu 
instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri. Pada 
umumnya, bantuan luar negeri tidak ditujukan untuk kepentingan jangka pandek 
melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka 
panjang. Dalam jangka panjang, bantuan luar negeri dimaksudkan untuk 
membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat 
dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda, atau kebijakan publik. 

Dewasa ini, di berbagai negara termiskin dan terbelakang di dunia, banyak 
aktifitas pembangunan yang dibiayai dari pemerintah asing atau organisasi 
internasional dalam bentuk bantuan luar negeri. Sebagai contoh, proyek 
rekonstruksi di negara yang hancur akibat perang seperti Irak dan Afganistan, atau 
proyek peminjaman mikro (micro loans) yang dilakukan di Bangladesh dan El 
Salvador. Bantuan ini, sebagai contoh, digunakan di beberapa negara untuk 
membiayai proyek penelitian tanaman jagung untuk mendapatkan jenis jagung 
yang lebih produktif, membiayai peneltian energi ramah lingkungan, memberikan 
beasiswa untuk mencetak doktor dan ahli di negara berkembang, atau membiayai 
vaksinasi anak di negara-negara berkembang lainnya seperti Guatemala, 
Indonesia, dan Ethiopia. Selain itu, bantuan ini juga membiayai perbaikan 


“bid. Hal 218. 
S?'Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani.. Op.cit. Hal 84. 
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suprastuktur negara miskin, misalnya pelatihan media dan partai politik, reformasi 
hukum, birokrasi efektif, dan lain-lain. Berbagai jenis proyek diwujudkan dengan 
bantuan luar negeri, dan tersebar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. 

Program bantuan luar negeri biasanya saling menguntungkan kedua belah 
pihak, baik pendonor ataupun negara penerima bantuan. Pihak penerima 
mendapatkan pinjaman dana, perlengkapan, ataupun pengetahuan yang 
diharapkan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern, stabilitas politik dan 
keamanan militer. Sedangkan, pihak donor tanpa memperhitungkan jenis-jenis 
persyaratannya selalu mengharapkan keuntungan politik dan ekonomi, baik 
langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya melalui 
diplomasi, propaganda atau kebijakan militer. Hal ini dikarenakan, sebagai 
instrument kebijakan luar negeri, bantuan luar negeri merupakan tindakan 
ekonomi yang memiliki sifat dan efektifitas yang berbeda dibanding diplomasi 
dan propaganda. Diplomasi dan propoganda menggunakan personel untuk 
memanfaatkan situasi dan tatatan internasional yang ada. Sedangkan, bantuan luar 
negeri lebih mengandalkan kapabilitas dalam bentuk modal, sumber daya serta 
kemampuan manajerial. 

Carol Lancaster menyebutkan beberapa motif dalam pemberian bantuan 
negeri. Dari penelitian tentang bantuan luar negeri, disebutkan ada 4 (empat) 


motif tujuan pemberian bantuan: diplomatic, developmental, humanitarian relief, 


“Carol Lancaster, op.cit., hal. 1-2. 
“Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, op.cit., hal 83. 


41 


dan commercial. Motif kebudayaan juga terdapat dalam jenis pemberian bantuan, 


namun tidak terlalu mendapat sorotan. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 


1. 


Diplomatic motive sering disebutkan sebagai cara, bukan tujuan. Sebagai 
contoh, bantuan luar negeri digunakan oleh Amerika Serikat sebagai “alat” di 
masa Perang Dingin atau sebagai insentif dari hasil perjanjian damai di 
Timur Tengah. Bantuan (aid) banyak digunakan oleh negara donor untuk 
memastikan adanya akses ke politik domestik negara penerima. Dalam 
beberapa kejadian, adanya bantuan (aid) adalah simbol dari suksesnya suatu 
pertemuan antar negara. 

Development sebagai tujuan dari bantuan luar negeri digunakan untuk 
mendukung ekonomi, perkembangan sosial, dan pemberantasan kemiskinan. 
Development motive merefleksikan sikap altruism”, keadilan sosial, dan 
solidaritas internasional. Tidak hanya terbatas pada financial assistance 
ataupun training, bantuan (aid) dalam kerangka pembangunan 
(development) juga berbentuk penghapusan sebagai atau seluruh hutang 
(debt relief). 

Humanitarian Relief merupakan bentuk bantuan (aid) yang tidak terlalu 
kontroversial seperti jenis bantuan lainnya. Humanitarian relief biasanya 
ditujukan untuk membantu masyarakat di suatu negara yang terkena 
bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana akibat ulah manusia, 
misalnya perang yang mengakibatkan banyaknya korban. Pemerintah negara 


miskin biasanya kurang memiliki sumber daya ataupun kapasitas untuk 


8Garol Lancaster, op.cit., hal. 13-16. 
6 Altruism diartikan sebagai sikap yang peduli terhadap orang lain. Lawan arti dari egois. 
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mengakomodasi kebutuhan korban bencana. Umumnya, humanitarian relief 
aid dialokasikan oleh non-govermental organization (NGO) yang memang 
khusus untuk tanggap terhadap bencana tertentu. Sebagai contoh, United 
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang telah membantu 1 
juta orang lebih sejak Perang Dunia II". 

4. Bantuan untuk tujuan komersial (aid for commercial purposes) mempunyai 
tujuan untuk ekspansi ekonomi dan mengamankan akses untuk sumber daya 
material ataupun untuk mendapatkan akses investasi di negara 
berkembang''. Bantuan seperti dapat dilihat dari bantuan yang diberikan 
oleh jepang atau negara-negara Skandinavia. Bantuan dapat dialokasikan 
dalam skema mixed credit” untuk menyediakan insentif pendanaan bagi 
negara penerima bantuan untuk mengimpor barang jadi (product) dari 
negara maju, biasanya sebagai bagian dari prokek khusus, seperti 
pembangunan bandara, bendungan atau pembiayaan pembelian alat berat, 
misalnya pesawat. 

5. Cultural motive aid biasanya jika bantuan yang diberikan dalam bentuk 
usaha untuk mempromosikan suatu bahasa di negeri lain, utama mendanai 
kegiatan edukasi ataupun belajar bahasa dari negara di mana bantuan 
tersebut berasal. Bantuan jenis ini banyak dijumpai di negara bekas jajahan 


yang dana untuk kegiatan edukasi tersebut berasal dari negara bekas 


"United Nations. 2011. Basic Facts About United Nations. New York: United Nations 
Publication. Hal. 35. 

Paket pembiayaan dimana tingkat bunga hasil konsesi dan tingkat bunga di pasar internasional 
digabungkan. 
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penjajah negara bersangkutan. Sebagai contoh Perancis dan Italia yang 

memberi bantuan dengan motif ini di Somalia dan Ethiopia. Bantuan juga 

sering kali digunakan untuk mempererat hubungan antar komunitas agama, 
misalnya membangun Gereja atau Mesjid. Arab Saudi adalah negara yang 
memberikan bantuan dengan jenis ini. 

Setelah tahun 1990, motif pemberian bantuan semakin luas. Bantuan (aid) 
digunakan dalam mempromosikan demokrasi (promoting democracy) di Afrika, 
Asia, dan Amerika Latin dengan melibatkan berbagai institusi dalam prosesnya. 
Kemudian bantuan (aid) juga digunakan dalam merespon isu-isu global 
(addressing global issues), seperti lingkungan, global warming, isu lapisan ozon, 
tanah, air, dan polusi udara. Selain itu, bantuan luar negeri (foreign aid)juga 
digunakan untuk mempromosikan reformasi ekonomi dan transisi sosial 
(promoting economic and social transition) serta mencegah konflik dan transisi 


konflik (mitigating conflict and managing postconflict transition) ". 


2Carol Lancaster. Op.Cit. Hal. 13-16. 
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Lebih lanjut lagi, Maurits membedakan tujuan dari pemberian aid dalam 7 
(tujuh) frame goals yang dapat dilihat dalam tabel dibawah: 


TABEL 2.1 
TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN (AID) 





Frame Goals for aid 





Security Increase donor's physical security: support allies, 
oppose communism, etc. 





Power'influence Pursue power: increase leverage over others, win 
allies and position of influence in international 
community 





Wealth/economic — self- | Further economic interest of donor economy, 
interest support export industries 





Enlightened self-interest | Pursue global public good: peace, stability, 
environmental health, population control, etc. 











Reputation/self'- Establish and express a certain identity in 

information international relations, improve international status 
and reputation 

Obligation/duty Fulfill obligations, whether historical or associated 
with position in international system 

Humanitarianism Promote the well-being of the poorest groups 








worldwide, provide humanitarian relief 








Sumber :Cambridge University Team. 2011. Ideas, Interest, and Foreign Aid. London: Cambridge 
University Press.Hal. 10. 


Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa foreign aid memiliki 
beberapa motif. Dalam pelaksanaannya, terkadang sukar dilihat tujuan utama 
pemberian bantuan tersebut. Terlebih lagi, dalam pemberian bantuan, tujuan 
ataupun motif biasanya lebih dari satu motif. Motif pemberian bantuan luar negeri 
mengikuti kondisi politik internasional. Oleh karena itu, konsep bantuan luar 
negeri pun semakin berkembang dari masa ke masa. 

Secara garis besar, pengelompokan bantuan luar negeri dibagi atas bantuan 
bilateral dan multilateral. Pemberian bantuan luar negeri dapat dilakukan antar 


pemerintah (government to government) atau melalui lembaga keuangan 
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internasional, seperti International Monetary Fund, World Bank, Asian 


Development Bank, dan sebagainya”. 


Hal ini kembali diperjelas oleh World Vision Australia School Resource, 


bantuan (aid), yang juga dikenal dengan istilah Overseas Development Assistance, 


dibagi atas dua: 


1. 


Bilateral aid, yaitu bantuan yang diberikan dari suatu negara ke negara lain 
(government to government). Biasanya bantuan ini diberikan atas dasar 
pertimbangan politik ataupun atas dasar kemanusian. Sebagai contoh, 
Australia memberikan 50.846 dari keseluruhan bantuan bilateralnya untuk 
negara-negara pasifik, dan hanya 3960 dialokasikan ke Afrika. Pada tahun 
2006 sampai tahun 2007, Austalia mengalokasikan bantuannya sebesar USD 
3 milliar untuk pemberantasan kemiskinan di negara berkembang. 

Non-government aid, yaitu bantuan yang diberikan oleh organisasi non- 
pemerintah (non-government organization), seperti World Vision, Red 
Cross, ataupun Oxfam. Dana yang dimiliki oleh organisasi ini berasal dari 
donasi individu ataupun dari Corporate Social Responsibility (CSR) suatu 
perusahaan. Organisasi ini juga mendapatkan dana dari pemerintah. Tahun 
2006, Pemerintah Australia bekerja sama dengan NGO dan 
menyumbangkan dana sebesar USD 100 juta dalam suatu proyek bersama 


Non-government Organization. 


Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, op.cit., hal. 84. 
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penerima terhadap negara pendonor ": 


1. 


K.J. Holsti menjelaskan bahwa bantuan dapat dibedakan dari obligasi negara 
5 
Grants merupakan jenis bantuan yang paling digemari sampai akhir 1950- 
an. Bantuan grants atau hadiah merupakan bantuan yang tidak memerlukan 
pembayaran balik. Bantuan seperti ini tampak pada bantuan Amerika Serikat 
untuk Program Pemulihan Eropa (Marshal Plan) dan Program Keamanan 
Timbal Balik (Mutual Security Program). Tetapi pemberian hadiah seperti 
ini menciptakan masalah bagi negara donor dan negara penerima bantuan, 
dan akhirnya pemerintah negara besar mengganti grants dengan pinjaman 
jangka panjang. Walau begitu, masih banyak jenis bantuan grants dalam 
hubungan antar negera saat ini. 
Loans (pinjaman) bukan sepenuhnya merupakan bantuan. Pinjaman hanya 
merupakan bantuan dana dalam jangka pendek, karena negara penerima 
bantuan harus membayar kembali pinjaman serta bunga. Pinjaman bilateral 
dan multilateral diberikan kepada negara penerima dengan tingkat kredit 
paling rendah, atau tingkat bunga lebih rendah dari pasar keuangan 
internasional. 


Dalam kasus negara miskin (heavily indebted poor countries) yang tidak 


dapat membayar hutang, terdapat penghapusan sebagian atau keseluruhan hutang 


(debt relief). Tentu saja penghapusan hutang ini memiliki beberapa prasyarat dan 


kondisi sebelum negara miskin menerima penghapusan hutang tersebut. Tercatat, 


7 Fhid., hal. 325. 
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saat ini, paket pengurangan hutang (debt reduction packages) sebanyak USD 31 
milliar telah dialokasikan 27 negara, 23 negara tersebut dari Afrika. 


Lebih dalam lagi mengenai hibah (grants), Pemerintah Indoensia sendiri 
berpendapat bahwa hibah merupakan bantuan luar negeri yang dapat dirasakan 
manfaatnya. Oleh karena itu, muncul PP No.2/2006 yang mengatur cara 
pengadaan pinjaman dan penerimaan hibah, penerusan pinjaman dan hibah luar 
negeri, dan tata cara pelaksanaan hibah/pinjaman luar negeri”. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2009 tentang 
Sistem Akuntansi Hibah, hibah luar negeri digolongkan menurut bentuknya yaitu 
hibah berupa uang, hibah barang, dan hibah berupa jasa". Kemudian berdasarkan 
jenisnya. Hibah digolongkan dalam: 

a. Bantuan teknik, berupa penyediaan tenaga ahli atau konsultan untuk 
melaksanakan kegiatan tertentu. Semua pembayaran dilakukan oleh 
Pemberi Hibah. Penerima hibah menyediakan fasilitas pendukung. 

b. Bantuan proyek, pada dasarnya berupa studi untuk persiapan atau 
monitoring proyek pengadaan barang dan jasa yang dibiayai pinjaman. 
Semua pembayaran proyek dilaksanakan sepenuhnya oleh pemberi 
hibah. Penerima hibah hanya menyediakan fasilitas pendukung. 


c. Kerjasama Teknis 


79 Moya K. Mason, Debt Forgiveness, diambil dari http://www.moyak.com/papers/third-world- 
debt-forgiveness.html, diakses pada 19 September 2013. 
" BAPPENAS, 2009, Kajian Efektivitas Hibah 2009, Jakarta, Direktorat Hukum dan HAM, 


hal.19. 
8 Aid for Development Effectiveness Secretariat, 2010, Pengelolaan Hibah Luar Negeri dalam 
APBN, Jakarta, Aid For Development Secretariat, hal. 4. 
T9 3 
Ibid. 
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d. Kerjasama keuangan. 

Di luar jenis hibah tersebut di atas, terdapat Hibah Luar Negeri yang 
pelaksanaan sebagian atau seluruh hibah dikelola langsung oleh pemberi hibah. 
Pengaturan hibah langsung ini terdapat dalam peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan No. PER-67/PB/2006 mengenai Tatacara Pembukuan dan 
Pengesahan atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah yang dilaksanakan 
Secara Langsung. Hibah Langsung yang sudah diterima kementerian/lembaga 
namum belum tercantum dalam DIPA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (off 
budget) diatur melalui mekanisme pengesahan atas realisasi hibah". 

Menurut jenisnya, hibah dapat dibedakan berdasarkan Hibah yang 
direncanakan dan hibah langsung. Hibah yang direncanakan adalah hibah yang 
dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan, sedangkan hibah langsung adalah 
hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan”. 

Dalam melaksanakan bantuan luar negeri, negara donor menghadapi tiga 
resiko utama, yaitu": 

1.  Fiduciary risk. Mengacu pada kemungkinan bahwa uang bantuan tidak 
dapat digunakan sebagaimana dimaksud, atau tidak dapat digunakan secara 
efisien dan efektif. Pemahaman negara donor terhadap resiko ini tergantung 
pada apa yang menjadi lingkup tujuan penggunaan dana/peruntukan dana. 

2. Development risk. Mengacu pada kemungkinan hilangnya atau 
penyimpangan terhadap tujuan utama dari intervensi yang dilakukan dengan 

" Jbid., hal. 5. 


8! Jpid 
8 Thid., hal. 9. 
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bantuan luar negeri. Risiko ini dipengaruhi oleh lingkungan makroekonomi 
yang tidak stabil, desain pelaksanaan kebijakan yang buruk, kurangnya 
pemantauan, penerintahan yang lemah, kurangnya koordinasi antara 
pemerintah dan negara donor, dan kegagalan pencairan dana. 

Reputational risk. Mengacu pada kemungkinan terjadinya beberapa hal, baik 
yang terkait secara langung maupun tidak langung dengan intervensi 
bantuan luar negeri yang dapat mengganggu kemampuan donor untuk tetap 
memberikan kontribusi di masa depan. 


Berangkat dari resiko-resiko di atas, maka dalam Paris Declaration Tahun 


2005 yang ditandatangani oleh negara-negara berkembang, negara donor, 


Lembaga Keuangan Internasional, Lembaga Kerjasama Pembangunan 


Internasional, disepakati prinsip-prinsip untuk meningkatkan efektivitas bantuan 


luar negeri. Prinsip-prinsip efektivitas bantuan yang disepakati meliputi": 


1. 


Ownership. Negara mitra mengembangkan kepemimpinan yang efektif 
terhadap kebijakan pembangunan, strategi dan  tindakan-tindakan 
pembangunan yang terkordinasi. 

Allignment. Donor mendasarkan dukungan mereka secara keseluruhan pada 
institusi, prosedur dan strategi pembangunan nasional negara mitra. Prinsip 
ini mencakup penggunaan jaminan bahwa bantuan akan digunakan untuk 
mencapai tujuan yang ditetapkan, mengembangkan peningkatan efektivitas 


bantuan secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas. Sistem dan 


8 Tpid. 
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prosedur negara mitra mencakup prosedur untuk menajemen keuangan 
public, akuntansi, audit, pengadaan, results framework, dan monitoring. 
3. 'Harmonization. Negara donor bertindak lebih menekankan pada 
harmonisasi, transparansi dan tindakan kolektif secara efektif. 
4. Managing for results. Pengelolaan sumber daya dan memperbaiki 
pengambilan keputusan. 
5. Mutual accountability. Negara donor dan negara mitra bertanggung jawab 
terhadap hasil pembangunan. 
3. Bantuan Luar Negeri dan Hubungannya dengan Pemberantasan 
Korupsi 
Memasuki abad ke-21, visi masyarakat internasional (termasuk Indonesia) 
dalam memerangi korupsi ditandai dengan semakin kuatnya kesepakatan untuk 
saling bekerja sama dalam pemberantasan praktek-praktek korupsi. Hal ini 
dibuktikan dengan ditandatanganinya deklarasi untuk memberantas korupsi yang 
dihadiri oleh perwakilan dari 93 negara yang diselenggarakan di Lima, Peru, pada 
tanggal 7-11 September 1997. Deklarasi tersebut adalah Declaration of Ta 
International Conference Against Corruption”. 
Dalam konferensi tersebut, disepakati bahwa korupsi merusak tatanan moral 
masyarakat, mengingkari hak-hak sosial dan ekonomi dari kalangan kurang 
mampu dan lemah, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum yang 


merupakan dasar dari setiap masyarakat: memundurkan pembangunan, dan 


Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, Strategi Pemberantasan Korupsi 
Nasional: Edisi Maret 1999, Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, hal. 
401. 
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menjauhkan masyarakat dari persaingan yang sehat dan terbuka”. Beberapa hasil 
konferensi tersebut yang harus digarisbawahi antara lain: Pertama, institusi 
internasional harus lebih mendukung peran kreatif masyarakat sipil yang perlu 
dilakukan untuk membangun Good Governance. Kedua, upaya-upaya Persatuan 
Bangsa-Bangsa (PBB). Semua negara anggota PBB harus menerapkan deklarasi 
PBB. Declaraction Against Corruption and Bribery dan The International Code 
of Conduct for Public Officials. Institusi keuangan internasional (IMF dan World 
Bank) dan pemerintah pemberi bantuan keuangan harus lebih mendukung 
aktivitas kerjasama PBB. Ketiga, semua institusi pemberi bantuan, baik yang 
multilateral maupun yang bilateral, bersama-sama dengan mitra pembangunan 
harus mendapatkan cara yang praktis untuk mengatasi korupsi dalam program- 
program pembangunannya. Keempat, institusi keuangan harus meningkatkan 
bantuan yang mereka berikan untuk memperkuat program sistem integritas 
nasional untuk memerangi korupsi". 

Misi untuk memberantas korupsi tidak terlepas dari aspek ekonomi, dimana 
menurut para ahli, negara yang memiliki pemerintahan dengan indeks korupsi 
yang rendah mempunyai kesempatan untuk berkembang ekonominya daripada 
negara yang memiliki indeks korupsi yang tinggi. Hal ini berhubungan langsung 
dengan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Negara dengan indeks korupsi yang 
rendah ditambah dengan efisiensi dan efektivitas birokrasi akan menarik investor 


asing untuk berinvestasi di negara tersebut. 


8 Tpid. 
Sfpid., hal. 402-403. 
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Rahman menjelaskan bahwa masyarakat internasional menyadari pentingnya 
mencurahkan perhatian terhadap isu korupsi. Pada tahun 1970-an, beberapa 
ekonom berpendapat bahwa korupsi sesungguhnya berguna untuk pembangunan 
karena berfungsi sebagai “pelumas yang menjalankan mesin dengan lancar”. 
Namun apa yang dijelaskan sebagai “pelumas dalam bisnis” hanya merupakan 
jangka pendek dan secara sosial merusak tatanan di segala bidang secara jangka 
panjang. Sekarang praktek korupsi telah diterima dapat merusak kondisi pasar. 
Dengan korupsi, orang-orang yang memiliki koneksi dan uang, meskipun bukan 
penyaing yang terbaik, maka dia lah yang menang". 

Konvensi yang ditandatangani di Lima, Peru, tanggal 11 September 1997, 
menunjukkan bahwa masyarakat internasional memiliki visi misi anti-korupsi 
yang kuat, dan visi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan dan pemberantasan 
korupsi di suatu negara harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi ". 
Untuk itulah berbagai kerjasama yang dilakukan antar negara, baik kerjasama 
bilateral, multilateral ataupun pembentukan LSM Internasional yang berfungsi 
untuk melawan korupsi, seperti Transparency International menjadi salah satu 
cara masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. 

Untuk korupsi dalam lingkup nasional, beberapa negara memiliki komisi 
independen untuk mengontrol korupsi di tingkat domestik, misalnya di Singapura 
dikenal dengan nama Corrupt Pratices Invesgation Bureau (CPIB), di Hong Kong 


bernama Independent Commission Against Corruption (ICAC), atau di Bostwana 


Kimberly Ann Elliot, 1999, Korupsi dan Ekonomi Dunia, Diterjemahkan oleh A.Rahman 
Zainuddin. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 189. 
Jpid., hal. 407. 


53 


bernama Directorat on Corruption and Economic Crime (DCEC). Di Indonesia 
sendiri bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2 

Lebih dalam lagi, Carol Lancaster membagi tujuan pemberian bantuan 
menjadi empat motif, salah satunya adalah motif pembangunan (development). 
Tujuan pembangunan mempunyai definisi bahwa pemberian suatu bantuan oleh 
negara donor memiliki tujuan untuk membangun suatu negara, baik itu dari segi 
sosial maupun dari segi ekonomi. Ide utamanya adalah untuk membantu negara- 
negara yang kurang mampu untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Salah satu 
aspek yang menjadi fokus dalam pemberian bantuan adalah isu Good 
Governance. Indikator dari Good Governance menurut World Bank adalah 
akuntabilitas politik, kebebasan masyarakat untuk berpastisipasi dalam aspek 
kehidupan bermsayarakat dan bernegara, jaminan kesamaan hukum, akuntabilitas 
birokrasi, ketersediaan validitas, dan analisis informasi, dan manajeman sektor 


90 
1 adik 


publik yang efisien dan efekti Korupsi, secara langsung, menghambat 


tercapainya Good Governance. 

Salah satu butir kesepakatan Declaration of 8" International Conference 
Against Corruption yang diadakan di Peru pada tanggal 7-11 September 1997 
menjelaskan “all multilateral and bilateral aid agencies, together with their 
development partner must find practical ways of overcoming corruption in their 


development proggramme” 2 


8 Tembaga Pemberantas Korupsi di Luar Negeri, http://acch.kpk.go.id/lembaga-pemberantas- 
korupsi-di-luar-negeri, diakses pada tanggal 7 November 2013. 

“Yeremias T. Keban, 2000, Good Governance dan Capacity Building Sebagai Indikator Utama 
dan Fokus Penilaian Kerja Pemerintahan, Jakarta, Bappenas, hal. 5. 

“International Anti-Corruption Conference, 1997, The Lima Declarations Against Corruption. 
Lima, IACC, hal. 2. 
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Kemudian semangat anti-korupsi dalam lingkup internasional ini diperkuat 
lagi oleh butir kesepakatan United Nations Conventions Against Corruption yang 
berbunyi: 

The prevention and eradication of corruption is a responsibility of all/s /tates 
and that they must cooperate with one another, with the support and 
involvement of individuals and groups outside the public sector, such as civil 
society, non-governmental organizations and community-based organizations, 
if their efforts in this area are to be effective”. 

Hal yang dijelaskan di atas mengindikasikan bahwa terdapat kesepakatan 
untuk bekerja sama dalam hal pemberantasan korupsi. Berangkat dari visi 
tersebut, di beberapa negara, agen pemberi bantuan ataupun negara-negara donor 
memberikan bantuan proyek yang fokus terhadap pemberantasan korupsi. 
Indonesia menandatangani kesepakatan tersebut. 

C. Konsep Efektivitas 

Guna mengetahui kenerja suatu implementasi kebijakan dapat digunakan 
konsep keberhasilan, yang dikenal dengan efektivitas. Suryadi dalam Mukhlis 
menyatakan bahwa secara sederhana keberhasilan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 
keberhasilan dalam tujuan dan keberhasilan di dalam proses. Kemudian dipertegas 
lagi oleh Mukhlis bahwa efektivitas implementasi kebijakan baru dikatakan 
efektif apabila efektivitas pada tingkat prosedural (compliance) dan juga 
efektivitas pada tingkat tujuan dan hasil (result). 

Keberhasilan atau efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektiveness 
yang berarti taraf sampai, yaitu sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. 
“2 United Nations, Unded Nations Conenbok Against Corruption, 

www.treaties.un.org/doc/source/RecentTexts/Corruption E.doc, diakses pada 15 Agustus 


2014. 
28Mukhlis, op.cit., hal. 33. 
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Sejalan dengan hal tersebut, Steers menyatakan bahwa efektivitas dapat dilihat 
dari sudut mana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber 
daya yang ada dalam usaha mengejar tujuan organisasi””. 

Menurut Drucker efektivitas adalah kemampuan untuk memperoleh sesuatu 
yang tepat atau benar dari yang dikerjakannya. Efektivitas menekankan kepada 
keluaran atau hasil proses. Sedangkan menurut Aroef, efektivitas adalah ukuran 
pencapaian hasil yang sebanyak mungkin dengan mutu sebaik mungkin ”. 
Beberapa konsep tersebut diatas memberikan gambaran bahwa efektivitas adalah 
tercapainya suatu tujuan organisasi yang berhasil guna dan berdaya guna sesuai 
dengan apa yang telah ditetapkan, untuk mengetahui efektivitas yang dicapai 
dalam suatu kebijakan atau program maka diperlukan suatu evaluasi. 
Sebagaimana yang diutarakan oleh Nugroho yang dikutip oleh Mukhlis bahwa 
untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik biasanya dilakukan 
melalui evaluasi”. 

Untuk menganalisis program dana bantuan hibah Millennium Challenge 
Corporation, penulis melihat beberapa perpektif yang dapat dijadikan acuan teori 
model yang dikembangkan oleh studi implementasi seperti : 

1. Model Grindle 
Grindel menyatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi 


aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka 


“4Ibid., hal. 34. 

5 Sapto Joewono Poerwowidagdo, 1988, “Studi Tentang Efisiensi dan Efektivitas Sistem 
Pengelolaan Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia”, Tesis, Universitas Airlangga, 
Surabaya, hal. 39. 

“Mukhlis, loc. cit. 

“Mukhlis, op. cit., hal. 35-39. 
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implementasi kebijakan dapat dilaksanakan, keberhasilan proses 
implementasi akan dapat berjalan baik dapat dilihat dari: Pertama, 
kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat kedua, karakteristik 
lembaga dan penguasa. Ketiga, kepatuhan dan daya tanggap. 

Model yang diuraikan oleh Grindle adalah suatu model implementasi 
yang melihat keberhasilan proses implementasi melalui pencapaian tujuan 
dan melihat tingkat kepatuhan, yang dalam pelaksanaan kegiatannya 
dipengaruhi oleh isi kebijakan yang meliputi: kepentingan yang dipengaruhi, 
tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan 
keputusan, pelaksana program, sumber daya yang tanggap. Sedangkan, 
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh, kekuasaan, kepentingan dan 
strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa serta 
kepatuhan dan daya tanggap. Setelah program dilaksanakan maka lebih 
lanjut model ini melihat keberhasilan yang ingin dicapai sesuai dengan yang 
direncanakan yaitu dengan melihat pada dampak timbul pada masyarakat, 
individu dan kelompok, dan juga melihat pada perubahan dan penerimaan 


masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan. 
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SKEMA 2.1 
Model Implementasi Grindle 







Tujuan Kebijakan 
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Isi kebijakan: masyarakat, 
individu, dan 
. Kepentingan yang dipengaruhi kelompok 
. Tipe manfaat 


. Perubahan dan 
. Derajat perubahan yang diharapkan penerimaan 
Tujuan yang . Letak pengambilan keputusan 
ingin dicapai 
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strategi aktor yang terlibat 


. Karakteristik lembaga dan penguasa 
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Program aksi dan proyek 
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Mengukur keberhasilan 


Sumber: Mukhlis. 2007. “Efektivitas Implementasi Program Dana Bantuan Desa (DBD) di 


Kecamatan Lahat Kabupaten Lahay Sumatera Selatan Tahun 2005”, Tesis: 
Universitas Sriwijaya. Hal 34. 


2. Model Proses Implementasi Kebijakan 


Model implementasi ini dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn. 


Wahab menyatakan bahwa efektivitas implementasi dapat dilihat dari 
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bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan (hal ini 
menyangkut kepatuhan) dan dilihat dari sejauh mana ukuran-ukuran dasar 
dan tujuan kebijakan direalisasikan (hal ini menyangkut dampak yang 
diinginkan). Lebih lanjut diuraikan tentang faktor-faktor yang menunjang 
dan menghambat efektivitas implementasi yaitu: meliputi ukuran dan tujuan 
kebijakan, sumber-sumber kebijakan, karakteristik dari badan/instansi 
pelaksanaan organisasi, komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan 
pelaksanaan, sikap para pelaksana dan kondisi/lingkungan ekonomi, sosial 
dan politik, yang digambarkan oleh skema dibawah ini. 
Skema 2.2 
Model Implementasi Kebijakan 
(Model Van Meter Dan Model Van Horn) 


Ukuran Aktivitas 
dan implementasi dan 


tujuan kebijakan komunikasi antar 
organisasi 


Sumber-sumber Ciri badan pelaksana pelaksana 
kebijakan Sea ea 


ekonomi dan politik 










Prestasi kerja 






Sumber: Wahab, “Model Van Meter and Van Horn”, Jakarta, 2005, hal. 78, dikutip oleh Mukhlis, 
Thesis Universitas Sriwijaya, 2007, hal. 37., oleh Universitas Sriwijaya, (2007), hal. 
37. 


Model implementasi kebijakan kedua ini bersifat top-down. Dalam artian 
bahwa kebijakan ini telah memiliki aturan-aturan tersendiri sebelum 
diaplikasikan. Implementasi kebijakan ini melihat suatu masalah secara 


umum. Model ini melihat bahwa efektivitas akan tercapai jika pelaksanaan 
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program mematuhi ketentuan-ketentuan awal yang telah ditetapkan. Model ini 
pun melihat bahwa indikator efektivitas adalah dari sejauh mana tujuan yang 
telah ditetapkan tercapai. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap 
efektivitas suatu kebijakan antara lain: sejauh mana pemahaman aktor-aktor 
yang terlibat atas kebijakan yang ingin diterapkan, ketersedian sumber daya, 
karakteristik organisasi, komunikasi antar aktor pelaksana kebijakan, serta 
keadaan sosial, ekonomi, dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan. 
Gambar skema diatas menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh 
menjadi faktor determinan terhadap suksesnya pengimplementasian suatu 
kebijakan. 

Melihat kedua model implementasi kebijakan tersebut, pada dasarnya tidak 
ada model yang paling sempurna sebagaimana yang dikemukakan oleh Nugroho 
bahwa model implementasi kebijakan tidak ada yang sempurna. Hal ini dikuatkan 
oleh Wibawa bahwa dalam mengevaluasi kebijakan model yang telah ada, tidak 
perlu diaplikasikan mentah-mentah, melainkan dapat disintetiskan sesuai dengan 
kebutuhan evaluasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menganalisis efektivitas 
implementasi Threshold Program di Indonesia pada tahun 2007-2009 dapat 
dilakukan dengan menggunakan dua tingkat analisis, yaitu efektivitas untuk 
tingkatan proses dan efektivitas dalam tingkat hasil (output) . Efektivitas tingkatan 
proses dan efektivitas tingkat hasil (output) akan lebih dalam dijelaskan di bab 
analisis. Kedua tingkat efektivitas ini akan digunakan untuk melihat efektivitas 


Threshold Program secara keseluruhan. 
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BAB III 


KORUPSI DAN BANTUAN LUAR NEGERI DI INDONESIA 


A. Korupsi Di Indonesia 
1. Gambaran Umum 

Korupsi pernah menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat dalam sejarah 
Indonesia. Hal ini bermula dari pernyataan Furnival yang menyatakan bahwa 
Indonesia di masa kolonial sama sekali bebas dari korupsi. Jika kemudian korupsi 
cenderung berkembang menjadi penyakit endemik dalam struktur ekonomi dan 
politik Indonesia, setidak-tidaknya menurut sejumlah kalangan, kesalahan 
terutama harus ditimpakan terhadap pemerintahan kependudukan J epang”. 

Tetapi pendapat seperti itu dibantah oleh Smith, mengutip Day, Smith 
menjelaskan contoh meluasnya korupsi di Indonesia sejak jaman Hindia Belanda. 
Penyebab utamanya dikarenakan gaji yang diterima oleh pegawai sangat rendah. 
Gaji yang rendah menjadi dorongan untuk para pegawai melakukan tindakan 
korupsi dengan menerima imbalan dari organisasi pribumi yang lemah. Hanya 
saja tindakan korupsi yang dilakukan pada masa tersebut berlangsung dengan 
modus operandi yang belum dikenal sebelumnya sebagai tindakan ilegal. 
Tindakan tersebut cenderung mendapat sikap permisif dan cenderung dianggap 
legal”. 

Revrisond menjelaskan bahwa bentuk korupsi yang telah berlangsung sejak 


tahun 1800-an itu cenderung meluas setelah terjadinya peralihan kekuasaan ke 


#Rervisond Baswir. 2002. “Dinamika Korupsi Di Indonesia: Dalam Perspektif Struktural”, dalam 
Jurnal Universitas Paramadina, Vol.2 No.1 September. Hal. 25-34. 
99 
Ibid. 


61 


tangan Gubernur Jenderal Belanda. Penyebabnya adalah terjadinya perubahan 
terhadap cara pembayaran kepada aristokrat pribumi yang semula dengan cara 
upeti diganti dengan pemberian gaji. Akibatnya, para aristokrat pribumi 
menggunakan cara yang tidak sah untuk mempertahankan taraf kehidupan 
mereka. Dengan kata lain, gaji yang mereka dapatkan tidak cukup untuk 
memenuhi standar kehidupan mereka'. 

Perluasan pengertian korupsi terjadi setelah Indonesia memasuki periode 
merdeka. Dengan beralihnya kekuasaan kolonial ke tangan pemerintah Indonesia, 
maka tuntutan dalam penggunaan kekayaan negara dengan benar cenderung 
meningkat. Hal ini berarti tindakan yang dulunya dianggap legal kini menurut 
hukum bersifat ilegal dikarenakan pemahaman masyarakat tentang korupsi 
semakin luas cakupannya'"'. 

Pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah perkembangan korupsi di Indonesia 
adalah: Pertama, korupsi berhubungan langsung dengan kekuasaan. Lord Acton 
menjelaskan bahwa kekuasaan memang cenderung untuk melakukan tindak 
korupsi. Kekuasaaan yang berkuasa secara absolut akan korupsi secara absolut 
pula. Kedua, korupsi erat kaitannya dengan sikap kritis masyarakat. Semakin 
kritis masyarakat, maka korupsi akan dilihat sebagai fenomena yang semakin 
meluas!” 

Masa berkuasa rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto menopang 
kekuasaannya dengan dukungan militer. Masa menjabat terlalu lama 
menyebabkan pemerintahan orde baru menyimpang dari aspirasi yang hidup di 


100 Ypid., hal. 25. 
101 Ypid., hal. 27. 
1 hid, 
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masyarakat sehingga menyuburkan tindakan korupsi. Pada awalnya, korupsi yang 
dilakukan oleh pejabat negara dapat direpresi dengan menekan media massa. 
Namun pada akhirnya, sikap kritis masyarakat memuncak pada awal tahun 1998 
dengan digulingkannya Soeharto dari kekuasaan". 

Sikap kritis masyarakat terhadap tindakan korupsi tidak berhenti dengan 
runtuhnya kekuasaan Soeharto. Secara struktural, masalah korupsi yang dihadapi 
oleh Abdul Rahman Wahid cepat masuk dalam tuduhan korupsi. Menurut 
Revrisond, hal tersebut bukanlah masalah volume korupsi, bukan juga soal 
pembuktian tindakan tersebut secara hukum. Yang terjadi adalah setiap 
pemerintahan baru di Indonesia harus berhadapan dengan hukum besi yang 
diakibatkan oleh sikap kritis masyarakat terhadap perilaku kekuasaan '. 

Susilo Bambang Yudhoyono berkomitmen untuk memberantas korupsi di 
masa jabatannya. Terdapat perubahan kecil namun tidak signifikan dari usaha 
yang beliau lakukan untuk memberantas korupsi. Walaupun di dalam 
pemerintahannya terdapat potensi untuk memberantas korupsi, dikarenakan 
kabinet pemerintah esensialnya berasal dari koalisi, potensi yang dimiliki untuk 
menghukum pejabat negara yang dicurigai terlibat korupsi terbatas. Inpres No. 5 
dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang dikeluarkan 
pada Desember 2004 tidak efektif. Hal ini karena Inpres No.5 dan RAN-PK tidak 


memiliki sanksi yang tegas!” , 


'fhid., hal. 28. 

' Thid. 

"SUYSINDO dan Centre for Strategic and International Studies, 2004, Curbing Corruption in 
Indonesia in 2004-2006, Jakarta, USINDO dan Centre for Strategic and International Studies, 
hal.2. 
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Fakta yang terjadi adalah korupsi Indonesia adalah korupsi yang bersifat 
sistemik. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistemik 
(systemic crime) ini semakin meluas (widespread), dan telah merasuki seluruh lini 
kehidupan secara mendalam (dee-rooted). Praktek tersebut seolah-olah sudah 
menjadi “budaya” dalam arti situasi kondusif dan sikap permisif masyarakat 
terhadap praktek korupsi menyebabkan korupsi berkembang luas di masyarakat, 
sehingga sulit untuk diberantas. Di samping itu dengan bertambah besarnya 
volume pembangunan, bertambah pula kemungkinan kebocoran, dan ditambah 
dengan gaji pegawai kecil, tidak memadai serta memungkinkan untuk hidup 
layak, di negara-negara berkembang seperti Indonesia! 

Belum lagi masalah desentralisasi yang disebut juga sebagai salah satu 
faktor pendukung meluasnya korupsi. Alasan ini diperkuat oleh penjelasan Zora 
dan yang menjelaskan bahwa desentralisasi pada tahun 2001 telah memunculkan 
gelombang korupsi yang terjadi di parlemen lokal/daerah. Di tahun 2006 saja, 
terdapat 265 kasus korupsi yang melibatkan hampir 1000 legislatif lokal di 
seluruh Indonesia. Pada tahun yang sama terdapat 46 kasus korupsi yang 


melibatkan 61 gubernur provinsi dan bupati” 


10K ejaksaan Republik Indonesia, Seminar Strategi Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Melalui Tindakan Preventif dan Represif, 
http://www.kejaksaan.go.id/unit kejaksaan.php?idu-28&idsu—39&idke—0&chal— 1 &id—1405, 
diakses pada 12 November 2013. 

'9Zore Ledergerber dan Bivitri Susanti. 2006. Anti Corruption Policy Making in Practice: 
Indonesia — A Country Study, Anti Corruption Research Center. Norwegia. 
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Gambar 3.1: 


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 
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Sumber: Diolah berdasarkan Laporan Tahunan Transparency International 2003-2012. 


Menurut data yang dikeluarkan oleh Transparency International, Indeks 
Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat dari tahun 2003 sampai pada tahun 
2012'#, Walau belum cukup signifikan, hal ini menandakan bahwa peringkat 
korupsi di Indonesia meningkat menurut Transparency International. Pada tahun 
2012, dari 174 negara, Indonesia berada pada peringkat 118. 

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Namun 
jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia sangat jauh tertinggal. 
Negara-negara tetangga seperti Singapore (5), Malaysia (54), Thailand (88), 
Filipina (105) berada pada peringkat di atas Indonesia, bahkan Timor Leste yang 
tergolong negara baru masih berada di atas Indonesia (113). Indonesia berada 


pada peringkat ke-118 dari 174 negara yang digolongkan oleh Transparency 


'8Papat dilihat pada tabel 3.1 
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International sebagai negara dengan korupsi tertinggi '”. Kondisi ini menjadi 
dasar bagi Political Economic Risk Consultancy (PERC) menggolongkan 
Indonesia sebagai juara korupsi di Asia". 

Indeks Persepsi Korupsi mungkin sudah banyak dikenal oleh orang yang 
mendalami isu pemberantasan korupsi. Indeks yang bertujuan untuk mengukur 
tingkat korupsi negara-negara di dunia, dibuat oleh Transparency International 
dan diluncurkan pertama kali pada tahun 1996. Sampai saat ini, indeks persepsi 
korupsi yang sering dikenal sebagai Corruption Perception Indeks (CPI) tetap 
menjadi referensi utama dalam membahas tingkat korupsi global". 

Indeks yang dikeluarkan oleh Transparency International ini menjadi salah 
satu indikator perkembangan korupsi di suatu negara. Indeks ini dapat dijadikan 
sebagai gambaran umum kinerja pemerintah dalam usaha memberantas korupsi. 
Signifikansi perkembangan korupsi ataupun pemberantasan korupsi dapat dilihat 
dari indeks korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga ini per tahun. Transparancy 
Internasional memiliki kantor di masing-masing negara anggota yang totalnya 
mencapai 174 negara, termasuk Indonesia. Transparansi Internasional Indonesia 
berfungsi untuk mengukur tingkat korupsi dengan menggunakan metode survei. 

Survei persepsi korupsi seperti yang dilakukan TI-Indonesia untuk 


menghasilkan IPK Indonesia, menganalisa data yang berasal dari persepsi pelaku 


'9Transparency International, 2013, Index Corruption 2012, Jerman, Transparency International, 
hal. 3. 

10Saldi Isra, 2008, “Korupsi dan Desentralisasi Korupsi”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 
hal. 2. 

"United States Agency for International Development and Millennium Challenge Corporation, 
2009, Membedah Fenomena Korupsi : Analisa Mendalam Fenomena Korupsi di 10 Daerah 
Indonesia, Jakarta, United States Agency for International Development and Millennium 
Challenge Corporation, hal. 1. 


66 


bisnis di masing-masing kota yang diukur indeksnya. Pelaku bisnis dipilih sebagai 
sumber data, karena mereka adalah orang yang dalam kesehariannya berurusan 
dengan fenomena korupsi dalam konteks pelayanan publik maupun bisnis dengan 
institusi dari pemerintah (public procurement)?. 

Indeks persepsi korupsi di Indonesia dibentuk dari dua komponen utama, 
yaitu variabel terjadinya suap di dalam kontrak bisnis antara pengusaha dan 
institusi publik, dan yang kedua adalah variabel komitmen kepala daerah dalam 
memberantas korupsi. Variabel pertama mewakili interkasi korupsi yang terjadi 
antara pengusaha dan pejabat publik mengingat banyaknya pengadaan barang dan 
jasa di lembaga-lembaga pemerintah, merupakan peluang yang menggiurkan dan 
meningkatkan resiko terjadinya korupsi. Sedangkan variabel komitmen kepala 


daerah dalam memberantas korupsi dianggap mewakili penilaian pelaku bisnis 


terhadap upaya pemberantasan korupsi di masing-masing daerah 5. 


12 
Ibid. 
18Transparency International Indonesia, 2006, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2006: Survei di 
Antara Pelaku Bisnis di 32 Kota di Indonesia, Jakarta, Transparency International Indonesia., 
hal. 9. 
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Tabel 3.1 


Jumlah Tahapan Kasus Yang Ditangani KPK 


Laporan Tahap Kasus (Jumlah) 


Penyelidikan Penyidikan PE 





Sumber: Diolah berdasarkan Laporan Tahunan KPK 2004-2012 

Tabel di atas merupakan hasil olahan laporan tahunan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dari tahun 2004 sampai pada tahun 2012 yang ditangani 
oleh KPK dari tahap penyelidikan sampai pada tahap eksekusi. Dapat dilihat 
bahwa dari tahun ke tahun, kasus korupsi yang ditangani semakin meningkat. Hal 
ini memberikan gambaran umum bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi cukup 
signifikan dalam melakukan tugasnya. Namun di sisi lain, semakin banyaknya 
tindakan korupsi yang terungkap menandakan bahwa korupsi di Indonesia 
memang menjadi masalah yang serius. 
2. Korupsi dan Lembaga Penanganan Korupsi 

Dalam usaha memberantas korupsi, Pemerintah Indonesia membuat 
beberapa komisi independen untuk kemudian secara efektif memberantas korupsi 


di Indonesia. Komisi Independen tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi 
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(KPK) dan Pengadilan Khusus (Special Court)". Kedua komisi independen ini 
dibentuk pada Desember 2002. Lahirnya kedua komisi ini secara tidak langsung 
merupakan pengakuan bahwa peraturan hukum (law enforcement) sebelumnya 
dianggap kurang efektif dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. 

Selain KPK dan Pengadilan Khusus, terdapat empat badan khusus yang 
memiliki atau berpotensial memiliki peran yang besar dalam memberantas 
korupsi. Badan khusus tersebut adalah: Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) yang berfungsi untuk mengawasi terjadinya 
pencucian uang (money laundering). Kedua, Komisi Nasional Ombudsman 
(KON) yang bertugas untuk memfasilitasi komplain dari publik tentang kinerja 
pemerintahan. Ketiga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas 
untuk menginvestigasi monopoli dan segala jenis bentuk kolusi dalam bisnis. 
Terakhir, Komisi Yudisial (Judicial Commission) yang bertugas untuk 
meningkatkan kualitas dan integritas hakim 5. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang 
Undang No.30 tahun 2002, merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan 
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 
manapun. Pembentukan organisasi ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk 
melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis, mengingat tindak pidana 


korupsi yang terjadi telah digolongkan sebagai salah satu kejahatan luar biasa'". 


14Sering juga disebut sebagai Pengadilan Tipikor. 
HSUSINDO dan Centre for Strategic and International Studies, loc. cit., hal 4. 
Lb: 
Ibid. 
"Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, loc. cit. 
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Tugas KPK sebagaimana ditetapkan dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 


30 Tahun 2002, adalah: 


kordinasi dengan instansi yang berwenang melalukan tindak pidana 
korupsi, 

supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan 
tindak pidana korupsi, 

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana 
korupsi, 

melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, 

melakukan monitoring terhadap penyelengaraan pemerintahan negara. 


Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan koordinasi yang terkait dengan 


tugas pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi antara lain: 


Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 


Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Dalam 


melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang ''”: 


a. 


mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana 
korupsi, 
menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana 
korupsi, 
meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi 


kepada instansi terkait, 


"SK omisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,2006, Laporan Tahunan 2005, Jakarta, 


Komisi Pemberantasan Korupsi, hal 1. 


HS Ypid, 
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d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang 
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, 

e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana 
korupsi. 

Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang untuk menangani kasus yang 
berhubungan dengan tindak pidana korupsi, kasus yang mendapat perhatian dan 
meresahkan masyarakat, dan/atau kasus yang menyangkut kerugian negara paling 
sedikit Rp. 1 milyar. 

Sedangkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 
mempunyai tugas pokok untuk mencegah dan memberantas tindak pidana 
pencucian uang (TPPU). Sehubungan dengan itu, PPATK melakukan pengelolaan 
data dan informasi yang diperoleh oleh pihak pelapor. Selain itu juga melakukan 
pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, serta melaksanakan kegiatan 
analisis dan/atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi keuangan yang 
berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain 2. 

PPATK memiliki fungsi pencegahan dan pemberantasan korupsi, fungsi 
pengawasan, dan fungsi analisis. Pelaksanaan fungsi pencegahan dan 
pemberantasan TPPU, PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan 
informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki 
keenangan mengelola data informasi keuangan. Dalam rangka melaksanakan 
fungsi pengawasan, terhadap kepatuhan pihak pelapor, PPATK berwenang 


120 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2013, Laporan Tahunan Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan: 2012, Jakarta, Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan, hal 1. 
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menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor, 
menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan TPPU, 
melakukan audit kepatuhan dan audit khusus, menyampaikan informasi dari hasil 
audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak 
pelapor, memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban 
pelaporan, merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin 
usaha pihak pelapor, dan menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip “Mengenali 
Pengguna Jasa” bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan 
Pengatur (LPP)'”. 

Sedangkan, dalam rangka melaksanakan fungsi analisis dan/atau 
pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat: meminta dan menerima 
laporan dan informasi dari Pihak Pelapor, meminta informasi kepada instansi 
penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri, meneruskan informasi dan/atau 
hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri, 
menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan 
TPPU, meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait 
dengan dugaan TPPU, merekomendasikan kepada instansi kepada instansi 
penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas 
informasi eletronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 
meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau 
sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, 


meminta informasi perkembangan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik 


1 fpid, 
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tindak pidana asal dan TPPU, mengadakan kegiatan administratif lain dalam 
lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, 
dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik. 

Pengadilan khusus (special court) yang biasa disebut Pengadilan Tipikor 
merupakan pengadilan ad hoc yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut 
Undang Undang No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan 
khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tipikor 
merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang, memeriksa, mengadili, dan 
memutuskan perkara korupsi. Jenis perkasa korupsi yang dimaksudkan adalah: 
tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidananya 
asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan/atau tindak pidana yang secara tegas 
dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi '”. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa komisi 
independen ini saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. KPK 
bertugas untuk menangani kasus tindak pidana korupsi, PPATK berfungsi untuk 
menanagi tindak pidana pencucian uang yang jika ditarik benang merahnya akan 
memiliki hubungan erat dengan tindak pidana korupsi dan Pengadilan Tipikor 
yang berfungsi untuk memutuskan tindak pidana, baik tindak pidana korupsi dan 
tindak pidana pencucian uang. 

Untuk meningkatkan kinerja komisi independen ini dan mengingat bahwa 
KPK, PPATK, ataupun Pengadilan Tipikor masih tergolong agensi baru, maka 
12 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 

Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 


http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU 46 Tahun 2009.pdf, diakses pada 11 
November 2013. 
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bantuan teknis (technical assistance) ataupun bantuan dana dibutuhkan. Seperti 
penjelasan pada Bab I bahwa pada tahun 2006 Indonesia terpilih untuk 
mendapatkan bantuan dari Millennium Challenge Corporation yang fokus 
terhadap permasalahan korupsi di Indonesia. Bantuan ini berbentuk bantuan 
program yang disebut Millenium Challenge Corporation Threshold Program for 
Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP) yang akan dibahas lebih 
mendalam pada bab berikutnya. 
B. Bantuan Luar Negeri di Indonesia 

Dalam melihat efektivitas Threshold Program di Indonesia, perlu 
mengetahui bantuan ataupun pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Indonesia 
yang dialokasikan untuk program yang serupa dengan Threshold Program. 
Mengingat bahwa hibah maupun pinjaman luar negeri terkadang tumpang-tindih 
antara program satu dengan program lain, dimana antara program satu dengan 
program lain terdapat kesamaan tujuan, jenis kegiatan, ataupun instansi program- 
program tersebut direncanakan akan berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk 
memudahkan dalam melihat korelasi antara output atau hasil dari Threshold 
Program yang nantinya akan dihubungkan dengan tingkat korupsi di Indonesia. 

Sebelum mendapatkan bantuan hibah Threshold Program, AusAID, 
European Union (EU), dan UNDP dikenal sebagai lembaga donor yang 
memberikan hibah untuk Pemerintah Indonesia, terutama di bidang hukum dan 
HAM. Di antara program yang didanai oleh lembaga donor tersebut adalah: 


Australia Legal Development Facility (IALDF) dari AusAID, Good Governance 
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in The Indonesian Judiciary (GGIJ) dari European Union, dan Legal 
Empowernment and Asisstance for The Disadvantage Project) oleh UNDP'?2, 

Australia Legal Development Facility JALDF) oleh AusAID senilai 22 Juta 
AUD yang bekerjasama dengan lembaga Pemerintah Indonesia, lembaga hukum, 
dan pengadilan, dan organisasi yang bergerak di bidang hukum dan HAM untuk 
mendukung reformasi hukum dan HAM yang senantiasa berkembang. Program 
ini dibagi atas empat bidang utama, yaitu akses keadilan, Anti-Korupsi, Hak Asasi 
Manusia, dan Kejahatan Internasional. 

Terkhusus untuk program IALDF yang berfokus terhadap program 
pemberantasan korupsi, IALDF dalam programnya mendukung Pemerintah 
Indonesia dan organisasi non-pemerintah dalam memerangi dan mengurangi 
potensi terjadinya tindak pidana korupsi. IALDF juga memberikan pendampingan 
kepada KPK. IALDF memberikan nasihat teknis dan bantuan penguatan 
institusional kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). IALDF secara 
khusus mengarahkan bantuannya untuk meningkatkan kemampuan investigasi di 
jajaran Komisi dan mengembangkan pelatihan internal, melalui pengembangan 
pelatihan staf dan memberikan kursus pelatihan yang spesifik. Juga dilakukan 
kerjasama ekstensif dengan program lainnya dengan KPK, termasuk program 
yang dilaksanakan oleh Polisi Federal Australia di Jakarta Centre for Law 
Enforcement Cooperation, JCLEC, Semarang. Kegiatan yang dilakukan oleh 
TIALDF dengan mengatasnamakan gerakan anti-korupsi, yaitu, pelatihan bagi Staf 


KPK, analisis kebutuhan pelatihan KPK, pemberian nasihat teknis, survei persepsi 


13 BAPPENAS, op.cit., 2009, hal. 52. 
12 Tpid, hal. 53. 


75 


Transparency International, penanganan informan, pengintaian, penyamaran, 
pelatihan kemampuan penyelidikan, pengelolaan barang bukti, dan penggeledahan 
serta penyitaan, kemampuan presentasi bagi pelatihan KPK, pengembangan 
kapasitas untuk penanganan barang bukti dan perkara korupsi, dan seminar anti 
korupsi sub regional'. 

Kemudian bantuan lain yang didapatkan oleh Indonesia sebelum adanya 
Threshold Program yakni bantuan EU melalui GGIJ (Good Governance in The 
Indonesian Judiciary). Program ini berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan 
tahun 2008. Bantuan ini berupa kerjasama teknis berupa tata Kepemerintahan 
yang baik dalam sistem peradilan Indonesia untuk menjawab kebutuhan di bidang 
pembaharuan sistem peradilan. British Council ditunjuk sebagai kontraktor 
pelaksana proyek tersebut. Proyek GGIJ memiliki tiga tujuan khusus. Pertama, 
meningkatkan pelatihan awal dan berkelanjutan untuk hakim dan staf pengadilan. 
Kedua, meningkatkan transparansi pengadilan dan akuntabilitas para hakim. 
Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan sistem peradilan dan 
memperbaiki akses masyarakat terhadap keadilan.” 

Sumber lain mencantumkan bahwa bantuan Uni Eropa memberikan bantuan 
kepada Mahkamah Agung melalui kegiatan Good Governance in the Indonesian 
Judiciary sebesar 10 juta dolar untuk membiayai kegiatan pelatihan peradilan 
yang berkelanjutan terhadap hakim-hakim junior dengan penekanan pada 


kepatuhan terhadap code of conduct dalam upaya untuk meningkatkan integritas 


12 Jhid., hal. 58 
126 Yhid., hal 69. 
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para hakim serta pelatihan terkait dengan penanganan korupsi terhadap hakim 
pada pengadilan negeri '”. 

Selanjutnya, project yang dimiliki oleh UNDP bekerjasama dengan 
BAPPENAS yaitu LEAD (Legal Empowerment and Asisstance for the 
Disadvantage Project). Dasar project ini adalah standar dan norma hak asasi 
manusia, yaitu access to justice is basic human rights that essential to reducing 
poverty. Proyek LEAD sendiri mengidentifikasikan lima tema yang saling 
berkaitan, yaitu keadilan dan gender, keadilan dan sumber daya alam, keadilan 
dan pelayanan hukum (justice and legal services), keadilan dan pemerintahan 
lokal, dan reformasi sektor peradilan. Total dana yang dikeluarkan dalam proyek 
ini mencapai USD 8.845.078'2. 

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi pinjaman ataupun 
hibah dibagi dalam tiga jenis. Jenis pertama yaitu pinjaman baru yang terdiri atas 
pinjaman multilateral (World Bank dan Islamic Development Bank), pinjaman 
bilateral (Jepang, Perancis, Jerman, dan Spanyol). Jenis yang kedua yaitu hibah 
baru, yang terdiri atas hibah multilateral (World Bank, Asian Development Bank, 
United Nations Development Programme, dan United Nations Industrial 
Development Organization) dan bilateral (Pemerintah Jerman dan Australia). 
Jenis ketiga adalah Amandemen Pinjaman dan Hibah Berjalan. Amendemen 
Pinjaman atau Hibah berjalan merupakan pinjaman atau hibah yang diperbaharui 
ataupun diperpanjang masa pengimplementasian programnya. Amandemen 
"Bappenas, 2008, Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009: Bersama Menata 


Pembangunan, Jakarta, Bappenas, hal. 203. 
'8 Jbid., hal 73. 
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Pinjaman dan Hibah yang tercatat pada tahun 2013 terdiri atas Amandemen 
Pinjaman dan Hibah Multilateral (World Bank, Islamic Development Bank dan 
European Union), Amandemen Pinjaman Bilateral (Jepang, Denmark, Perancis, 
Australia, Korea, dan Spanyol'”. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pinjaman ataupun hibah yang 
diterima oleh Pemerintah Indonesia digunakan untuk pembangunan. Namun 
melihat laporan pengelolaan pinjaman dan hibah Pemerintah Indonesia, 
pelaksanaan reformasi birokrasi ataupun perbaikan pemerintahan lebih banyak 
didanai oleh hibah. Sedangkan, pinjaman mempunyai tendensi dikelola di dalam 
proyek pendidikan, pembangunan infrastruktur, perbaikan lingkungan dan 
lainnya. Hibah lebih banyak dialokasikan untuk technical assisstance. Misalnya, 
hibah yang diberikan oleh World Bank kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Hibah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kinerja KPK dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk memberantas korupsi di 
Indonesia. Proyek hibah ini bernama Supporting The Indonesian Corruption 
Eradication Comission's Corruption Prevention Strategy dengan dana sebesar 
USD 600.000. Masih dengan donor yang sama, Indonesia menerima hibah dengan 
fokus terhadap bantuan teknis terhadap analisis data guna mendukung reformasi 
dan penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa yang disebut dengan 
Advisory and Analytical Activities to Support Public Procurement Reform. Hibah 


ini diberikan pada tahun 2011”. 


129 yp» 
Ibid., hal. 3. 
130 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012, Laporan Pengelolaan Pinjaman dan Hibah 
Pemerintah: Semester I Tahun 2012, Jakarta, Direktorat Pinjaman dan Hibah, hal. 16. 
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Fokus kepada hibah yang membiayai proyek anti korupsi juga berasal dari 
USAID. Pada tahun 2011, USAID memberikan hibah sebesar USD 11.7 Juta . 
Hibah ini fokus terhadap dalam memberi asistensi pemerintah nasional, 
pemerintah lokal, dan masyarakat sipil dalam hal birokrasi yang berfokus terhadap 
performa pemerintahan dan transparansi kepada publik. Hasilnya adalah sebanyak 
4.535 orang telah mendapatkan training dan pengetahuan tentang korupsi di 
bidang administrasi publik, 575 orang mendapatkan pelatihan dalam managemen 
fiskal untuk meningktakan kapasitas pemerintah lokal dan 136 pejabat 
pemerintahan menerima pelatihan anti korupsi "'. 

Berdasarkan data yang diperoleh, proyek pemberantasan korupsi dengan 
dana terbesar, yaitu sebanyak USD 35 Juta berasal dari proyek Millennium 
Challenge Corporation!” Antara satu program bantuan dengan program bantuan 
lainnya saling terkait. Walau hibah berasal dari agensi yang berbeda, terdapat 
sinergitas antara hibah yang terkait. Hal ini dimungkinkan karena dalam 
pengusulan proyek hibah ataupun perencanaan kegiatan yang didanai oleh hibah 
berpedoman terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) 


Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2011 pasal 52 ayat 1". 


BI USAID, Results of USAID's Good Governance Spending in Indonesia in 2011, 
result.usaid.gov/indonesia/democracy-and-governance/good-governance, diakses pada 16 
Noveber 2013. 

12 Millennium Challenge Corporation, loc. cit. 

133 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
2011, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara 
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Jakarta, Bappenas, hal. 27. 
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C. Millennium Challenge Corporation (MCC) 
1. Gambaran Umum Millennium Challenge Corporation 

Millennium Challenge Corporation (MCC) didirikan pada tahun 2004 untuk 
mengelola Millennium Challenge Account (MCA). Agensi ini didirikan pada 
pemerintahan J.W Bush yang dianggap sebagai suatu revolusi bantuan 
pembangunan. Salah satu faktor yang melatarbelakangi pembentukan agensi ini 
adalah peristiwa pengeboman World Trade Centre yang dikenal dengan istilah 
nine-eleven. Menurut pemerintahan Bush bahwa terorisme dapat dilawan melalui 
pemberantasan kemiskinan, atau dengan kata lain pembangunan ekonomi di 
negara miskin yang tidak stabil dan dapat mengancam kepentingan Amerika 
Serikat. MCC sendiri adalah badan milik pemerintah dengan badan direksi yang 
dinaungi oleh sekretaris negara dan diatur oleh agensi federal“. 

Millennium Challenge Corporation yang berada di bawah naungan 
sekretaris negara dan terpisah dari Departement Eksekutif Federal. Oleh sebab itu, 
Millennium Challenge Corporation dapat dikatakan sebagai agensi yang 
independen, seperti Central Intelligence Agency (CIA). Agensi ini dibuat oleh 
kongres Amerika Serikat yang berfokus terhadap bagaimana cara terbaik dalam 
memberikan bantuan pembangunan Amerika Serikat dengan berfokus kepada 
kebijakan yang dibuat oleh negara yang terkait, kebebasan negara yang terkait 


dalam menggunakan bantuan tersebut, dan hasil yang dicapai melalui bantuan 


34 AJIGov: Everything Our Government Really Does, Millennium Challenge Corporation, 
http://www.allgov.com/departments/independent-agencies/millennium-challenge- 
corporation?agencyid—7342#, diakses pada 11 November 2013. 
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tersebut (how best to deliver smart U.S. foreign assistance by focusing on good 
policies, country ownership, and results)"5. 

Tujuan didirikannya agensi ini menurut website resmi dari agensi ini adalah 
untuk membantu negara-negara yang berkomitmen terhadap pembangunan 
ekonomi melalui hibah skala besar. Fokus dari agensi ini adalah untuk 
mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. MCC merupakan salah 
satu agensi pelengkap dari agensi pemberi bantuan Amerika Serikat, namun yang 
membedakannya adalah MCC mempunyai mekanisme khusus dalam memberikan 
bantuan untuk negara terkait. Makna dari well-performing countries yang 
dijelaskan diatas mengacu pada negara yang berkomitmen terhadap good 
governance, economic freedom yang berorientasi pada pasar bebas, dan fokus 


terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui investasi pada sektor kesehatan 


dan pendidikan". 


3 Millennium Challenge Corporation, loc. cit. 
POgpid. 
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Tabel 4.1: Assessment Indicator of MCC 
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Sumber : Emma Mawdsley. 2007. The Millenium Challenge Account: Neo-Liberalism, 
Poverty and Security. Review of International Political Economy, Vol.14, No.3, Hal 
404. 


Tabel di atas menunjukkan indicator assessment dari MCC untuk melihat 
eligibilitas ataupun kesiapan negara untuk mendapatkan bantuan dari MCC. 
Setiap indikator nantinya akan memiliki score yang digunakan untuk melihat 
country perfomance suatu negara. Elaborasi dari score keenam belas indikator 
akan menjadi penentu dalam melihat pantas tidaknya negara dalam menerima 
bantuan. Syaratnya adalah setidaknya setengah dari setiap kategori "' di atas 
memiliki score yang melewati median yang telah ditentukan untuk setiap 
indikatornya. Sebagai contoh kategori Investing in People (Investasi di Penduduk) 
memiliki empat indikator. Dua dari empat tersebut harus memiliki score di atas 


median. Namun hal ini tidak berlaku bagi indikator control of corruption (Kontrol 


37 Ruling Justly, Encouraging Economic Freedom, dan Investing in People. 
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Terhadap Korupsi). Dijelaskan oleh Emma Mawdsley, The non-negotiable 
indicator is corruption - regardless of whether indicators are met, if a country 
falis below the corruption median it will, in theory, be disgualified 1388 Hal ini 
menandaskan bahwa jika score untuk indikator korupsi berada dibawah median, 
walau indikator lain memenuhi, maka suatu negara akan didiskualifikasi dari 
daftar peneriman bantuan MCC. 

Dana MCC berasal dari Kongres Amerika Serikat. Dana ini bukan dana 
pinjaman (loan), tetapi merupakan dana hibah (grants), yang dalam artian bahwa 
negara terkait tidak mempunyai kewajiban untuk membayar kembali dana yang 
diberikan. Eligibilitas suatu negara untuk mendapatkan dana bantuan MCC 


berdasarkan 17 indikator” 


untuk menilai prestasi dari kinerja suatu negara di 
area good governance (Pemerintahan yang Baik), investment in health (investasi 
dalam kesehatan), education (pendidikan), environment (lingkungan), dan 


: : : . 140 
economic policy (regulasi ekonomi) 


. Indikator-indikator ini akan digunakan 
untuk menilai negara kandidat untuk mendapatkan bantuan MCC. Indikator ini 
akan dinilai oleh suatu badan lain di luar MCC itu sendiri. Indikator ini juga 
dimaksudkan untuk menilai sektor mana dari indikator-indikator tersebut yang 
secara politik dan secara ekonomi paling mendukung terciptanya pertumbuhan 
ekonomi yang nantinya didanai oleh MCC. 


Setiap tahun Direksi MCC akan meninjau dan mengkaji ulang indikator 


yang dinilai oleh lembaga diluar dari MCC. Sebagai contoh, Civil Liberty 


18 Emma Mawdsley. “The Millenium Challenge Account: Neo-Liberalism, Poverty and Security”, 
dalam Review of International Political Economy. Vol.14 No.3. Hal 494. 


19 Pada tahun 2006, indikator dalam membuat penilaian sebanyak 16 indikator . 
40 Lihat tabel 4.1 
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Indicator dinilai oleh Freedom House yang merupakan lembaga independen di 
luar MCC. MCC dapat menunda atau menghapuskan bantuan jika direksi 
menemukan bahwa negara terkait tidak membuat perubahan signifikan atau gagal 
dalam mengimplementasikan program yang sedang berjalan". 

Selain pemilihan negara yang layak dalam menerima bantuan MCC, juga 
terdapat mekanisme dalam pemilihan program apa yang akan didanai oleh MCC. 
Hal ini dijelaskan sebagai berikut: 

Countries that are ruled eligible for MCC funding then analyze their 
constraints to growth, consult with their civil society and private sector to 
identify priority areas for MCC funding, design their MCC programs, and, 
when funding is provided, implement these programs. Each recipient country 
establishes an MCA entity, which implements the program and serves as the 
conduit for funding. Generally, a board comprising representatives from 
government, civil society, and the private sector governs these MCA entities. 
MCC assistance is provided in the form of untied grants, not loans that must 
be repaid, and recipient countries are not reguired to use the funding to 
procure U.S. goods and services”. 

Proyek pemberantasan korupsi merupakan proyek yang menjadi 
karakteristik dari MCC. MCC berpendapat bahwa isu korupsi merupakan isu yang 
utama (central) karena perilaku korupsi mempunyai dampak terhadap hasil 
pembangunan. Selain itu, korupsi juga merupakan hambatan dalam pengunaan 
bantuan luar negeri dengan efektif. Dalam menangani korupsi, MCC memiliki 
tiga cara. Pertama, kompetisi yang selektif dalam mengalokasikan bantuannya. 
MCC hanya akan memberikan bantuan ke negara yang memiliki kebijakan anti- 
korupsi yang kuat. Hal ini berarti jika suatu negara ingin mendapatkan bantuan 


MCC, maka negara terkait harus memiliki hukum anti korupsi yang kuat. Kedua, 


41 John Hewko, 2010, “Millennium Challenge Corporation: Can the Experiment Survive?”, dalam 
Carnegie Endowment For International Peace, No.109, hal. 2 
1? Ibid,. hal. 3. 
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melalui Threshold Program, MCC meningkatkan program anti korupsi di negara 
yang terkait. Ketiga, MCC mendukung agenda anti-korupsi global dengan 
membantu menginstusionalisasikan gagasan bahwa bantuan luar negeri harus 
berjalan dua arah (two way street), dalam artian bahwa jika badan donor ingin 
memberikan bantuan lebih, maka negara penerima bantuan harus menyediakan 
akuntabilitas dan hasil yang lebih baik "3, 

Terdapat dua jenis bantuan MCC, yaitu Compact dan Threshold. Compact 
Program merupakan bantuan hibah dengan skala besar dengan waktu program 
selama lima sampai sepuluh tahun. Compact diberikan kepada negara yang 
memenuhi kriteria oleh MCC sebagai negara yang layak untuk mendapatkan 
bantuan. Sedangkan Threshold Program merupakan bantuan pembangunan 
dengan jumlah dana yang lebih kecil dari Compact Program. Waktu programnya 
pun hanya selama dua tahun. Threshold Program diberikan kepada negara yang 
“hampir melewati kriteria penerima bantuan oleh MCC. Menurut data resmi 
yang dikeluarkan oleh MCC, jumlah negara yang telah mendapatkan bantuan 


Compact Program dan Threshold sebanyak 38 negara, termasuk Indonesia. eri 


"3 Millenium Challenge Corporation, 2007, Building Public Integrity through Positive Incentives: 
MCC's Role in the Fight against Corruption, Washington D.C., Millennium Challenge 
Corporation, hal. 2. 

4 John Hewko, op.cit., hal. 1. 
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Gambar 5.1 


Skema Perbandingan Threshold dan Compact Program 
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Sumber: Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral/Bappenas. 2011. Peran Civil Society 
Organization (CSO) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai 
Pinjaman/hibah Luar Negeri: Studi Kasus Kegiatan MCC-Compac. Jakarta: Bappenas. 


Hal. 23. 
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2.  Threshold Program dan Indonesia Control of Corruption Project ICCP) 

Threshold Program dibentuk untuk mendampingi negara yang belum 
memenuhi kriteria Millennium Challenge Corporation (MCC), namun 
menunjukkan komitmen yang signifikan dalam usaha meningkatkan kapasitas 
untuk dapat memenuhi kriteria MCC dalam pemberian bantuan dana untuk 
Compact Program. Threshold Program berfokus kepada reformasi kebijakan 
yang mendasari indikator kelayakan untuk menerima bantuan Compact Program. 
Pada Pertemuan Dewan Direksi November 2005, MCC memilih Indonesia untuk 
dapat berpatisipasi dalam Threshold Program. Scorecard menyatakan bahwa pada 
Tahun Fiscal 2005", nilai Indonesia rendah pada dua sektor, yaitu salah satunya 
pada isu korupsi. 

Threshold Program juga terdapat di beberapa negara berkembang. Tercatat 
sampai pada tahun 2010, proyek Threshold telah menghabiskan dana sebesar 
USD 480 juta di 20 negara. Program yang dilaksanakan tentu berhubungan 
dengan reformasi pemerintahan. Pada Oktober 2008, program Threshold di 
Albania juga berfokus terhadap proyek pemberantasan korupsi dengan jumlah 
sebesar USD 13.8 juta. Hibah ini berfokus terhadap reformasi perpajakan, 
pengadaan barang dan jasa, dan administrasi publik. Sedangkan, di Nigeria, 


program pemberantasan korupsi juga dilakukan. Sebesar USD 23 Juta 


MS Millennium Challenge Corporation, Indonesia Scorecard, 
http://www.mcc.gov/documents/scorecards/score-fy14-english-id-indonesia.pdf, diakses pada 
17 November 2013. 
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dialokasikan oleh MCC untuk kegiatan mereduksi korupsi publik di dalam bidang 
kesehatan dan bidang pendidikan “$. 

Khusus untuk program Threshold di Indonesia, Indonesia Control of 
Corruption Project ICCP) memiliki beberapa kegiatan yang menjadi sub- 
program, yaitu Program Pembaruan Sistem Peradilan (Judiciary Reform), 
Memperbaiki Kapasitas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(Improve the Capability of Financial Transaction Reports and Analysis Center), 
Meningkatkan Kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (Improve the 
Capability of the Corruption Eradication Commission), dan Melakukan 
Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pemerintah Secara Elektronik (Implement 
Electronic Government Procurement) na 

Keempat sub-program ICCP memiliki beberapa tugas untuk mendukung 
tujuan dari tiap sub-program, yang nantinya akan berkontribusi terhadap 
pencapaian indikator kesuksesaan Threshold Program. Sub-programnya yaitu": 
1. Reformasi Peradilan 

Tugas ini mencakup lima kegiatan terkait dengan meningkatkan administrasi 

pengadilan di Indonesia melalui (1) pelembagaan sistem sumber daya 

manusia, aset keuangan, dan pengelolaan informasi sumber daya 


pengadilan, (2) pelatihan 2000 hakim dalam hal pedoman perilaku hakim 


“Millennium Challenge Corporation, 2010, Summary of MCC Threshold Programs, New York, 
Millennium Challenge Corporation, hal. 1. 

M7 Millennium Challenge Corporation, 2008, Millennium Challenge Corporation Threshold 
Program for Indonesia Control of Corruption, Jakarta, Millennium Challenge Corporation, 
hal.1. 

"8 Millennium Challenge Corporation, 2009, Laporan Akhir Millennium Challenge Corporation 
Threshold Country Program: Proyek Pengendalian Korupsi di Indonesia, Jakarta, 
Millennium Challenge Corporation, hal. 3-20. 
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dan penyediaan sistem dan alat yang digunakan untuk memantau laporan 
harta kekayaan yang disampaikan oleh pejabat senior pengadilan, (3) 
peningkatan sistem manajemen dan penyediaan personalia pengadilan 
melalui penyusunan uraian kerja, penilaian staf, dan penerapan database 
personalia, (4) peningkatan sistem penyusunan anggaran dan pemantauan 
manajemen aset, dan (5) penyusunan prosedur, pelatihan, dan pemasangan 
sistem berbasis web untuk memastikan agar masyarakat dapat mengakses 
informasi pengadilan termasuk putusan-putusan pengadilan, sistem keluhan 
masyarakat, informasi khusus tentang pengadilan dan peningkatan 
kemampuan staf hubungan masyarakat Mahkamah Agung. Penjelasan lebih 
lanjut tentang hasil minimum dan hasil proyek tugas I dapat dilihat di bagian 
lampiran. 
Memperbaiki Kapasitas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) 
Bersama PPATK, proyek ini menyesuaikan kampanye anti pencucian uang 
“Know Your Costumer” (Prinsip Pengenalan Nasabah) untuk menggapai 
lima kategori lembaga non-bank melalui pelatihan. Kelima lembaga tersebut 
adalah para pedagang valuta asing berizin, pialang pasar modal/efek, 
perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan/leasing, dan dana pensiun. 
Proyek ini telah melakukan kampanye kesadaran umum tentang prinsip- 
prinsip pengenalan nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang, 
melalui media cetak dan media siar. Selain itu, proyek menyediakan piranti 


keras dan piranti lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan PPATK 
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dalam memproses dan menganalisis laporan transaksi mencurigakan 
(Suspicious transaction reports) dan laporan transaksi tunai (cash transaction 
reports). Penjelasan lebih lanjut tentang hasil minimum dan hasil proyek 
tugas II dapat dilihat di bagian lampiran. 

Meningkatkan Kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Proyek ini mengadakan lima set peralatan rekam audio/visual portable 
pengadilan bagi KPK untuk memantau sidang-sidang anti-korupsi. Suatu 
hibah diberikan kepada Transparency International-Indonesia untuk 
melaksanakan Survei Indeks Persepsi Korupsi tahun 2008. Hibah juga 
diberikan untuk memperoleh data tambahan untuk analisis mendalam untuk 
keperluan CPI tahun 2006. Akhirnya, MCC memberikan riset survey untuk 
keperluan Survei Integritas Sektor Publik KPK tahun 2008 di 40 lembaga 
pemerintah di 11 kota di Sulawesi dan Sumatera. Penjelasan lebih lanjut 
mengenai hasil minimum dan hasil proyek tugas III dapat dilihat pada 
bagian lampiran. 

Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pemerintah Indonesia 
Proyek ini menetukan lima pusat pengadaan barang dan jasa pemerintah 
secara elektronik (e-GP) di daerah pemerintah provinsi, serta mengadakan 
pelatihan dan penyuluhan masyarakat. MCC menawarkan bantuan kepada 
Kantor Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 
(LKPP) untuk meningkatkan kemampuan piranti lunak Sistem Pengadaan 
Barang/Jasa Elektronik Nasional (National Electronic Procurement 


System/NEPS) agar dapat mengumpulkan dan mengawasi proses pengadaan 
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dengan lebih baik. Pada bulan Desember 2008, LKPP menolak bantuan 

lebih lanjut data dan data evaluasi pengadaan secara elektronik. Penjelasan 

lebih lanjut mengenai hasil minimum dan hasil proyek tugas IV dapat dilihat 
pada bagian lampiran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf MCC di Jakarta, dalam 
menentukan kesuksesan program yang dimiliki oleh Threshold Program di 
Indonesia, Millennium Challenge Corporation, dalam perjanjian hibahnya, 
memiliki beberapa indikator yang menentukan kesuksesan dari program ini. 
Kesuksesan dalam pencapaian indikator ini lah yang diharapkan menjadi output 
dalam program ini. 

MCC kemudian menunjuk beberapa pihak ketiga ataupun merujuk kepada 
evaluasi pihak ketiga dalam menentukan kesuksesan program ini. Penunjukan 
pihak ketiga ataupun perujukan evaluasi dari data pihak ketiga dalam hal ini 
dimaksudkan agar evaluasi yang dihasilkan netral dan objektif. Untuk program 
pemberantasan korupsi di Indonesia (ICCP), terdapat sepuluh indikator 
kesuksesan dari beberapa pihak ketiga yang berbeda. Hal ini tercantum dalam 
perjanjian hibah antara MCC dan Pemerintah Indonesia. Indikator yang dimiliki 
adalah sebagai berikut”: 

1. Meningkatkan performa di Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh 
Transparansi Internasional (Transprency International's Corruption 
Perception indeks), dari 2.2/10 (2005) menjadi 3.8/10 di tahun 2008. 

49 Millennium Challenge Account Threshold Program, 2006, Strategic Objective Grant 

Agreement Between The United States of America and The Government of The Republic 


Indonesia to Strengthen Anti-Corruption efforts and Promote Immunization Coverage, 
Jakarta, Millennium Challenge Corporation, hal. 15-16. 
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Meningkatkan skor performa di World Bank Institute's Control of 
Corruption Indicator dari -0.90 (data mentah tahun 2004) menjadi -0.25 
(data mentah 2008). 

Meningkatkan skor pembayaran yang tidak tercatat (undocumented extra 
payments/bribes) yang dihubungkan dengan hasil peradilan yang memihak 
(favourable judicial results) dari 3.3 (2005) menjadi 3.8. Indikator ketiga ini 
berdasarkan hasil evaluasi Global Competitiveness Report. 

Mengurangi skor badan yudisial yang dipengaruhi oleh korupsi (reduce the 
extent to which the judiciallegal system is affected by corruption) dari 3.8 
(2005) menjadi 3.4. Indikator keempat ini berdasarkan data Transparency 
International 's Global Corruption Barometer. 

Mengurangi skor tersebarnya praktek pencucian uang di lembaga bank 
(pervasiveness of money loundering through bank channels) dari 3.6 (2005) 
menjadi 4.1 berdasarkan pada Laporan Global Competitiveness. 

Mengurangi skor tersebarnya praktek pencucian uang di lembaga non-bank 
(reduce pervasiveness of money loundering through non-bank chanmnels) dari 
4.1 (2005) menjadi 4.5 berdasarkan pada Laporan Global Competitiveness. 
Meningkatkan jumlah skor penuntutan dan pendakwaan pejabat korup 
(prosecution and conviction of corrupt officials) dari 2.82 (2006) menjadi 
3.0 yang bersumber dari Freedom House. 

Meningkatkan jumlah elite pejabat yang didakwa atas kasus korupsi (high- 
level government officials prosecuted for corruption) dari skor 2 (2006) 


menjadi 6 (2008). 
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9. Mengurangi pembayaran lebih atau suap (extra payments or bribe) dalam 
proses pengadaan barand dan jasa publik (public contracts) dari 3.4 (2005) 
memjadi 3.9, berdasarkan pada Laporan Global Competitiveness. 

10. Mengurangi skor pembuatan undang-undang atau peraturan yang memihak 
(reduce the extent of favoritism by government officials when deciding upon 
policies and contracts) dari 3.7 (2005) menjadi 4.2, berdasarkan Laporan 
Global Competitiveness. 

Indikator-indikator ini berhubungan dengan sub-program yang dijalankan 
oleh Pemerintah Indonesia bersama MCC. Indikator inilah yang menjadi indikator 
kesuksesan program Threshold MCC-ICCP. Setelah MCC mendapatkan data 
evaluasi dari pihak ketiga, MCC akan membuat evaluasi sendiri, apakah 
Pemerintah Indonesia berhasil menjalankan program Threshold. Kesuksesan 
Threshold Program akan menjadi “tiket” bagi Indonesia untuk mendapatkan 
bantuan Compact dengan dana yang lebih besar. Dengan kata lain, kesiapan 
Indonesia untuk mendapatkan Compact Program ini yang diharapkan menjadi 
outcome dari Threshold Program. 

Dalam perjanjian hibah (grant agreement) Threshold Program, terdapat 
beberapa indikator yang tidak mencantumkan tahun rujukan pencapaian indikator. 
Seperti contoh pada indikator ketiga yaitu meningkatkan skor pembayaran yang 
tidak tercatat (undocumented extra payments/bribes) yang dihubungkan dengan 
hasil peradilan yang memihak (favourable judicial results). Pada indikator ini 
tidak tercantum tahun berapa skor Indonesia dalam sektor favourbale judicial 


results harus mencapai skor 3.8 menurut Global Competitiveness Report. Maka 
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untuk melihat kesuksesan indikator, tahun 2009 dijadikan rujukan tahun 
pencapaian. Mengingat bahwa tahun 2009 merupakan akhir dari program ini. 
Analisis mengenai indikator mengenai program ini akan dijelaskan pada bab 


selanjutnya. 
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BAB IV 


ANALISIS BANTUAN LUAR NEGERI MILLENNIUM 
CHALLENGE CORPORATION (MCC): STUDI KASUS 
THRESHOLD PROJECT 


A. Faktor Pendukung Pengimplementasian Threshold Program (MCC- 
ICCP) 


Dalam bidang politik dan ekonomi, korupsi dapat bervariasi dalam berbagai 
bentuk. Secara umum dapat dikategorikan dalam bentuk penyuapan, penggelapan, 
nepotisme atau kronisme, dan kickback”?. Melihat program yang dijalankan oleh 
Mahkamah Agung, KPK, PPATK, dan LKPP dalam lingkup MCC Threshold, 
kemudian dihubungkan dengan jenis korupsi yang telah dijelaskan, dapat 
dikatakan bahwa Threshold Program dalam usaha pemberantasan korupsi fokus 
terhadap memberantas korupsi dalam bentuk penggelapan, nepotisme atau 
kronisme, dan kickback. Sebagai contoh, kickback yang dalam pengertiannya 
merupakan dari dana yang digelapkan dari alokasi untuk organisasinya dan 
nepotisme, yang berarti usaha yang dilakukan oleh pejabat publik yang 
menguntungkan relasi mereka, berusaha diberantas dibawah sub-program PPATK 
dan LKPP yaitu pengembangan kampanye “Kenali Nasabah Anda” bagi 
lembaga-lembaga non-bank untuk menemukan dan melaporkan aktivitas yang 
merujuk kepada usaha pencucian uang (money loundry) dan pengadaan barang 
dan jasa secara elektronik untuk mengurangi kemungkinan penunjukan tender 


pengadaan barang yang mencurigakan. 


50 Kantor Audit Internal Universitas Gadjah Mada, loc.cit. 
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Dalam usaha pemberantasan korupsi, konsep pemberantasan korupsi terdiri 
atas beberapa tindakan yang saling terkait. Walaupun demikian, secara garis 
besar, konsep pemberantasan korupsi dapat dilihat dari langkah-langkah ataupun 
program yang diterapkan oleh pemerintah dalam usaha memberantas korupsi. 
Kwik Kian Gie membagi konsep pemberantasan korupsi dalam 4 konsep, yaitu 
Konsep Carrot and Stick, Reformasi Birokrasi, Optimalisasi Kementerian LNPD, 
dan Salary System"! 

Melihat program-program yang dijalankan dalam Threshold Program, dapat 
dilihat bahwa konsep yang digunakan adalah konsep reformasi birokrasi. Hal ini 
tercermin dalam program Threshold di empat institusi yang berbeda. Di 
Mahkamah Agung, kegiatan yang dijalankan berupa pelatihan kode etik 
kehakiman, penyusunan uraian jabatan, perbaikan sistem keuangan peradilan, 
peningkatan kemampuan website MK, menjalankan tata cara untuk menangani 
pengaduan masyarakat dan menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan 
peradilan, dan mengembangkan panduan untuk penyebaran informasi kepada 
masyarakat mengenai pegawai-pegawai pengadilan yang dikenai sanksi 
indisipliner ?” 

Pada lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan, kegiatan 
yang dilakukan adalah pengembangan kampanye “Kenali Nasabah Anda” pada 
lembaga-lembaga keuangan non-bank dalam untuk menemukan dan melaporkan 


transaksi mencurigakan yang mungkin merujuk kepada aktivitas pencucian uang, 


meningkatkan kapasitas PPATK untuk menerima dan menganalisa laporan 


1 Kwik Kian Gie, loc.cit., hal 1-4. 
12 Millennium Challenge Corporation, loc.cit. 
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keuangan secara online, dan membuat sistem komunikasi online antara PPATK 
dan penegak hukum terkait untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam tukar 
menukar informasi. Di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kegiatan 
yang dilakukan yaitu menyediakan peralatan dan pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan teknis KPK dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan atas 
kasus korupsi dan dengan bantuan lembaga Transparansi Internasional 
mengembangkan database untuk penyusunan Index Penyuapan (Bribery Index) 
dan pengembangan dari Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh 
Transparency International. Terakhir, di Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kegiatan yang dilakukan yaitu membangun lima 
pusat pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik di lima provinsi 
dan menunjang pengumpulan data awal lima provinsi untuk mengurangi sistem 
penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa dan membantu 
mengidentifikasikan kegiatan pengadaan yang tidak layak dan mencurigakan", 
Kegiatan-kegiatan yang berada di dalam Program Threshold ini merujuk 
kepada konsep dimana pemerintah ingin mereformasi birokrasi di Indonesia, 
terutama di empat lembaga yang telah disebutkan sebelumnya. Keinginan 
Pemerintah Indonesia untuk mereformasi birokrasinya dapat juga dilihat dari 
bagaimana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kemenpan) mendefinisikan reformasi birokrasi itu sendiri. Kemenpan 
menjelaskan bahwa makna dari reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam 


paradigma tata kelola kepemerintahan dan merevisi dan membangun berbagai 


33 Jpid. 
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regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik menajemen pemerintah 
pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan 
paradigma dan peran baru dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi 


pemerintahan yang profesional "”" 


. Hal ini sejalan dengan pengertian konsep 
pemberantasan “reformasi birokrasi” dengan program yang diimplementasikan 
oleh MCC di Indonesia. 

Dalam pengelompokan bantuan luar negeri, MCC Threshold termasuk 
bantuan bilateral, dimana dijelaskan bahwa bilateral aid merupakan bantuan yang 
diberikan dari suatu negara ke negara lain (government to government). Walau 
telah dijelaskan diawal bahwa MCC merupakan lembaga donor independen 
dikarenakan MCC terpisah dari Federal Executive Department Amerika, namun 
tetap diklasifikan sebagai bantuan bilateral. 

Hibah MCC ini terdiri atas tiga komponen, yakni bantuan teknis, pelatihan, 
dan penyediaan peralatan khusus yang diperlukan oleh Pemerintah Indonesia. 
Hibah MCC dalam proses implementasinya didukung oleh beberapa faktor. 


Faktor pendukung pengimplementasian hibah ini adalah: 


1. Inline dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah 
Indonesia. 


Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) dapat dikatakan sebagai 
cetak biru (blue print) arah pembangunan Indonesia dalam masa lima tahun. 
Threshold Program yang dilaksanakan dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 
2009 dapat disandingkan dengan RPJMN Indonesia 2004-2009. Threshold 


Program ini searah dengan RPJM Indonesia. 
154 Kementerian Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, loc.cit. 
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Sasaran pembangunan nasional bidang penciptaan tata pemerintahan yang 
bersih dan berwibawa sebagaimana yang tertulis dalam RPJMN 2004-2009 adalah 
terciptanya pemerintahan yang bersih, berwibawa, profesional, dan bertangung 
jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan 
efektif serta memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Untuk 
mencapai sasaran tersebut, upaya penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa dilaksanakan melalui: Pertama, program Penerapan Tata 
Kepemerintahan yang Baik, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang 
bersih, profesional, responsif, dan bertanggung jawab dalam menyelengarakan 
pemerintahan dan pembangunan. Kedua, program Peningkatan Pengawasan dan 
Akuntabilitas Negara, bertujuan untuk menyempurnakan dan mengefektifkan 
sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan 
aparatur negara yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Ketiga, program 
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, bertujuan untuk menata dan 
menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintah pusat, provinsi, 
dan kabupaten/kota agar lebih proporsional, efisien, dan efektif. Keempat, 
program Pengelolaan Kapasitas SDM aparatur dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan dan pembangunan. Kelima, program Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, 


tepat, murah, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif 2 


155 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2009, Evaluasi 4 
Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-2009, Jakarta, Kementerian Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional/BAPPENAS, hal. 62. 
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Bila melihat RPJMN Pemerintah Indonesia kemudian dibandingkan dengan 
tujuan yang ingin dicapai MCC dalam bantuan hibahnya, terdapat keselarasan 
antara RPJMN Indonesia dan Threshold Program. Hal ini merupakan faktor 
pendukung tercapainya tujuan yang ingin dicapai dalam Threshold Program. 
Keserasian RPJMN dengan tujuan hibah dinilai sangat penting, agar hasilnya 
benar-benar dapat bagi negara mitra (recipient country).Hal ini senada dengan 
penjelasan dari Arif Seytadi 5S, Staff MCC-BAPPENAS, yang menjelaskan 
bahwa signifikansi keserasian RJPMN dengan tujuan MCC adalah terpilihnya 
Indonesia sebagai negara mitra, dimana MCC sendiri melihat bahwa tujuan 
pembangunan Pemerintah Indonesia yang sama dengan tujuan MCC akan 
mendukung tercapainya sasaran dalam bantuan hibah Threshold Program ini. 


2. Paris Declaration on Aid Effectiveness 


Jika keserasian antara RPJMN Indonesia dengan tujuan MCC merupakan 
faktor internal yang mendukung pengimplementasian Threshold Program, maka 
adanya Paris Declaration on Aid Effectiveness dan peratifikasian United Nations 
Conventions Against Corruption (UNCAC) dapat dikatakan faktor eksternal 
pendukung implementasi dari Threshold Program. Paris Declaration on Aid 
Effectiveness pada intinya memaparkan pentingnya kesepakatan dan pengertian 
antara negara maju dengan negara berkembang dalam rangka pemanfaatan 
pinjaman/hibah dengan melakukan harmonisasi berbagai pinjaman/bantuan agar 
hasilnya dapat benar-benar bermanfaat. Bantuan hibah dan yang dipandang cukup 
penting adalah bantuan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Akan tetapi, 


50 Wawancara dengan PPK-Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC-Bappenas dan Staff Satuan Kerja 
Pengelola Hibah MCC-Bappenas, 13 November 2013. 
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berdasarkan pengalaman ini, kementerian /lembaga di bidang hukum dan hak 
asasi manusia lebih melihat bantuan/hibah sebagai sesuatu yang terpisah dengan 
pelaksanaan program yang telah didanai anggaran negara. Akibatnya, 
keberlanjutan dari bantuan/hibah yang telah diberikan oleh negara donor menjadi 
tidak dikelola dengan sungguh-sungguh, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada 
berhenti begitu saja ketika kerjasama selesai.” 

Kondisi tersebut menggambarkan adanya masalah di dalam pengelolaan 
bantuan/hibah luar negeri, salah satunya adalah tidak sinkronnya RJPMN dengan 
tujuan MCC yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, identifikasi awal 
menemukan beberapa masalah di dalam pengelolaan bantuan/hibah luar negeri di 
bidang hukum dan hak asasi manusia. Di antara permasalahan tersebut adalah ": 
a. Proses Penyusunan Kegiatan (Project Design) 

Proses penyusunan kegiatan lebih sering dilakukan oleh negara-negara 

donor, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya dari 

Pemerintah Indonesia. 

b. Bahasa 

Bahasa memegang peranan penting dalam hal penafsiran dan persepsi. 

Selama ini, project design lebih banyak ditulis dalam bahasa Inggris 

sehingga cukup menyulitkan staf kementerian/lembaga dalam memahami 

dan melaksanakannya. 


Cc. Mekanisme Prosedur Penyaluran Bantuan/hibah Luar Negeri 


57 BAPPENAS, Kajian Dampak Efektivitas Bantuan/Hibah di Bidang Hukum dan Hak Asasi 
Manusia di Indonesia, loc.cit., hal.1. 
"$ Jbid, 
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Masing-masing negara donor mempunyai sistem pengelolaan bantuan/hibah 
sendiri yang sering tidak sesuai dengan sistem keuangan negara Indonesia. 

d. Tenaga Ahli (Technical assistant) 
Kebutuhan tenaga ahli yang diinginkan oleh kementerian/lembaga seringkali 
tidak memenuhi kualifikasi yang disepakati/ditetapakan 

e. Eksistensi RPJM 
Dalam perencanaan bantuan/hibah luar negeri, baik BAPPENAS maupun 
kementerian/lembaga seringkali tidak mengaitkannya dengan pencapaian 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan 
Pemerintah. Walaupun pembahasan bantuan/hibah luar negeri secara formal 
dilakukan dalam bentuk diskusi, pengamatan sementara menemukan fakta 
mengenai belum adanya kementerian/lembaga yang secara khusus 
memberikan gambaran keterkaitan secara detail antara pencapaian RPJM 
dan PKP dengan bantuan luar negeri yang akan diperoleh. 

Pengelolaan bantuan luar negeri termasuk bidang hukum dan HAM harus 
dilakukan dengan lebih baik agar hasil yang diharapkan dapat lebih optimal dan 
lebih memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Pokok pikiran ini sejalan 
dengan butir kesepakatan Paris Declaration dimana negara maju harus melakukan 
review terhadap kebijakan dalam memberikan bantuan kepada negara penerima 
bantuan, dengan memperhatikan penghormatian terhadap kepentingan negara 


tersebut. '?? 


15? Jhid., hal. 4. 
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Signifikansinya adalah Paris Declaration dilaksanakan pada tahun 2005 
yang diikuti oleh negara berkembang dan negara donor, termasuk Indonesia. 
Threshold Program mulai dilaksanakan pada tahun 2006, setahun setelah Paris 
Declaration on Aid Effectiveness dilaksanakan. Terdapat korelasi antara 
Threshold Program ini dengan Paris Declaration'"". Salah satu korelasi yang 
dapat dilihat yang merupakan prinsip dari Paris Declaration adalah dengan 
diberlakukannya prinsip pembayaran on-budget pada proses pencatatan dana. On- 
budget maksudnya sistem pendistribusian dan pengelolaan hibah ini sesuai 
dengan sistem keuangan Indonesia. Yang kedua, dalam penyusunan kegiatan 
(project design), Indonesia dilibatkan dalam hal tersebut. Jadi dapat dikatakan 
bahwa Program Threshold tidak serta langsung diimplementasikan di Indonesia. 
Sebelumnya, terdapat indikator yang dapat untuk melihat di sektor mana 
Indonesia paling membutuhkan perbaikan. 

3. Prinsip Country Ownership MCC 

Hibah pembangunan akan lebih efektif jika merefleksikan prioritas 
pembangunan negara mitra (recipient countries). Hal inilah yang menjadi prinsip 
MCC dalam proses implementasi program yang dimiliki. Berdasarakan hasil 
wawancara dengan staff MCC-BAPPENAS Il country ownership memiliki 
makna bahwa negara donor (donor countries) dan negara mitra (recipient 
countries) memiliki posisi yang sama. Dalam artian bahwa negara donor melihat 
relasi yang dimiliki dengan negara mitra merupakan relasi dalam bentuk 


!0 Organization for Economic Co-operation and Development, Paris Declaration and Accra for 
Action, http:/Mwww.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm, 
diakses pada 7 Agustus 2014. 

Wawancara dengan PPK-Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC-Bappenas dan Staff Satuan Kerja 


Pengelola Hibah MCC-Bappenas, loc.cit. 
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partnership, bukan sebagai sub-ordinate. Dalam proses implementasi bantuan lain, 
seringkali negara donor membuat program tanpa melihat kebutuhan atau prioritas 
pembangunan negara mitra. Hasilnya, bantuan tersebut tidak tepat sasaran. 

Dalam prinsip country ownership, negara mitra (recipient countries) 
memiliki peran besar dalam penentuan prioritas untuk bantuan dari MCC. Peran 
besar negara dalam penentuan alokasi bantuan sangatlah signifikan. Sebab yang 
mengetahui akan kebutuhan suatu negara adalah pemerintah dalam negara 
tersebut. Country ownership sebenarnya bukanlah konsep baru. Konsep ini juga 
merupakan inti dari Paris Declaration and the Accra Agenda for Action'? 

Ketiga faktor pendukung yang telah dijelaskan saling mendukung satu sama 
lain. Paris Declaration memberikan pemahaman, baik itu untuk negara donor 
(donor countries) maupun negara mitra (recipient countries), dalam hal efektivitas 
bantuan luar negeri. Sehingga MCC sendiri mengadopsi country ownership dalam 
prinsip pemberian bantuannya dan Pemerintah Indonesia dalam harmonisasi 
tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan bantuan yang 
diterima. 


B. Faktor Penghambat Pengimlementasian Threshold Program (MCC- 
ICCP) 


Threshold Program memiliki empat sub-program. Setiap sub-program 
tersebut memiliki hambatan tersendiri dalam proses pengimplementasiannya. 
Berikut adalah penjelasan mengenai hambatan dalam implementasi Threshold 


Program Indonesia Control of Corruption Program: 


12 Sarah T. Lucas, 2011, Millennium Challenge Corporation Principles into Practice: Country 
Ownership. Washington D.C., Millennium Challenge Corporation, hal. 3. 
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1. Reformasi Peradilan di Mahkamah Agung 

Terdapat banyak hambatan dalam implementasi sub-program pertama ini, 
terutama yang berhubungan dengan dukungan teknologi informasi. Untuk 
mendukung transparansi dan publikasi, Mahkamah Agung menggunakan 
perangkat lunak yang disediakan oleh MCC-ICCP. Namun pengadilan di luar 
Mahkamah Agung, seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Daerah, tidak 
menggunakan perangkat lunak serupa. Akibatnya, untuk mengumpulkan data 
kepegawaian, performa pegawai, dan tingkat kedisiplinan pegawai dari 
pengadilan lain, Mahkamah Agung harus memasukkan data secara manual ke 
dalam sistem pusat. Pertimbangan lainnya dapat dilihat dari masalah perangkat 
lunak yang digunakan. Perangkat lunak transmisi anggaran tidak dapat digunakan 
setelah Program ICCP ini berakhir. Hal ini dikarenakan tidak ada tindak lanjut 
terhadap perkembangan perangkat lunak oleh yang disediakan oleh Kementerian 
Keuangan untuk pengembangan penggunaan perangkat lunak ini. 

Hambatan lain yang dihadapi MCC ICCP adalah upaya mendapatkan 
dukungan dari pejabat pemerintah dan instansi untuk reformasi dalam Threshold 
Country Program dan lingkup kerja proyek. Banyak unsur sensitif berkaitan 
dengan upaya-prakarsa proyek untuk meningkatkan transparansi oleh (dan di 
dalam) dapartemen pemerintahan. MCC ICCP sulit mendapatkan akses informasi 
dan data internal dari badan-badan tersebut. ' 

Sulitnya mendapatkan data dan transparansi yang dibutuhkan oleh MCC- 
ICCP disebabkan oleh persoalan bahasa. Seperti yang diketahui bahwa MCC- 


19 Millennium Challenge Corporation, 2009, Laporan Akhir Millennium Challenge Corporation 
Threshold Country Program: Proyek Pengendalian Korupsi di Indonesia, Jakarta, Millennium 
Challenge Corporation, hal. 9. 
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ICCP selain memberikan bantuan peralatan, MCC juga memberikan Technical 
Assistance dengan menggunakan tenaga asing dalam prosesnya. Staf MCC yang 
bukan orang Indonesia sulit untuk berkomunikasi dengan pejabat instansi yang 
kurang cakap dalam berbahasa inggris. Selain itu, walaupun terdapat pejabat yang 
mampu berbahasa Inggris, pejabat instansi tersebut lebih nyaman untuk bercerita 
atau memberikan informasi mengenai institusinya dengan staf MCC yang 
merupakan orang Indonesia. Pejabat instansi lebih terbuka jika berhadapan 
dengan sesama orang Indonesia. Hal ini menghambat pengumpulan data ataupun 
usaha untuk mengimplentasikan program yang telah dibagi berdasarkan job 
description masing-masing staf asing yang bertugas. Hal ini merupakan persoalan 
yang sering dijumpai pada bantuan teknis dari lembaga asing. 

2. Memperbaiki Kapasitas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK) 

Kesuksesan sub-program ini adalah dalam hal memberikan training terhadap 
institusi finansial non-bank (Non-Bank Financial Institutions), dari 39 institusi 
menjadi 188 institusi di akhir kegiatan yang telah memenuhi persyaratan hukum 
untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan. Setelah institusi tersebut akfif, 
terjadi peningkatan jumlah pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. 
Namun tidak ada data yang menjelaskan hubungan antara peningkatan pelaporan 
terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dengan jumlah penyidikan oleh 


lembaga yang terkait. '“ 


164Brin Thebault-Weiser, Ioc,cit., hal. 17 
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Namun, terlepas dari kesuksesan yang telah dijelaskan, sub-program ini 
dinilai kurang maksimal. Pengadaan Sistem Tukar-Menukar Informasi 
(information exchange system) seharga USD 460.000 dan peralatan komputer 
yang disediakan yang menghabiskan USD 62.000 tidak pernah digunakan 
(abandoned). Sebagai akibatnya, pengadaan sistem dan perangkat pembantu 
untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan tidak maksimal. 

Dalam melangkah lebih jauh di pemgimplementasian program ini, penting 
untuk memahami kewenangan mengatur instansi-instansi seperti PPATK. Sebagai 
suatu instansi regulator dan/atau penegak hukum perusahaan-perusahaan, badan- 
badan ini mengikuti aturan-aturan yang ketat dalam melakukan tugasnya, 
termasuk pengendalian internal yang kuat. MCC ICCP tidak memiliki otoritas 
untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ingin diimplementasikan. Semua kegiatan 
perancangan dan pelaksanaan kampanye proyek di PPATK harus diproses dan 
disetujui melalui aturan-aturan dan sistem yang yang dimiliki oleh badan 
tersebut. '?, Hal ini juga mengakibatkan MCC tidak dapat maksimal dalam 
menjalankan program yang dimiliki. 

3. Meningkatkan Kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

KPK membutuhkan dua sistem teknis untuk meningkatkan kapasitas 
lembaga dalam proses investigasi. Sistem yang pertama untuk penyadapan 
komunikasi, yang ditinggalkan dalam penggunannya. Hal ini dikarenakan 
sensitivitas yang berkaitan dengan modalitas pengadaan. Sistem yang kedua 
adalah pengadaan sistem radio yang membutuhkan dua kali perpanjangan 


155 Millennium Challenge Corporation, 2009, Laporan Akhir Millennium Challenge Corporation 
Threshold Country Program: Proyek Pengendalian Korupsi di Indonesia, Jakarta, 
Millennium Challenge Corporation, hal. 15. 
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program karena terdapat penundaan program sebelumnya. Dua sistem yang 
pembiayaannya sekitar USD 4 juta diserahkan ke KPK, namun sampai pada 
November 2010 belum dapat teralisasikan karena KPK merasa sistem yang 
disediakan oleh MCC ICCP tidak sesuai dengan kebutuhan KPK. Terdapat 
kesulitan kerjasama antara MCC ICCP dengan KPK yang dikarenakan selama 
Threshold Program dilaksanakan, KPK berada dibawah tekanan politik "6, yang 
mengakibatkan sulitnya MCC ICCP dan KPK untuk bekerjasama secara 
maksimal. 

Program lainnya yang mendapatkan hambatan adalah pada program 
penyediaan lima set peralatan rekam audio/video untuk mendukung sistem 
pemantauan peradilan KPK. Peralatan ini diberikan kepada lima universitas di 
Indonesia, termasuk Universitas Hasanuddin. Yang bertujuan untuk 
mendokumentasikan proses pengadilan di Pengadilan Daerah (Regional Court). 
Universitas yang diberikan kewajiban untuk mendokumentasikan dan 
menganalisis proses pengadilan tidak melakukan hal tersebut sebagaimana tujuan 
awal KPK memberikan peralatan tersebut ke universitas yang terkait. 

4. Modernisasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

TIhreshold Program memberikan asistensi kepada LKPP untuk 
mengembangkan electronic procurement, yaitu pengadaan barang dan jasa 
pemerintah secara online. Sistem pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan di 
lima provinsi. Survei menjelaskan bahwa sebanyak 120 vendor di empat dari lima 


160 Ketika Threshold Program dimplementasikan, Ketua KPK menjalani proses hukum yang 
menyebabkan pejabat senior kesulitan untuk fokus terhadap Threshold Program. 
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provinsi yang terkait merasa bahwa sistem e-procurement telah meningkatkan 
transparansi bila dibandingkan dengan cara konvensional. Walaupun begitu, 
mayoritas responden melaporkan bahwa sistem yang digunakan tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap persentase tindakan suap dalam proses 
penunjukan tender. 

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) menghadapi 
beberapa kendala. Kendala pertama disebabkan oleh terbatasnya data dan 
metodologi yang dimiliki oleh LKPP yang berfungsi untuk membandingkan harga 
barang/jasa estimasi dengan harga pasar (actual price). Yang kedua, Pemerintah 
dan vendor sendiri melaporkan bahwa hambatan utama dalam menggunakan 
sistem yang dibuat oleh MCC adalah lambatnya koneksi internet dan seringnya 
terjadi pemadaman listrik, terutama di luar Pulau Jawa. 

Penjelasan di atas merupakan hambatan yang ditemui dalam proses 
implementasi kegiatan. Dalam hal proses evaluasi sendiri, MCC juga menghadapi 
beberapa hambatan. Evaluasi program ini dibutuhkan untuk peningkatan performa 
dalam implementasi program, termasuk evaluasi tahunan atau evaluasi 
keseluruhan kegiatan. Secara umum, dalam membuat evaluasi setiap program., 
MCC ICCP menemukan beberapa hambatan, antara lain: 

1. Sulitnya untuk mendapatkan data mengenai korupsi 

Untuk melaksanakan implementasi program yang efektif, data tentang 

korupsi sulit didapatkan, terutama data korupsi yang berhubungan dengan 

korupsi di administrasi pemerintahan. Telah dijelaskan bahwa data korupsi 


di setiap instansi dimana kegiatan dilaksanakan ataupun instansi yang terkait 
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terhadap program pengimplementasian program ini terhambat masalah 
transparansi setiap instansi. 

Sulitnya Mengukur Data Kualitatif 

Program MCC ICCP memberikan pelatihan-pelatihan teknis. Jenis pelatihan 
ini dapat dilihat pada lampiran. Pengaplikasian program ini juga mendapat 
hambatan yaitu sulitnya untuk mengukur hasil dari pelatihan tersebut. Walau 
badan yang mendapatkan dana hibah ini berhasil hampir pada setiap 
pencapaian minimum, tetapi terkhusus untuk pelatihan secara teknis, sulit 
untuk mengukur keberhasilannya. Hal ini menjadi penghambat dalam 
menentukan langkah taktis bagi MCC untuk meningkatkan performa 
programmnya. 

Kurangnya Data Ukur (baseline data) 

Data ukur dalam hal ini ditujukan untuk sub-program e-procurement. 
Dijelaskan bahwa e-procurement berfokus terhadap pengadaan barang dan 
jasa secara online. Masalah dalam e-procurement ini adalah LKPP memiliki 
data yang terbatas terhadap harga suatu barang dan jasa yang sesungguhnya 
di pasar komersial sehingga masih ada celah untuk vendor memberikan 
harga yang tidak sesuai di pasaran untuk pengadaan barang dan jasa bagi 
pemerintah. 

Jangkauan Terbatas oleh Mahkamah Agung 

Meskipun sejumlah kegiatan Reformasi Pengadilan di bawah Threshold 


Program berusaha untuk meningkatkan kualitas Pengadilan Daerah, karena 
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terbatasnya sumber daya, evaluasi pengadilan hanya berpusat pada 

Mahkamah Agung. 
C. Efektivitas Threshod Program Terhadap Pemberantasan Korupsi di 

Indonesia 

Efektivitas implementasi kebijakan baru dikatakan efektif apabila efektivitas 
pada tingkat proses dan juga efektivitas pada tataran tujuan dan hasil (result) 
tercapai. Untuk melihat efektivitas Threshold Program, penulis mensintetiskan 
konsep efektivitas menurut Grindle, Van Meter dan Van Horn, Mukhlis, Drucker, 
dan Steers. Efektivitas Threshold Program secara keseluruhan akan dilihat dengan 
membagi Threshold Program ke dalam dua pembahasan, yaitu efektivitas tataran 
proses dan efektivitas dalam tataran hasil (output). Efektivitas proses Threshold 
Program dilihat dari proses perumusan kegiatan sampai kepada hasil pencapaian 
di tiap lembaga". Sedangkan efektivitas hasil (output) besar tujuan (goals) 
dilihat dari kesepakatan antara MCC dan Indonesia yang diukur menurut indikator 
yang dikeluarkan oleh Transparency International, World Bank, Institute's 
Control of Corruption Indicator , Global Competitiveness Report, dan Freedom 


House. 


!9 PPATK, KPK, Mahkamah Agung, dan LKPP. 
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Skema 5.1: 
Level Analisis Efektivitas Proses dan Efektivitas Hasil (Output) 


Pemerintah Indonesia 


Strengthen anti-corruption efforts (ICCP) 





Mahkamah Agung LKPP 


Reformasi Peradilan Peningkatan kapasitas Peningkatan kapasitas Pengadaan barang 
PPATK KPK secara elektronik 





Transparency World Bank World Economic Forum Freedom House 
International 
Output (Hasil) 








Sumber: Diolah Sendiri Berdasarkan Berbagai Literatur 


Alur evaluasi yang menjadi dasar penulis untuk melihat efektivitas program 
ini dapat dilihat pada skema 5.1. Secara sederhana, skema 5.1 menjelaskan bahwa 
MCC memberikan dana hibah ke Pemerintah Indonesia. Bappenas merupakan 


badan lembaga yang berhubungan langsung dengan proses pengimplementasian 
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sebelum dana ini masuk ke badan yang terkait. Kemudian hibah ini dialokasikan 
ke dalam program yang fokus terhadap pemberantasan korupsi, yang dikenal 
dengan Indonesia Control of Corruption Project (ICCP). Efektivitas proses dapat 
dilihat dari penandatanganan implementasi Threshold Program di Indonesia 
sampai kepada pencapaian keempat lembaga dalam implementasi program ini. 
Sedangkang efektivitas hasil (output) dilihat dari tingkat korupsi di Indonesia di 
beberapa sektor menurut lembaga Transparency International, World Bank, 
Freedom House, dan World Economic Forum yang kemudian dihubungkan 
dengan baseline data dari Strategic Objective Grant Agreement antara Pemerintah 
Indonesia dan MCC. 

Indonesia Control of Corruption Project dalam Threshold Program 
memiliki empat tugas (sub-program) yang berbeda, baik dari segi jenis program 
atau badan yang menerima, namun tetap di bawah lingkup program yang sama. 
Berikut adalah analisis dari kedua tingkat efektivitas: 

1. Efektivitas Proses 

Grindle menjelaskan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi 
aksi maupun proyek dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan 
dapat dilaksanakan. Keberhasilan proses implementasi akan dapat berjalan baik 
dengan melihat beberapa hal. Pertama, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor 
yang terlibat. Kedua, karakteristik lembaga dan penguasa. Ketiga, kepatuhan dan 
daya tanggap. Hal tersebut akan dipaparkan lebih detail dibawah ini: 


a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat 
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Banyak aktor yang terlibat di dalam Threshold Program. Setiap aktor 
memiliki kepentingan dalam proyek ini. Namun secara garis besar, aktor yang 
terlibat terdiri atas dua pihak, yaitu pihak donor (donor country) dan negara mitra 
(recipient country). Pihak donor adalah Millennium Challenge Corporation, 
sedangkan pihak penerima adalah Pemerintah Indonesia. 

Threshold Program merupakan bantuan luar negeri jenis hibah yang telah 
menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam hubungan antar negara. Aliran 
realis menjelaskan bahwa tujuan utama pemberian bantuan luar negeri bukan 
untuk menunjukkan idealisme abstrak dari sisi kemanusiaan, tetapi merupakan 
proyeksi power suatu negara. Bantuan luar negeri merupakan bagian dari 
komponen kebijakan keamanan internasional. 10 

Carol Lancaster menyebutkan beberapa motif dalam pemberian bantuan luar 
negeri, yaitu motif diplomasi (diplomatic motive), motif pembangunan 
(development motive), motif kemanusiaan (humanitarian relief), dan motif 
komersial (aid for commercial purposes). Motif diplomasi menjelaskan bahwa 
bantuan (aid) merupakan cara, bukan tujuan. Sekilas Threshold Program terlihat 
sebagai bantuan dengan motif pembangunan (development motive). Sebab tujuan 
yang ingin dicapai oleh MCC adalah pemberantasan kemiskinan (poverty 
eradication). Seperti yang tercantum dalam web resmi MCC: 

MCC provides these well-performing countries with large-scale grants to 

fund country-led solutions for reducing poverty through sustainable 


economic growth. MCC grants complement other U.S. and international 
development programs. 1 


168 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, op.cit., hal. 82. 
129 Millennium Challenge Corporation, About MCC , loc.cit. 
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Kutipan di atas menjelaskan bahwa MCC memberikan bantuan ke negara 
yang dianggap mempunyai eligibilitas mendapatkan bantuan untuk mengurangi 
kemiskinan melalui pembangunan berkelanjutan. Namun jika melihat tujuan 
utama pendirian badan ini, sesuai dengan pendapat Carol Lancaster yang 
menjelaskan bahwa bantuan (aid) adalah sebuah “cara”, namun bukan “tujuan”, 
maka dapat dikatakan bahwa pengurangan kemiskinan bukanlah tujuan 
sebenarnya yang ingin dicapai. 

Argumentasi ini didukung oleh beberapa literatur dan data yang didapatkan 
oleh penulis. Salah satu data yang menjelaskan tujuan foreign assistance Amerika 
Serikat dapat dilihat dari statement President Bush yang dikutip oleh Maurizio 
Carbone yang menjelaskan tujuan dari bantuan luar negeri Amerika Serikat 
sebagai berikut: 

..according to President Bush, 'persistent poverty and oppression can lead 

to hopelessness and despair. And when government fails to meet the most 

basic needs of their people, these failed states can become havens of 
terror”... 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan dapat menjatuhkan 
seseorang dalam keadaan putus asa dan tanpa harapan. Ketika suatu pemerintah 
gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, maka negara yang gagal 
ini akan menjadi sumber teror untuk negara lain. Berangkat dari hal tersebut, 


Amerika Serikat berusaha untuk mengurangi kemiskinan di berbagai negara 


dengan bantuan luar negeri (foreign assistance) yang dimiliki. Dengan dasar 


170 Maurizio Carbone, 2004, The Millennium Challenge Account: Marginal Revolution in US 
Foreign Aid Policy?, Taylor & Fracis, Ltd., Vol.31, No.101, Hal. 536-542.. 
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bahwa teror atau tindakan terorisme yang mengganggu kepentingan nasionalnya 
dapat diminimalkan. 

MCC dibentuk pada tahun 2002, setahun setelah kejadian sebelas 
september. Sesaat setelah pembentukannya, di dalam konferensi pers, Penasihat 
Senior Gedung Putih mengeluarkan statement sebagai berikut: 

If you are talking all the time about hunting down terrorist one by one, you 

also need a positive message. And that mean you have to be the first to put 

new money, to show you are serious about it. "' 

Dalam kesempatan yang sama, George W. Bush merespon statement 
tersebut dengan menjelaskan: 

The United States will deliver greater development assistance through the 

New Millennium Challenge Account to nations that govern justly, invest in 

their people, and encourage economic freedom. '? 

Jika menghubungkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan 
pembentukan MCC adalah sebagai cara untuk memerangi terorisme dengan jalan 
memberikan bantuan (aid) yang berfokus terhadap pembangunan di negara mitra 
(recipient countries). Hal inilah yang menjadi kepentingan Amerika Serikat 
sebagai donor. Kepentingan negara (interest) sejalan dengan pehamaman realis 
yang menjelaskan bahwa setiap aturan ataupun pembentukan suatu badan tertentu. 

Dalam menerima bantuan dari MCC, Pemerintah Indonesia juga memiliki 
kepentingan. Bantuan MCC telah diketahui berupa hibah, yang dimana bantuan 
tersebut tidak perlu dibayar kembali. Oleh karena itu, hibah luar negeri merupakan 
salah satu sumber pembiayaan yang penting untuk mengatasi permasalahan 


terbatasnya ketersediaan dana pembangunan. 


Emma Mawdsley, 2007, The Millenium Challenge Account: Neo-Liberalism, Poverty and 
Security, Review of International Political Economy, Vol.14, No.3, hal 487-509. 
172 gp: 
Ibid. 
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b. Karakteristik Lembaga dan Penguasa 

Bantuan Threshold Program dilaksanakan pada tahun 2007 sampai dengan 
2009. Pada tahun tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Jusuf Kalla 
memegang ujung tampuk pemerintahan. Berdasarkan data dari beberapa literatur, 
Susilo Bambang Yudhoyono terpilih pada pemilu 2004 dikarenakan salah satu 
visi yang dibawanya adalah untuk melawan korupsi dan meningkatkan performa 
pemerintahan. 

Sasaran pembangunan nasional yang dilihat pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2004-2009 adalah penciptaan pemerintahan yang 
bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan 
sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan 
pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, 
Pemerintahan SBY-JK pada RPJMN meletakkan prioritas pada pembangunan 
aparatur negara melalui pelaksanaan reformasi birokrasi yang berlandaskankan 
pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)". Hal ini 
menggambarkan satu persamaan antara RPJMN 2004-2009 dengan Threshold 
Program 2007-2009 yaitu memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu reformasi 
pemerintahan. Sehingga dapat ditarik suatu pernyataan lain yaitu: jika dua 
program memiliki tujuan yang linear, hasil yang akan dicapai pun akan lebih 
maksimal. Di sinilah letak kepentingan Pemerintah Indonesia yang mana 
Pemerintah melihat bantuan hibah MCC dapat berkontribusi dalam pencapaian 


reformasi birokrasi. 


13 USINDO dan Centre for Strategic and International Studies, loc.cit., hal. 1 
19 Bappenas, loc.cit., hal. 191. 
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c. Kepatuhan dan Daya Tanggap 

Elemen terakhir menurut Grindle yang dapat djadikan bahan evaluasi dalam 
program ini adalah kepatuhan aktor-aktor, yang dapat diartikan sebagai kepatuhan 
untuk mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati bersama, termasuk indikator- 
indikator pencapaian”. Dalam program Indonesia Control of Corruption Project 
(ICCP) , terdapat empat sub-program. Sub program ini diaplikasikan ke beberapa 
badan yang berbeda. Masing-masing instansi memiliki evaluasi tersendiri. 

Konsep efektivitas menurut Suryadi menyatakan bahwa secara sederhana 
keberhasilan suatu program ataupun proyek dapat dilihat dari dua sisi, yaitu 
keberhasilan dalam proses dan keberhasilan dari tujuan. Maka dalam Threshold 
Program, untuk melihat efektivitas dan keberhasilan program ini, proses 
implementasi ataupun proses penyusunan kegiatan awal juga menjadi faktor yang 
mempengaruhi efektivitas keseluruhan suatu kegiatan. Dalam Threshold 
Program, yang menjadi indikator dalam penentuan efektivitas proses (procedural) 
adalah hasil yang dicapai oleh setiap lembaga yang menerima bantuan hibah ini. 

Pada bagian hambatan pengimplementasian Threshold Program, telah 
dijelaskan pencapaian bantuan hibah ini menurut lembaganya masing-masing. 
Namun pencapaian yang didapatkan melalui program Threshold dianggap tidak 
terlalu signifikan. Hal ini dijelaskan dari evaluasi program oleh Erin Thebault- 
Weiser yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Evaluasi menemukan bahwa program berkontribusi terhadap peningkatan 


transparansi sistem pengadilan dan pengadaan barang dan jasa di mana 


"3 Muhklis, op.cit. 
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dampak korupsi sangat dirasakan di dua sektor ini. Selain itu, Penguatan 
mekanisme pelaporan (complaint) berpengaruh terhadap meningkatnya 
jumlah pelaporan terhadap kesalahan-kesalahan dalam proses pengadilan 
yang dilakukan oleh hakim ataupun staf pengadilan. Hal ini berdampak 
positif terhadap meningkatnya kedisiplinan hakim dan para pejabat senior 
pengadilan. Kemudian publikasi hasil pengadilan berdampak positif 
terhadap berkurangnya pembayaran tidak resmi untuk mendapatkan 
informasi yang berhubungan dengan data hasil pengadilan. Namun 
pencapaian ini tidak dapat secara keseluruhan dihubungkan dengan 
Threshold Program. Terdapat juga usaha dari Pemerintah Indonesia dan 
bantuan donor lain di luar dari program Threshold ini. 

Di sektor pengadaan barang dan jasa, biaya transaksi yang rendah menjadi 
pencapaian dalam pelelangan kontrak publik dan mengurangi kemungkinan 
kolusi antara pelelang dan anggota komite tender. Program di LKPP ini juga 
berkontribusi terhadap peningkatan pelaporan transaksi mencurigakan di 
lembaga keuangan non-bank. Namun, tidak ada data yang menghubungkan 
peningkatan transaksi keuangan mencurigakan di lemabaga keuangan non- 
bank terhadap angkatan penyidikan oleh PPATK atau KPK. 

Threshold Program tidak berkontribusi terhadap peningkatan penyidikan 
dan penuntutan oleh KPK. Sistem komunikasi online dengan PPATK dan 
perangkat penyadapan (intercept eguipment) yang telah disediakan tidak 
dimaksimalkan. Sistem radio (radio system) yang direncanakan tidak 


teralisasi sampai akhir program. Sehingga diperlukan perpanjangan waktu 
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implmentasi untuk realisasi sistem radio. Pemerintah Indonesia mampu 

dalam melakukan pengadaan peralatan di KPK dengan tanpa menggunakan 

dana dari MCC yang mengindikasikan bahwa bantuan MCC tidak terlalu 
dibutuhkan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai. 
2. Efektivitas Tingkat Hasil (Output) 

Penulis menggunakan analisis efektivitas menurut Van Mester Van Horn 
dalam melihat efektivitas tingkat hasil ini. Analisis efektivitas ini bersifat top- 
down yang berarti bahwa kebijakan ini telah memiliki aturan dan standar 
pencapaian sebelum suatu program diimplementasikan. Analisis ini melihat 
bahwa efektivitas dikatakan tercapai jika pelaksanaan program mematuhi 
ketentuan-ketentuan awal yang telah ditetapkan. Model ini pun melihat bahwa 
indikator efektivitas adalah dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan 
tercapai. 

Pada Strategic Objective Grant Agreement antara Pemerintah Indonesia dan 
MCC terdapat sepuluh indikator kesuksesan dalam melihat hasil dari Threshold 
Program ini. Indikator tersebut merupakan hasil penilaian dari badan-badan di 
luar Pemerintah Indonesia sebagai penerima bantuan dan MCC sebagai pemberi 
bantuan. Dari sepuluh indikator tersebut, tujuh diantaranya tidak mencapai tujuan 
yang ditetapkan. Indikator yang pertama dalam perjanjian hibah Threshold 
Program adalah meningkatkan performa di Persepsi Korupsi yang dikeluarkan 
oleh Transparency International dari indeks 2.2/10 (2005) menjadi 3.8/10 di 
tahun 2008. Indeks Persepsi Korupsi ditujukan untuk mengukur tingkat korupsi 


negara-negara di dunia. Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Transparency 
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International, pada tahun 2008, Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia hanya 
mencapai indeks 2.6. Ini mengindikasikan bahwa indikator pertama tidak 
mencapai hasil yang diinginkan, yaitu 3.8. Indeks korupsi yang ditentukan 
sebelumnya kurang 0.12 poin untuk mencapai 3.8". 

Indikator kedua adalah meningkatkan skor performa di World Bank 
Institute 's Control of Corruption Indicator dari -0.90 pada tahun 2004 menjadi - 
0.25 pada tahun 2008. Indikator ini menunjukkan bahwa Indonesia 
mendapatkankan nilai -0,56 pada tahun 2005. Indikator ini merupakan estimasi 
dari performa pemerintahan (governance performance). Hasil laporan World Bank 
Institute 's Control of Corruption Index, menyatakan bahwa indikator kedua pun 
tidak dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. 

Indikator ketiga yaitu meningkatkan skor pembayaran yang tidak tercatat 
(undocumented extra payments/bribes) yang dihubungkan dengan hasil peradilan 
yang memihak (favorable judicial results). Data yang menjadi acuan adalah data 
Global Competitiveness Report pada tahun 2005. Indikator kesuksesannya adalah 
ketika skor untuk favourable judicial results menjadi 3.8 di tahun 2009. 
Berdasarkan data dari Global Competitiveness Report, pada tahun 2009, Indonesia 
berada di peringkat 45 dengan skor 3.6. Sekali lagi, indikator kesuksesan tidak 
tercapai "5. 

Indikator keempat adalah sistem hukum atau pengadilan yang dipengaruhi 


oleh korupsi dengan merujuk pada laporan Transparency International 's Global 


"70 Transparency International 2008, loc.cit. 
177 Worldwide Governance Indicator, Worldwide Governance Indicator — Project, 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home, di akses pada 20 November 2013. 
'8 World Economic Forum, 2009, The Global Competitiveness Report 2008-2009, Switzerland, 
World Economic Forum, hal. 368. 
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Corruption Barometer. Indikator keempat dapat dikatakan berhasil jika skor yang 
Indonesia peroleh dari Transparency International's Global Corruption 
Barometer berada pada atau dibawah indeks 3.4 "?. Merujuk pada laporan 
Transparency International 's Global Corruption, pada tahun 2009, Indonesia 


mendapat skor 4.1 ""' 


. Ini berarti sistem hukum ataupun pengadilan masih 
dipengaruhi oleh korupsi yang artinya bahwa hukum Indonesia dan sistem 
pengadilan tidaklah netral. Indikator keempat pun tidak terpenuhi. 

Indikator kelima adalah mengurangi skor tersebarnya praktek pencucian 
uang di lembaga bank (pervasiveness of money laundering) dari indeks 3.6 
menjadi 4.1. Kesuksesan indikator ini juga merujuk pada Global Competitiveness 
Report tahun 2009. Menurut laporan Global Competitiveness, Indonesia 
mendapatkan skor 4.6, yang berarti bahwa indikator kelima ini tercapai, bahkan 
melebihi dari rencana pencapaian"! 

Indikator keenam adalah mengurangi skor tersebarnya praktek pencucian 
uang di lembaga non-bank (reduce pervasiveness of money loundering through 
non-bank channels) dari 4.1 pada tahun 2005 menjadi 4.5. Apabila merujuk pada 
Global Competitiveness Report, Indonesia mendapat skor 5.4", yang berarti 
bahwa skor yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. 

Indikator ketujuh adalah meningkatkan skor penuntutan dan pendakwaan 
kasus korupsi (increase the prosecution and conviction of corrupt officials score) 


dengan dasar 2.82 pada tahun 2006 menjadi 3.0 pada tahun 2009. Data yang 


1? Indeks 1: bersih dari korupsi, indeks 5: sangat korupsi 

'0Tranparency International, 2009, Global Corruption Barometer 2009, Berlin, Transparency 
International, hal. 30. 

81 World Economic Forum, loc.cit., hal. 456. 

"8? Jbid., hal. 376. 
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dikeluarkan oleh Freedom House, Indonesia mendapat skor 2.96". Laporan ini 
mengindikasikan bahwa pada indikator ketujuh, pemerintah melalui Threshold 
Program tidak mencapai target. 

Indikator kedelapan adalah meningkatkan jumlah elit pejabat yang didakwa 
atas kasus korupsi (high-level government officials prosecuted for corruption) dari 
skor 2 pada tahun 2006 menjadi skor 6 pada tahun 2008. Untuk indikator ini, tidak 
dijelaskan sumber rujukan dalam melihat pencapaian indikator pada tahun 2008. 
Namun dengan merujuk pada laporan tahunan KPK dari tahun 2003 sampai 
dengan tahun 2012, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa indikator kedelapan 
bertujuan untuk meningkatkan jumlah elit pejabat yang didakwa atas kasus 
korupsi, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai peningkatan dalam 


hal ini 


. Tetapi, peningkatan ini tidak dapat menjelaskan apakah Indonesia telah 
mencapai indikator atau tidak. 

Indikator kesembilan adalah mengurangi suap (extra payments or bribe) 
dalam proses penunjukan pihak yang mendapat kontrak publik (public contract) 
dari skor 3.4 pada tahun 2005 menjadi 3.9 dengan bersumber pada Global 
Competitiveness Report. Data yang diolah oleh Global Competitiveness Report 


menggambarkan bahwa Indonesia mendapatkan skor 2 


. Data ini menjelaskan 
bahwa Pemerintah Indonesia tidak mencapai indikator kesuksesan dalam hal skor 


extra payments/bribe. 


183 Freedom House, Countries At The Crossroads, http://www.freedomhouse.org/report/countries- 
crossroads/2010/indonesia, diakses pada 22 November 2013. 

'84 Dapat dilihat pada table 3.1, hal. 63. 

185 World Economic Forum, loc.cit., hal. 373. 
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Indikator yang terakhir adalah mengurangi skor pembuatan undang-undang 
atau peraturan yang memihak (reduce the extent of favoritism by government 
officials when deciding upon policies and contracts) dari 3.7 pada tahun 2005 
menjadi 4.2 pada tahun 2009. Menurut data dari World Economic Forum (The 
Global Competitiveness Report), Indonesia mendapatkan skor 3.5 yang berarti 
bahwa Indonesia tidak berhasil mencapai indikator terakhir. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar 
indikator kesuksesan yang telah disepakati di dalam Strategic Objective Grant 
Agreement tidak terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa Threshold Program 
dalam analisis efektivitas hasil (output) tidak efektif. Hal ini juga didukung oleh 
score card country performance Indonesia yang dikeluarkan oleh MCC sendiri. 

Score card country performance adalah data yang digunakan oleh MCC 
untuk melihat kandidat negara yang akan menerima bantuan MCC. Skor ini terdiri 
atas tiga kategori dimana setiap kategori memiliki indikator masing-masing. 
Dikarenakan Indonesia pada Tahun 2005 belum mendapatkan scorecard country 
performance yang baik, maka MCC memberikan Indonesia Threshold Program 
untuk membantu Indonesia agar dapat menjadi kandidat Compact Program. 
Salah satu dari indikator scorecard Indonesia yang memiliki data yang tidak 
memenuhi syarat adalah control of corruption Indikator. Setelah adanya 
Threshold Program sebagai pra-project sebelum mendapatkan Compact Program, 
diharapkan Indonesia dapat memperbaiki scorecard country performance yang 


dimiliki. 


124 


Dengan membandingkan scorecard Tahun 2005 dan Tahun 2011 "S , 
ditemukan bahwa Indonesia belum berhasil mendapatkan nilai yang baik untuk 
indikator control of Corruption melalui scorecard tadi. Telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa Compact Program telah ditandatangani oleh pihak Indonesia 
dan Pihak MCC. Seharusnya, dengan melihat data yang dikeluarkan oleh MCC 
sendiri, Indonesia tidak memiliki eligibilitas untuk masuk ke Compact Program. 

Dengan mempertimbangkan efektivitas prosedural (compliance) dan 
efektivitas hasil ditambah dengan data dari Scorecard Country Performance, 
Indonesia seharusnya tidak dapat masuk dalam Compact Project. Dan telah 
dijelaskan diawal, bahwa untuk mendapatkan Threshold Program, Indonesia 
harus melalui kompetisi dengan negara-negara lainnya. Kompetisi dilakukan 
dengan membandingkan hasil Threshold Program dari negara-negara kandidat. 
Namun Staff MCC dalam wawancaranya dengan penulis mengatakan bahwa 
Indonesia tidak melalui kompetisi dengan negara-negara kandidat penerima 
Compact Program. Dijelaskan oleh Staff MCC-BAPPENAS, hal ini dikarenakan 
Indonesia memiliki consensus partnership dengan Amerika Serikat. Dikarenakan 
partnership consensus inilah Indonesia tidak perlu ikut kompetisi untuk 


mendapatkan Compact Program!” 


. Mempertimbangkan proses dan hasil (output) 
yang telah dijelaskan, maka dapat dikatakan bahwa Threshold Program yang 


berfungsi membantu Indonesia menjadi kandidat MCC untuk Compact Program 


tidak efektif. 


186 Dapat dilihat pada lampiran. 
'$7 Wawancara dengan Staf MCC-Bappenas, loc.cit. 
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BAB V 


PENUTUP 


A. Kesimpulan 

Threshold Program merupakan bantuan hibah MCC yang bertujuan untuk 
membantu Indonesia mempersiapkan diri agar memenuhi syarat untuk masuk 
dalam Compact Program. Hibah bilateral ini terdiri atas tiga komponen, yaitu 
bantuan teknis, pelatihan, dan penyediaan peralatan khusus yang diperlukan oleh 
Pemerintah Indonesia dalam usaha memberantas korupsi. Dalam scorecard 
country assessement Tahun 2005, Control of Corruption merupakan salah satu 
indikator dari scorecard country assessment Indonesia yang dinilai mendapatkan 
nilai yang buruk. Oleh karena itu, salah satu program dari Threshold fokus 
terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia (Indonesia Control of Corruption 
Project). 

Threshold Program merupakan usaha pemberantasan korupsi yang berdasar 
atas konsep reformasi birokrasi. Empat lembaga yang mendapatkan bantuan ini 
adalah Mahkamah Agung (MA), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP). Dalam proses 
implementasiannya, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat 
terlaksananya Threshold Program. 

Faktor pendukung adalah selarasnya Threshold Program dengan Rencana 


Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJM) Indonesia. Keserasian 
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RPJMN dengan tujuan hibah Threshold dinilai penting. Dengan adanya 
keselarasan antara RPJM dengan Threshold Program maka kedua hal tersebut 
saling melengkapi satu sama lain. Faktor kedua adalah ditandanganinya Paris 
Declaration on Aid Effectiveness oleh negara donor dan negara mitra, termasuk 
Indonesia. Paris Declaration on Aid Effectiveness pada intinya memaparkan 
pentingnya kesepakatan dan pengertian antara negara maju dengan negara 
berkembang dalam rangka pemanfaatan pinjaman/hibah dengan melakukan 
harmonisasi berbagai pinjaman/bantuan agar hasilnya dapat benar-benar 
bermanfaat. Faktor ketiga yaitu prinsip country ownership Millennium Challenge 
Corporation (MCC). Country ownership memiliki makna bahwa negara donor 
(donor countries) dan negara mitra (recipient countries) memiliki posisi yang 
sama. Dalam artian bahwa negara donor melihat relasi yang dimiliki dengan 
negara mitra merupakan relasi dalam bentuk partnership, bukan sebagai sub- 
ordinate. 

Faktor penghambat implementasi Threshold Program terbagi atas dua, 
hambatan teknis dan hambatan non-teknis. Hambatan teknis yang ditemui dalam 
implementasi Threshold Program di Mahkamah Agung (MA) berupa dukungan 
teknologi dan informasi. Mahkamah Agung menggunakan perangkat lunak yang 
disediakan oleh MCC-ICCP. Namun pengadilan di luar Mahkamah Agung, 
seperti Pengadilan Agama dan Pengadilan Daerah, tidak menggunakan perangkat 
lunak serupa. Akibatnya, untuk mengumpulkan data kepegawaian, performa 
pegawai, dan tingkat kedisiplinan pegawai dari pengadilan lain, Mahkamah 


Agung harus memasukkan data secara manual ke dalam sistem pusat. 
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Pertimbangan lainnya dapat dilihat dari masalah perangkat lunak yang digunakan. 
Perangkat lunak transmisi anggaran tidak dapat digunakan setelah Program ICCP 
ini berakhir. Hambatan non-teknis adalah sulitnya mendapatkan dukungan dari 
pejabat pemerintah dan instansi untuk reformasi dalam Threshold Country 
Program dan lingkup kerja proyek. Banyak unsur sensitif berkaitan dengan 
upaya-prakarsa proyek untuk meningkatkan transparansi oleh (dan di dalam) 
dapartemen pemerintahan. MCC ICCP sulit mendapatkan akses informasi dan 
data internal dari badan-badan tersebut. Selain itu, persoalan bahasa juga menjadi 
penghambat dalam implementasi program di Mahkamah Agung. 

Hambatan yang ditemui di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK) adalah MCC ICCP tidak memiliki otoritas untuk mengatur 
kegiatan-kegiatan yang ingin diimplementasikan. Semua kegiatan perancangan 
dan pelaksanaan kampanye proyek di PPATK harus diproses dan disetujui melalui 
aturan-aturan dan sistem yang yang dimiliki oleh PPATK. Hal ini mengakibatkan 
MCC tidak dapat maksimal dalam menjalankan program yang dimiliki. 

Hambatan teknis dalam implementasi di KPK adalah ketidaksesuaian 
peralatan dan sistem dengan yang dibutuhkan oleh KPK. Selain itu, Terdapat 
kesulitan kerjasama antara MCC ICCP dengan KPK yang dikarenakan selama 
Threshold Program dilaksanakan, KPK berada dibawah tekanan politik, yang 
mengakibatkan sulitnya MCC ICCP dan KPK untuk bekerjasama secara 
maksimal Di LKPP Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) 
menghadapi beberapa kendala. Kendala pertama disebabkan oleh terbatasnya data 


dan metodologi yang dimiliki oleh LKPP yang berfungsi untuk membandingkan 
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harga barang/jasa estimasi dengan harga pasar (actual price). Yang kedua, 
Pemerintah dan vendor sendiri melaporkan bahwa hambatan utama dalam 
menggunakan sistem yang dibuat oleh MCC adalah lambatnya koneksi internet 
dan seringnya terjadi pemadaman listrik, terutama di luar Pulau Jawa. 

Efektivitas implementasi kebijakan dikatakan efektif apabila efektivitas pada 
tingkat proses dan juga efektivitas pada tataran tujuan dan hasil (result) tercapai. 
Untuk melihat efektivitas Threshold Program, penulis mensintetiskan konsep 
efektivitas menurut Grindle, Van Meter dan Van Horn, Mukhlis, Drucker, dan 
Steers. Efektivitas Threshold Program secara keseluruhan akan dilihat dengan 
membagi Threshold Program ke dalam dua pembahasan, yaitu efektivitas tataran 
proses dan efektivitas dalam tataran hasil (output). Berdasarkan data dan literatur 
yang didapatkan, baik pada tingkat proses dan tingkat hasil (output), sebagian 
besar tujuan pencapaian dan indikator kesuksesan tidak tercapai. 

B. Saran 
1. Millennium Challenge Corporation (MCC) seharusnya membuat Threshod 

Program II untuk melengkapi indikator ataupun tujuan-tujuan yang belum 

tercapai dalam Threshold Program sebelumnya agar Indonesia lebih siap 

untuk menerima bantuan Compact Program yang lebih besar dana dan lebih 
kompleks dalam pengimplementasiannya. 

2. Millennium Challenge Corporation sebaiknya lebih berfokus untuk pada 
pembangunan negara mitra. Bukan sebagai alat yang digunakan oleh 

Pemerintah Amerika Serikat untuk melaksanakan kepentingannya di negara 


mitra (recipient coutries). 
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Indonesia hendaknya lebih hati-hati dalam memperhitungkan penerimaan 
bantuan luar negeri yang ditawarkan oleh negara donor, termasuk latar 
belakang donor, tujuan program yang ditawarkan oleh donor, dan feasibility 


pengimplementasian program. 
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LAMPIRAN 


Transkrip Wawancara 


Berikut adalah hasil wawancara penulis dengan Pihak MCC-Bappenas, pada 13 November 2013, 
di Lantai 11, Jln Menteng Raya 21 Jakarta Pusat. 
A. Arif Setyadi 
Staf / TA Sosial, Gender dan Pemberdayaan Masyarakat 
Satuan Kerja Pengelola Hibah MCC-Bappenas 


B. Hari Kristijo 
PPK -— Satker Pengelola Hibah MCC-Bappenas 


T : Millennium Challenge Corporation itu sebenarnya apa, Pak? 

JA : Millennium Challenge Corporation itu adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah 
Amerika Serikat untuk membantu negara berkembang untuk yang berfokus terhadap 
pembangunan atau development di negara berkembang. Fokus utama dari badan ini 
berfokus terhadap masalah kemiskinan dengan membuat program yang dirasa dapat 
membantu negara penerima (recipient countries) untuk bisa keluar dari masalah 
kemiskinan. MCC didirikan untuk membantu negara-negara yang berkomitmen terhadap 
pembangunan ekonomi melalui hibah skala besar. Mungkin nanti bisa sendiri di cek di 
web MCC. 

T : Dalam prosesnya, MCC memiliki suatu prinsip yang dinamakan country ownership. 
Country ownership ini sebenarnya apa, Pak? Lalu apa yang membedakan MCC 
dengan agensi donor lain yang dibentuk oleh Amerika, misalnya USAID? 

JB : USAID dan MCC sama-sama milik Amerika. Cuma jika berbicara tentang USAID, 
USAID di set-up untuk peningkatan kerjasama bilateral. Inn USAID hampir di setiap 


negara ada. Jadi negara yang memiliki Kedutaan Besar Amerika Serikat di negaranya 


JB : 


JA : 


JB : 


pasti ada. Nah, kalau MCC, berdasar dari Montrey Consensus lebih cenderung terhadap 
pengurangan kemiskinan (poverty eradication). Kedua, tidak semua negara ada MCC- 
nya. Ketiga, program MCC ini harus melalui kompetisi. Terus program yang 
dilaksanakan oleh MCC bisa apa saja, tergantung dari country strategy. Tapi jika kita 
berbicara country ownership, peran negara dalam suatu program lebih besar. Intinya, 
dalam country ownership ini, negara penerima dan negara donor berada dalam posisi 
yang sama, egual. Berbeda dengan bantuan lain, yang dimana negara penerima 
cenderung menerima langsung program dari negara donor. Kemudian bantuan MCC 
adalah berbentuk grants. Perbedaannya lagi MCC dengan agensi donor semisal USAID 
adalah program USAID cenderung bisa diperpanjang, namun tidak dengan program 
MCC. Program MCC hanya berlangsung dan selesai dari waktu yang telah ditetapkan. 
Satu lagi, yang juga membedakan adalah MCC merupakan badan independent, dan MCC 
ini lintas organisasi. Kemudian cara pengelolaannya dengan cara korporasi. Jadi dalam 
proyeknya, terdapat swasta dan NGO lain yang terlibat. 

Mengapa Indonesia dipilih oleh MCC? 

Kenapa Indonesia dipilih oleh MCC. Satu, usulan Pemerintah Indonesia itu In-line 
dengan program MCC, yaitu program pembangunan. 

Jadi alasan mengapa Indonesia dipilih adalah karena program MCC ini sejalan 
dengan Rencana Jangka Panjang Pemerintah Indonesia Jadi karena Indonesia 
dianggap sukses dalam Threshold Program, maka berlanjut ke Compact Project. 
Gitu, Pak? 

Yang pertama, Indonesia kan negara miskin. Nah kemudian dari indikator-indikator yang 


mereka tentukan, itu Indonesia memperoleh kesempatan untuk masuk ke Compact 


T 


JA : 


T 


JA : 


Program. Jadi ada kesempatan masuk ke Compact. Tetapi Timor-Timor misalnya miskin, 
tapi banyak dari indikator yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kompetisi. 
Setelah itu, masuk ke Threshold. Kemudian setelah Threshold, masuk lah ke Compact. 
Kemudian kenapa Indonesia diterima karena antara Indonesia dan Amerika ada 
consensus partnership. Salah satunya agenda itu adalah poverty eradication. Dalam 
perjalanan Indonesia menuju Compact, Indonesia diminta untuk membuat yang 
dinamakan Comprehend Analysis. Jadi Comprehend analysis ini adalah suatu analisis 
tentang kondisi dan kebutuhan Indonesia pada saat RPJM 2009 disusun ketika itu. 
Dengan metodologi itu, MCC setuju untuk menjadikan sample pengembangan arah 
kebijakan compact yang inline terhadap arah Rencana Pembangunan Jangka Menenengah 
Indonesia. 

Proses penyusunan program compact di Indonesia memang sangat bervariatif. Ada 
previledge untuk Indonesia. Seharusnya kita itu berkompetisi dengan dua negara di 
Afrika, tapi karena ada partnership consensus tadi, maka Indonesia diberikan kebijakan 
khusus untuk tidak perlu berkompetisi untuk mendapatkan program compact. 

Kemudian Indonesia duduk bersama MCC untuk merumuskan proyek MCC Compact 


yang merupakan lanjutan dari Threshold Program. 


: Jadi karena visi RPJM Indonesia dan MCC sama, maka Indonesia dipilih. Gitu Pak? 


Iya, kira-kira begitu. 

Pertanyaan saya selanjutnya masalah dana, Pak. Dana dari MCC ini dibiayai oleh 
siapa, kongres ya, Pak? 

Iya, tentu. Maksudnya begini. Saya tidak tahu bagaimana proses pengusulan di Amerika. 


Tapi khusus untuk MCC ini, langsung di bawah State Department, yaitu kementerian luar 


JA : 


JB : 


JB : 


JA : 


negeri. Nah, itu langsung dibahas di kongres, pertanggungjawaban langsung di kongres. 
Proses pengusulan, pengajuan, dan pertanggungjawaban langsung di kongres. Sehingga 
pelaporan kegiatan dibutuhkan oleh kongres. 

Pertanyaan selanjutnya, sistem pembiayaan MCC ini adalah jenis pendanaan 
reimbursement, dalam artian program yang setuju didanai akan cair dananya 
ketika program tersebut selesai dan dianggap berhasil, atau program tersebut beri 
dana sejak awal? 

Ini pembiayaannya tidak berbentuk pendanaan reimburse, pembiayaannya dilakukan 
secara konvensional. Dana diberikan sesuai dengan proyek yang diusulkan. Dan biasanya 
dilakukan secara triwulan. 

Begini, program MCC adalah Grants. Seperti yang saya jelaskan diawal, tidak ada dana 
keluar dari APBN atau APBD untuk membiayai proyek MCC. Tidak ada sistem 
reimbursement. 

Dalam program MCC sendiri, terdapat indikator yang akan menunjukkan 
kesuksesan dari programnya. Jika indicator tersebut tidak terpenuhi, apa 
konsekuensinya? 

Intinya begini, program MCC hanya akan diberhentikan jika melakukan pelanggaran- 
pelanggaran fatal, misalnya melakukan korupsi, melakukan pelanggaran hak-hak asasi 
manusia, atau melanggar hal-hal yang menjadi international consensus. 

Ini dananya langsung masuk di APBN dulu atau bagaimana, Pak? 

Kalau penyaluran duitnya langsung dari Amerika ke rekening vendor, pihak ketiga, 


pelaksana, dan sebelumnya di-tender dahulu. Tetapi dari sisi state budget atau dari sisi 


JA : 


JA : 


JA : 


adminitrasi penanggaran pemerintah, dana dihitung dalam APBN. Istilahnya On-bugdet 
System. 

Inikan Threhold dan Compact sama, dan pengevaluasi kedua program ini hampir 
sama. Kira-kira nanti ada tidak pihak ketiga yang menjadi pengawas dan 
mengevaluasi program MCC? 

Dari sisi normatifnya, informalnya audit akan di lakukan oleh badan independen. 
Kemudian ada evaluasi reguler dimana MCC akan meng-hire pihak ketiga untuk 
melakukan tindak evaluasi. Internal government juga tentu. 

Menjawab pertanyaan yang diawal, bapak tadi mengatakan bahwa MCC dan 
negara penerima atau recipient countries itu dalam posisi yang egual. Itu 
maksudnya apa, Pak? 

Egual dalam artian ini, Pemerintah Amerika menyerahkan rencana program kepada 
negara penerima sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak ada agenda khusus yang di 
order. Tidak boleh! Tidak boleh MCC untuk mengorder agenda khusus terhadap negara 
penerima. 

Jadi tidak ada seperti SAP gitu yah, Pak? Structure Adjustment Program? 


Oh, ngga. Ini sangat berbeda dengan Structure Adjustment Program. 


Selesai.. 


Lampiran 


Foto Wawancara Peneliti dengan Pihak MCC 
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Millennium Challenge Corporation Threshold Program for 
Indonesia Control of Corruption Project (MCC-ICCP) 


Desember 2008 


TUJUAN 


MCC-ICCP yang dilaksanakan oleh 
USAID Indonesia, dirancang untuk 


membantu Indonesia untuk memperbaiki 


indikator-indikator kebijakan yang 
termasuk dalam komponen “Control of 


Corruption” guna memenuhi persyaratan 


untuk masuk dalam program MCC 
selanjutnya, yaitu program MCC 
Compact. 


KOMPONEN-KOMPONEN 


Proyek ini terdiri dari tiga komponen 
yaitu bantuan teknis, pelatihan, dan 
penyediaan peralatan khusus yang 
diperlukan oleh pemerintah Indonesia. 
Bantuan yang disediakan melalui 
Program 'Threshold' ini 
dikoordinasikan dengan kegiatan- 
kegiatan USAID maupun donor 
lainnya. Pada tahap perancangan dan 
pelaksanaannya, program-program 
“Threshold' ini juga dikomunikasikan 
dengan kelompok civil society yang 
termasuk dalam stakeholder dan 
rekan. 





KONTAK INFORMASI 
MCC Threshold Program 
USAID/Indonesia 


Jason K. Singer 

Director 

Tel: 3435-9387 

Email: jsinger@usaid.gov 


Paul J. Simonett 

Senior Rule of Law Advisor 
Tel: 3435-9475 

Email: psimonett@usaid.gov 





Kusumastuti Soepardjo 

Senior Anti-Corruption Specialist 
Tel: 3435-9408 

Email: kusumastuti@usaid.gov 


http://indonesia.usaid.gov 
http://mcc.gov 





LATAR BELAKANG 

Pada bulan Oktober 2006, Dewan Millennium Challenge Corporation (MCC) 
menyetujui “Threshold Plan' Pemerintah Indonesia sebesar $55 juta dollar AS 
yang ditujukan pada perbaikan indikator -indikator “Pengendalian Korupsi” 
dan “Cakupan Imunisasi”. Presiden Amerika Serikat George W. Bush dan 
Presiden Republik Indonesia Bambang Susilo Yudhoyono mengesahkan 
“Threshold Plan' tersebut pada pertemuan mereka di bulan Nopember, 2006. 
Program ”Threshold” adalah program MCC yang dirancang untuk membantu 
negara-negara yang belum memenuhi persyaratan untuk menerima program 
pendanaan penuh MCC, yang disebut MCC Compact, tetapi telah 
menunjukkan komitment dan kemajuan-kemajuan yang berarti hingga saat ini 
dalam beberapa parameter MCC. Program Threshold MCC 
diimplementasikan oleh Badan Pembangunan Internasional Pemerintah AS 
(USAID). 


Di bawah komponen MCC-ICCP, pemerintah Indonesia telah bertekad untuk 
mengurangi korupsi di pemerintahan. Upaya-upaya yang akan dilakukan 
termasuk pelaksanaan pembaruan administrasi peradilan, keterbukaan sistem 
peradilan, peningkatan kemampuan untuk memerangi kasus-kasus pencucian 
uang, penuntutan kasus-kasus korupsi di pemerintah, dan pengurangan 
kesempatan untuk korupsi melalui pemutakhiran sistem pengadaan barang 
dan jasa milik pemerintah. 


NILAI BANTUAN/REKANAN 

MCC-ICCP merupakan dana hibah senilai $35 juta dollar AS berjangka waktu 
dua tahun, dan yang sedang diimplementasikan oleh Chemonics International 
Inc. serta Departemen Kehakiman Pemerintah AS melalui Program Bantuan 
International Criminal Investigative Training (ICITAP). 


KEGIATAN-KEGIATAN 

Pembaruan Sistem Peradilan 

« Pelatihan Kode Etik kehakiman yang baru untuk para Hakim. 

“« Pelatihan bagi pejabat senior peradilan dalam pengisian pelaporan 
kekayaan pribadi dan pengawasan terhadap pelaporan kekayaan. 

« Penyusunan uraian jabatan,I pekerjaan dan standar kerja bagi personil 
Peradilan. 

»« Perbaikan sistem keuangan Peradilan. 

« Peningkatan kemampuan website dan pengumuman keputusan-keputusan 
Mahkamah Agung secara online. 

« Menjalankan tata cara untuk menangani pengaduan masyarakat dan 
menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan Peradilan kepada 
masyarakat. 

» Mengembangkan panduan untuk menyebarkan informasi kepada 
masyarakat mengenai pegawai-pegawai pengadilan yang dikenai sanksi 
indisipliner. 
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Millennium Challenge Corporation Threshold Program for Indonesia 
Control of Corruption Project (MCC-ICCP) 


MCC Indicator 
Control of Corruption 
(Indonesia) 


World Bank Institute 


Indikator ini menunjukkan kinerja 
suatu negara untuk “pembayaran 
tambahan yang diperlukan untuk 
menyelesaikan suatu urusan”, dampak 
korupsi pada lingkungan usaha, 
korupsi di bidang politik, dan tendensi 
para elit untuk ikut campur dalam 
“urusan pemerintah”. Garis median 
ditarik dari kelompok negara-negara 
berpenghasilan rendah. 





Memperbaiki Kapasitas Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) 


Pengembangan kampanye “Kenali Nasabah Anda” bagi lembaga-lembaga 
keuangan non-bank untuk menemukan dan melaporkan transaksi 
mencurigakan yang mungkin merujuk kepada aktivitas pencucian uang. 
Meningkatkan kapasitas PPATK untuk menerima dan 
menganalisa laporan-laporan keuangan secara online. 

Membuat sistem komunikasi online antara PPATK dan penegak hukum 
terkait untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam tukar menukar 
informasi. 


Meningkatkan Kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 


Menyediakan peralatan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan 
teknis Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyidikan 
dan penuntutan atas kasus-kasus korupsi. 

Dengan bantuan dari Lembaga Transparancy International Indonesia, 
mengembangkan database untuk penyusunan Index Penyuapan (Bribery 
Index) dan pengembangan dari Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan 
oleh Transparancy International. 


Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pemerintah Secara 
Elektronik 


Membangun lima pusat pengadaan barang dan jasa pemerintah secara 
elektronik di lima propinsi. 

Menunjang pengumpulan data awal di lima propinsi untuk mengurangi sistem 
penunjukkan langsung pengadaan barang dan jasa dan membantu 
mengidentifikasi kegiatan pengadaan yang tidak layak dan mencurigakan. 


HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI 
MCC-ICCP ini secara resmi diluncurkan pada bulan April 2007. Hasil-hasil 
yang telah dicapai sampai saat ini termasuk: 


Membentuk hubungan kerja yang produktif dengan pejabat terkait di 
beberapa instansi pemerintah yang menerima bantuan ini. 

Menilai kondisi terkini di beberapa instansi pemerintah yang menerima 
bantuan ini perihal kemampuan perencanaan program dan kemampuan 
teknologinya. 

Melaksanakan pelatihan untuk lebih dari 2000 pelatih dan para 
hakim tentang Pedoman Perilaku Hakim. 

Mempublikasikan 5803 keputusan-keputusan MA di website Mahkamah 
Agung, www.putusan.net 

Menyusun uraian pekerjaan untuk 850 posisi penting di Peradilan. 

Melatih lebih dari 1700 pejabat-pejabat keuangan dan anggaran di 
Mahkamah Agung untuk penerapan sistem anggaran berbasis kinerja 
milik Pemerintah Indonesia. 

Melakukan inventarisasi asset Pengadilan di 4 Propinsi di Indonesia. 
Meluncurkan kampanye publik mengenai anti pencucian uang di TV, radio 
dan media cetak. 

Pengadaan piranti keras, lunak, dan peralatan di 
pengadaan barang dan jasa elektronik milik pemerintah. 
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U.S. Agency for International Development has provided economic and humanitarian assistance worldwide for more than 40 years. 


Indonesia FY05 


Ruling Justly 


Political Civil Government Puleof Law Voice and 
Rights Liberties Effectiveness Accountability 











.... 
95 97 99 O1 03 95 97 99 O1 03 





96 98 00 O2 96 98 00 02 96 98 00 02 96 98 00 02 








Pa Primary Education Girls" Primary Education 
Immunization Rates Health Expenditures : . 
Expenditures Completion 


1.84 


























99 00 O1 02 03 00 O1 02 03 O4 94 95 96 97 00 96 00 Ot 





Economic Freedom 


Beoulaten Credit Rating Ai da Trade Policy Inflation Fiscal Policy 
Guality Bus. 
! 45 4 15 


























96 98 00 02 02 03 04 00 O1 02 03 04 99 00 O1 02 03 





Note: The Board of the MCC will consider performance under these indicators plus gualitative and other materials in choosing countries eligible to submit 
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Millennium Challenge Account Threshold Program 
STRATEGIC OBJECTIVE GRANT AGREEMENT 
Dated: November 17, 2006 
Between 


The United States of America, acting through the United States Agency for 
International Development ("USAID") 


and 
The Government of the Republic of Indonesia, acting through the National 
Development Planning Agency (BAPPENAS) (hereinafter referred to as the 
"Grantee") 
Article 1: Purpose 
The purpose of this Strategic Objective Grant Agreement ("Agreement") is to set out the 
understanding of the parties named above (the "Parties") about the Strategic Objective 
described below. 
Article 2: Strategic Objective and Results 
Section 2.1. Strategic Objective. The strategic objective (“Strategic Objective" or 
“Objective”) is to improve anti-corruption efforts and immunization coverage in 


Indonesia. 


This Section 2.1 may not be changed except by formal written amendment to this 
Agreement by the Authorized Representatives, as defined in Section 6.3. 


Section 2.2. Results. In order to achieve the Objective, the Parties agree to work 
together to achieve the following results (each a “Result” and collectively, the “Results”): 


(a) Strengthen anti-corruption capacity in key Government institutions: and 
(b) Improve the ability of the health system to provide immunization coverage. 


This Section 2.2 may not be changed except by formal written amendment to this 
Agreement by the Authorized Representatives. 


Section 2.3. Annex 1. Amplified Program Description. Annex 1, attached hereto, 
forms part of this Agreement and amplifies the above Objective and Results. Within the 
limits of the above definitions of the Objective in Section 2.1 and the Results in Section 


2.2, Annex 1 may be changed only by written agreement of the Authorized 
Representatives, without formal amendment of this Agreement. 


Article 3: Contributions of the Parties 


Section 3.1. USAID Contribution. The Grant. To help achieve the Objective set 
forth in this Agreement, USAID, hereby grants, subject to the terms and conditions set 
forth herein, and pursuant to the Foreign Assistance Act of 1961, as amended, and 
Section 616 of the Millennium Challenge Act of 2003, to the Grantee an amount not to 
exceed fifty-five million United States ("U.S.") dollars ($55,000,000) (the "Grant"). 


Section 3.2. Grantee Contribution. The Grantee shall provide or cause to be 
provided all funds, in addition to those provided by USAID and any other donor 
identified in Annex 1, and all other resources reguired to complete, on or before the 
Completion Date, all activities necessary to achieve the Results. Grantee support shall 
include, but shall not be limited to, all organizational costs associated with achieving the 
Results. 


Article 4: Completion Date 


(a) The Completion Date, May 31, 2009, or such other date as the Parties may 
agree to in writing, is the date by which the Parties estimate that all the activities 
necessary to achieve the Objective and Results will be completed. 


(bp)  Except as USAID may otherwise agree to in writing, USAID will not 
issue or approve documentation which would authorize disbursement of the Grant for 
services performed or goods furnished after the Completion Date. 


(c) Reguests for disbursement, accompanied by necessary supporting 
documentation prescribed in Implementation Letters, are to be received by USAID no 
later than nine (9) months following the Completion Date, or such other period as USAID 
agrees to in writing. After such period, USAID, at any time or times, may give notice in 
writing to the Grantee and reduce the amount of the Grant by all or any part thereof for 
which reguests for disbursement, accompanied by necessary supporting documentation 
prescribed in Implementation Letters, were not received before the expiration of such 
period. 


Article 5S: Conditions Precedent to Disbursement 


Section 5.1. First Disbursement. Prior to the first disbursement under the Grant or 
to the issuance by USAID of documentation pursuant to which such disbursement will be 
made, the Grantee will, except as the Parties may otherwise agree in writing, furnish to 
USAID in form and substance satisfactory to USAID a statement, signed by the 
Authorized Representative of the Grantee specified in Section 6.3, of the name and title 
of each person who will act as a representative of the Grantee under Section 6.3, together 
with a specimen signature of each person specified in such statement. 


Section 5.2. Notification. USAID will promptly notify the Grantee when USAID 
has determined that a condition precedent has been met. 


Section 5.3. Terminal Dates for Conditions Precedent. The terminal date for 
meeting the conditions specified in Section 5.1 is thirty (30) days from the date of this 
Agreement or such later date as USAID may agree to in writing. If the conditions 
precedent in Section 5.1 have not been met by the above terminal date, USAID may 
terminate this Agreement in whole or in part by written notice to the Grantee. 


Article 6: Miscellaneous 


Section 6.1. Financial Disbursement. The activities funded under this Agreement 
will be undertaken in conformity with United States Government rules, regulations, 
policies and procedures, and USAID will disburse all funds under this Agreement to 
Implementing Partners (as defined in Annex 1) consistent with such rules, regulations, 
policies and procedures. 


Section 6.2. Communications. Any notice, reguest, document, or other 
communication submitted by either Party to the other under this Agreement shall be (a) in 
writing or by telegram or telefax, and (b) deemed duly given or sent when delivered to 
such Party at the following address: 


To USAID: 

Mail Address: 
United States Agency for International Development 
American Embassy 
Jl. Medan Merdeka Selatan 3-5 
Jakarta 10110, Indonesia 
Attn: Mission Director 

Telefax: #62-21-380 6694 

Telephone:  #62-21-3435-9000 


To the Grantee: 
Mail Address: 
Syahrial Loetan 
Excecutive Secretary of Ministry 
Chief Executive of the National Development Planning Agency 
Jl. Taman Suropati 2 
Jakarta 10110, Indonesia 


Telefax: #62-21-392-0352 
Telephone: #62-21-3193-4315 


All such communications shall be in English unless the Parties otherwise agree in 
writing. Other addresses may be substituted for the above upon the giving of prior notice 
to the other Party. 


Section 6.3. Representatives. For all purposes relevant to this Agreement, the 
Grantee will be represented by the individual holding or acting in the Office of State 
Minister for Development Planning, and USAID will be represented by the individual 
holding or acting in the Office of Mission Director, USAID/Indonesia (each an 
“Authorized Representative” and together, the “Authorized Representatives”). Each of 
the Authorized Representatives, by written notice, may designate additional 
representatives (“Additional Representatives”) for all purposes except signing this 
Agreement, signing formal amendments to the Agreement or exercising the power under 
Section 2.3 to change Annex 1. The names of the Authorized Representative and the 
Additional Representatives of the Grantee, with specimen signatures, will be provided to 
USAID, and USAID may accept as duly authorized any instrument signed by such 
representatives in implementation of this Agreement, until receipt of written notice of 
revocation of their authority. 


Section 6.4. Standard Provisions Annex. A "Standard Provisions” Annex (Annex 
2) is attached to and forms part of this Agreement. 


Section 6.5. Amendments. Unless otherwise specified herein, the Parties may 
amend this Agreement only by a formal written amendment signed by the Authorized 
Representatives. 


Article 7: Special Covenants 


Section 7.1. Standard Provisions. After a thorough review, the Parties have 
determined that the activities proposed for funding under this Agreement do not in any 
way relate to the terms of Standard Provisions F.1, F.2, F.3 and F.4. Should potential 
issues arise in the future under this Agreement, the Parties agree to work together to 
resolve any concerns related to Standard Provisions F.1, F.2, F.3 and F.4 of Annex. 2. 


Section 7.2. Implementation. In support of the Objectives of this Agreement, the 
Parties may conclude implementation arrangements as more fully described in Section 
A.2, Implementation Letters, of Annex 2. 


Section 7.3. Contractors, Grantees and Other Organizations. Funding under this 
Agreement may be provided directly by USAID in the form of contracts, grants. 
cooperative agreements and other mechanisms to international private voluntary 
Organizations, commercial entities, universities, international and national non- 
governmental organizations and other U.S. Government agencies that work as 
Implementing Partners (as defined in Annex 1) to implement the Program. 


Section 7.4. Visas and Assignment Approvals. The Grantee, in conjunction with 
appropriate Government of Indonesia ministries and offices, will ensure the prompt and 





timely approval and issuance of visas and assignment approvals for the employees, 
consultanis and experts of any Implementing Partners financed by USAID under this 
Agreement through an established procedure agreed to in writing by the Grantee and 
USAID. 


Section 7.5. Taxation Exemptien. 


fa) Any cantractor, subcontraotor, grantee, subgrantee, or other organization and 
their cmployees, excepi citizens of Indonesia, carrying out activities financed by USAID 
under this Agreement shall be exempt from taxation, including but not limited to custom 
dutics, tarifis, import taxes, Income tax, and value added taxes an Income, eguipment and 
property financed, Isased or imported with USAID funding under this Agreement, as 
more fully deseribed in Section B.4 of the Standard Provisions in Annex 2, Ihrough an 
established procedure agreed to in writing by the Grantee and USAID, 


(Bh Commodities acguired localiy and internationally by USAID and the 
Implementing Partners (including contractors, grantees, subcontractors and subgranices) 
that are financed under this Agreement shall be cxempt from faxation meluding value- 
added taxes (VAT). tariffs, and custom duties imposed by Indonesia. The Government of 
Indonesia shall provide reimbursement in a timely fashion to USAID or the 
Imnplementing Partners for all taxes, including VAT and custom duties, that are imposed 
or it may be subject wa U.S, Congressionally mandated withholding penalty of future 
U.S. foreign assistance. Commodities include materials, articles, supphies, goods and 
eguipmeni. 


(c) In ihe eventofa conflict between this section and Section B.4 of the Standard 
Provisions for purposes of this Agreement, Section B,4 of the Standard Provisions shall 
govern. 

& 


This Agreement shall come Into force and effect on the date of the signature by both 
Authorized Respresentatives, 


IN WITNESS WHEREOF, the United States of America and the Grantee, cach acting 


through its Authorized Representative, have caused this Agreement to be signed in their 
names and delivered as of the day and year first above written, 


UNITED STATES OF AMERICA GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 








INDONESIA 
51 
By... 4 : 4 : By: In Tn 
William M. Frej Syah tlk.oetan , 
Mission Director USAID/Indohesia Excectitive Secretary of Ministry 


Chief Executive of the National 
Development Planning Ageney 








Witness 


1/81 








BASnn Pascge 
United States Anfbassador 
to Indonesia 





/s/I 


H, Paskah Susetta 
Minister of Stats fer 
National Development Planning 


ANNEX 1 
AMPLIFIED PROGRAM DESCRIPTION 


l. INTRODUCTION 


This Annex provides an amplified description of the Strategic Objective and contains an 
illustrative list of activities and anticipated results. Nothing in this Annex shall be 
construed as amending any of the definitions or terms of the Agreement. 


1. BACKGROUND 


In November 2005, the Millennium Challenge Corporation (“MCC”) selected Indonesia 
as eligible to receive MCC Threshold Program assistance. In response to MCC's 
invitation, the Government of the Republic of Indonesia (the “Government”) submitted 
its Threshold Country Plan to MCC in September 2006, focused on activities that would 
positively impact the MCC indicators on “Control of Corruption” and “Immunization 
Rates.” 


In October 2006, the MCC Board of Directors approved Threshold Program assistance 
for Indonesia as set forth in this Agreement (the “Program”). The Program is designed to 
support government and nongovernment actions and priorities to (a) improve anti- 
corruption efforts, and (b) improve immunization coverage. Program activities will 
reduce corruption by implementing coordinated judicial reforms, improving the 
capability of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK): improving 
the capabilities of the Corruption Eradication Commission (KPK), and implementing an 
electronic government procurement system. The Program will improve immunization 
coverage through improved capacity building and commitment within the public and 
private health sectors. 


NI. STRATEGIC OBJECTIVE: RESULTS TO BE ACHIEVED 
The Strategic Objective of this Agreement is to improve anti-corruption and 
immunization efforts in Indonesia within the MCC indicator framework. In order to 
achieve the Objective, the Program focuses on several distinct yet related efforts: 
A. Strengthen ongoing judicial reforms, 
. Strengthen the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK): 


B 
C. Strengthen the Corruption Eradication Commission (KPK): 
D 


. Expand an ongoing Electronic Government Procurement System: and 


m 


Strengthen the public and private health care immunization systems. 


IV. ACTIVITIES 


The Program will involve two broad components and their associated activities: 


Component 1. Reduce Public Corruption 


The Government will seek to improve its performance on the Control of Corruption 
indicator by developing management, transparency and ethics skills and systems in the 
judiciary, strengthening the Financial Transaction Reports and Analysis Center and the 
Corruption Eradication Commission, and establishing five regional electronic 
government procurement centers as part of a nationwide e-GP program. 


Result: Reduce opportunities for public corruption through administrative reforms and 
increasing transparency in the judiciary, increasing enforcement capabilities to fight 


money laundering and prosecute cases of public corruption, and reducing opportunities 
for corruption by modernizing public procurement systems. 


Proposed Activities: 


Reform the Judiciary 


|. Train all judges on the newly adopted Judicial Code of Conduct by developing 
training modules, training trainers, and training judges. 


2. Train senior-level court personnel on wealth reporting reguirements and establish a 
monitoring system to ensure their compliance. 


3. Develop uniform job descriptions, minimum mandatory gualifications, and 
performance standards for all court personnel. 


4. Establish and implement a court personnel and judicial staffing plan based on an 
assessment to determine the optimal configuration. 


5. Develop and implement a human resource database for court personnel and provide 
training on this. 


6. Provide technical assistance, develop guidance, and provide training on court budget 
preparation and management, proper budget data reporting, and budget advocacy: 
develop a system to release court budget information to the public. 


7. Develop a database of the court system's physical assets to ensure tracking and 
accountability. 


8. Publish all Supreme Court decisions online and enhance the Supreme Court website. 
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9. Implement public complaints procedures and corresponding public awareness 
materials for all courts in Indonesia. 


10. Develop media and web-based outreach programs on court activities, including 
publication of court information brochures on court procedures and court fees. 


11. Develop guidelines to release disciplinary information concerning court personnel 
and the judiciary to the public. 


12. Increase the public's access to court information. 


Improve the Capability of the Financial Transaction Reports and Analysis Center 
(PPATK) 


1. Enhance the “Know Your Customer” education and public awareness campaign by 
introducing it to non-bank financial institutions. This campaign seeks to improve the 
ability of non-bank financial institutions to detect and report suspicious financial 
transactions that may indicate money laundering activity, and explains to customers 
the importance of cooperating with banks in this regard. 


2. Increase the capacity of the Financial Transaction Reports and Analysis Center to 
receive and analyze online financial reports through technical assistance and 
provision of computer resources. 


3. Establish an online communications system between the Financial Transaction 
Reports and Analysis Center and law enforcement agencies to enhance their ability to 
share information and collaborate on anti-money laundering investigations. 


Improve the Capability of the Corruption Eradication Commission (KPK) 


1. Provide communications monitoring eguipment, a comprehensive radio 
communications system, courtroom audio/video recording eguipment, and related 
training on standard operating procedures to improve the Corruption Eradication 
Commission's technical capabilities to investigate and prosecute corruption cases, 
especially of high-level government officials. 


2. Expand the data collected for Transparency International's Corruption Perception 
Index to include data on the 12 distinct definitions of bribery under Indonesia law, 
and a comprehensive analysis on perception of corruption in public service, and 
business and non-business licensing, to help the Government of Indonesia focus its 
anti-corruption efforts. 


Implement Electronic Government Procurement 


1. Establish five regional e-GP centers, as part of a national e-GP system which includes 
a primary center in Jakarta and will include a total of 12 regional centers. 


11 


2. Support baseline data collection from the five regional centers in order to set 
performance targets for the reduction of single-source procurements and to help 
identify suspicious and inappropriate procurement activity. 


3. Conduct public outreach to educate the public, including potential procurement, 
vendors, about the reforms in procurement and the functioning of the e-GP centers. 


Component 2. Increase Immunization Rates 


The Government of Indonesia will maximize immunization coverage by implementing a 
national immunization program and building capacities of health-care providers. It will 
finalize its Expanded Program of Immunization (EPI) for 2007-2011 in 2006 to set the 
framework for improving immunization delivery, monitoring, and surveillance. Local 
health-care providers are the key to success in this area, especially in hard-to-reach areas. 
To establish a foundation for successful implementation of the EPI, the Program will 
improve strategy preparation in all levels of government, as well as improve the skills 
and abilities of the health-care providers. The Program will undertake awareness raising 
efforts to create the demand for immunization services within the general population so 
that people regularly access these services. 


Result: Score above the median on MCC's Immunization Rates indicator by immunizing 
at least 80 percent of children under one year of age for diphtheria, tetanus, and pertussis 
immunization coverage and 90 percent for measles. 


Proposed Activities: 
Build Capacity 


1. Provide technical and management training for health-care providers, including 
nongovernmental organizations and the private sector, to strengthen delivery of 
services. This includes training on epidemiology, immunization and surveillance, 
mid-level management, financial sustainability, integrated health planning, and 
budgeting. 


2. Improve the monitoring of vaccines through better data collection and forecasting 
practices to measure vaccination coverage, ensure the availability of guality vaccine 
supplies, and monitor program results against performance indicators. 


3. Improve and expand polio surveillance systems for other vaccine-preventable 
diseases through development of surveillance guidelines, development of training 
modules, and training. 


4. Develop a guide on interpersonal communication for health-care service providers 
and provide applicable training. 
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Conduct Advocacy and Information Campaigns 


|. Strengthen national and local commitments to immunization services through policy 
and strategy dialogues. 


2. Assist Province and District Health Offices to develop and implement multi-year 
strategic plans and annual work plans to deliver reliable immunization services. 


3. Assist Province and District Health Offices in advocating for increased human and 
financial resources from local budgets. 


4. Support activities to engage and motivate community leaders, nongovernmental 
organizations, and faith-based partners to promote and advocate for strengthened 
routine immunization services. 


5. Support media/information campaigns regarding regular immunization. 


6. Develop an EPI Technical Advisory Group and supporting secretariat to provide 
expertise on human resources and financial planning with national and subnational 
budget recommendations. 


V. ROLES AND RESPONSIBILITIES 


A. THE GRANTEE 


In connection with the implementation of the activities under this Agreement, the 
Government shall use its best efforts to ensure that the Results and the Objective are 
achieved, as contemplated in this Agreement. 


In furtherance of, but without limiting the foregoing, the Government shall: (a) pay for 
the annual salaries and organizational costs of the Government staff assigned to oversee 
the Program, (b) provide office space for staff of selected Implementing Partners (as 
defined below), (c) provide Program monitoring support: (d) ensure budget support and 
replication of lessons learned to sustain Program activities after the Completion Date and 
expand to other areas, and (e) liaise with other Government ministries and agencies to 
ensure that the Government of Indonesia fulfills its responsibility to facilitate donor 
coordination, visa and assignment approvals, fee, tariff and tax exemptions, and customs 
clearances in accordance with this Agreement. 


B. USAID 


USAID, or Implementing Partners on its behalf, will work closely with the Government 
(specifically BAPPENAS, the Supreme Court, the Corruption Eradication Commission, 
PPATK, and the Ministry of Health,, among others) to assist the Government to 
successfully implement the Program and achieve the Results and the Objective 
contemplated by this Agreement. 
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USAID will solicit, manage, finance and take overall responsibility for goods and 
technical services to be procured which contribute to the achievement of the Program 
under this Agreement. USAID will be responsible for the day-to-day, overall 
management of the Program and for monitoring progress toward achievement of the 
Program. All recipients of assistance under this Agreement will be selected and funded 
by USAID in accordance with United States Government rules and regulations. In 
consultation with the Grantee, USAID will approve the scopes of work and proposals 
from the implementing partners. USAID will monitor and supervise all financial and 
implementation actions of the Program. 


USAID will enter into one or more agreements with one or more third-party 
implementing partners (each, an “Implementing Partner”) to implement the Program. 
Such agreements may include but not be limited to grants, cooperative agreements, and 
contracts. The Implementing Partners may be local, United States, international or multi- 
national, governmental or nongovernmental, organizations or persons. 


C. IMPLEMENTING PARTNERS 


In consultation with the Grantee, USAID will select the Implementing Partners and will 
ensure that the Implementing Partners carry out the implementation of the Program in 
conformance with this Agreement. Implementing Partners will provide reports directly to 
USAID and the Grantee under the terms of their individual agreements with USAID. 
Each agreement between USAID and an Implementing Partner that is an organization 
will be consistent with this Agreement and will include a monitoring and evaluation plan, 
including indicators, targets and outputs. 


D. COORDINATION 


USAID will coordinate overall program implementation with the National Development 
Agency through a Project Steering Committee (PSC) meeting. The PSC will be co- 
chaired by a representatives from The National Development Agency (BAPPENAS), and 
from USAID. The PSC will meet periodically to review project policy, budget, results, 
and workplans. Within this framework and given the cross-cutting and integrated nature 
of the assistance to be provided under this agreement, the Parties will collaborate closely 
with the national and local representatives of other relevant GOI ministries and 
institutions on specific areas of assistance and day to day implementation. The Parties 
agree to establish appropriate working-level implementation mechanisms to achieve the 
Objective. 


E. MCC 
USAID and the Government acknowledge and understand that MCC has charged USAID 


with responsibility for administering and overseeing the implementation of this 
Agreement under MCC principles of country ownership, accountability and emphasis on 
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results. USAID and the Government acknowledge and agree that MCC shall have no 
rights or obligations under this Agreement. 


VI.  FINANCIAL PLAN 


The financial plan (the “Financial Plan”) for the Program is set forth below. Changes 
may be made to the Financial Plan in writing by the Authorized Representatives without 
formal amendment to the Agreement, if such changes do not cause USAID's contribution 
to exceed the amount specified in Section 3.1 of the Agreement. 


Program Component USAID 
Contribution 
(in U.S. Dollars) 


Anti-Corruption $35,000,000 
Immunization $20,000,000 
TOTAL $55,000,000 


VII. MONITORING AND EVALUATION 


USAID and the Grantee agree to establish a program of reviewing, evaluating and 
reporting on progress made and results achieved as part of this Agreement. Except as the 
Parties may otherwise agree in writing, the program of reviewing, evaluating and 
reporting will include during the implementation of this Agreement (1) submission of an 
annual performance report by USAID to the Grantee, in a mutually agreed upon format, 
on the activities which are addressing the achievement of the overall objective, and (2) 
review of progress on a freguent and continual basis through site visits and other 
monitoring mechanisms by USAID and the implementing partners. 


Achievement of the Results and the ge Objective shall be measured based upon the 
following performance indicators and targete: 









Component 1. Strengthen Anti-Corruption Efforts. 






e Improve performance on Transparency International's Corruption Perception Index 
from 2.2 out of 10 (2005) to 3.8 out of 10 (by 2008). 






Improve performance on the World Bank Institute's Control of Corruption Indicator 
from -0.90 (2004 Raw Score) to -0.25 (2008 Raw Score). 









Reduce undocumented extra payments or bribes connected with getting favorable 
judicial results from 3.3 (2005) to 3.8 (Source: Global Competitiveness Report). 








Component 2. Strengthen Immunization Cover 












Ch the judic Is affected by € 
3.8 (2005) to 3.4 (Source: Transparency International's Global Corruption 
Barometer). 


Reduce the pervasiveness of money laundering through banks from 3.6 (2005) to 4.1 
(Source: Global Competitiveness Report). 


Reduce the pervasiveness of money laundering through non-bank channels from 4.1 
(2005) to 4.5 (Source: Global Competitiveness Report). 






Increase the prosecution and conviction of corrupt officials score from 2.82 (2006) to 
3.0 (Source: Freedom House, Countries at the Crossroads). 







Increase the number of high-level government officials prosecuted for corruption 
from 2 (2006) to 6 (2008). 






Reduce undocumented extra payments or bribes connected with the awarding of 
public contracts from 3.4 (2005) to 3.9 (Source: Global Competitiveness Report). 






Reduce the extent of favoritism by government officials when deciding upon policies 
nd contracts from 3.7 (2005) to 4.2 (Source: Global Competitiveness Report). 






For children under one year of age, increase diphtheria, tetanus, and pertussis 
immunization rates to 80 percent and measles immunization rates to 90 percent on a 
national level. 


Targeted provinces and districts have developed multi-year immunization plans and 
annual work plans that address human resources, logistics, public awareness, 
supplementary immunization activities, surveillance, training, and data analysis. 
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Section F.1. 
Section F.2. 
Section F.3. 
Section F.4. 
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Prohibition of Assistance to Drug Traffickers. 
Workers' Rights. 


Standard Provisions 
Article A: Definitions and Implementation Letters. 


Section A.1. Definitions. As used in this Annex, the "Agreement" refers to the 
Strategic Objective Grant Agreement, including Annex 1 thereto, to which this Annex is 
attached and of which this Annex forms a part. Capitalized terms used and not otherwise 
defined in this Annex have the same meaning or reference as in the Agreement. 


Section A.2. Implementation Letters. To assist the Grantee in the implementation 
of the Agreement, USAID, from time to time, will furnish additional information about 
matters stated in this Agreement. The Parties may also issue jointly agreed-upon 
Implementation Letters to confirm and record their mutual understanding on aspects of 
the implementation of this Agreement. Implementation Letters can also be issued to 
record revisions or exceptions which are permitted by the Agreement. 


Article B: General Covenants. 


Section B.1. Consultation. The Parties will cooperate to assure that the Objective 
and Results of this Agreement will be accomplished. To this end, the Parties, at the 
reguest of either, will exchange views on progress towards the Objective and Results, the 
performance of obligations under this Agreement, the performance of any consultants, 
contractors, Or suppliers engaged under the Agreement, and other matters relating to the 
Agreement. 


Section B.2. Execution of Agreement. The Grantee will: 


(a) Carry out the Agreement or cause it to be carried out with due diligence and 
efficiency, in conformity with sound technical, financial, and management practices, and 
in conformity with those documents, plans, specifications, contracts, schedules, or other 
arrangements, and with any modifications therein, approved by USAID pursuant to this 
Agreement: and 


(b) Provide gualified and experienced management for, and train such staff as 
may be appropriate for the maintenance and operation of activities financed under the 
Agreement, and, as applicable for continuing activities, cause those activities to be 
operated and maintained in such manner as to assure the continuing and successful 
achievement of the Objective and Results of the Agreement. 


Section B.3. Utilization of Goods and Services. 
(a) Any goods and services financed under this Agreement, unless otherwise 


agreed in writing by USAID, will be devoted to the Agreement until the completion or 
termination of the Agreement, and thereafter (as well as during any period of suspension 


of the Agreement) will be used to further the Objective of the Agreement and as USAID 
may direct in Implementation Letters. 


(b) Goods or services financed under this Agreement, except as USAID may 
otherwise agree in writing, will not be used to promote or assist a foreign aid project or 
activity associated with or financed by a country not included in USAID Geographic 
Code 935 as in effect at the time of such use. 


Section B.4. Taxation. 


(a) General Exemption. The Agreement and the assistance thereunder are free 
from any taxes imposed under laws in effect in the territory of the Grantee. 


(b) Except as provided otherwise in this provision, the General Exemption in 
subsection (2) applies to, but is not limited to (1) any activity, contract, grant or other 
implementing agreement or subagreement financed by USAID under this Agreement, (2) 
any transaction or supplies, eguipment, materials, property or other goods (hereinafter 
collectively "goods") under (1) above: (3) any contractor, grantee, subcontractor, 
subrecipient or other organization carrying out activities financed by USAID under this 
Agreement, (4) any employee of such organizations, and (5) any individual contractor or 
grantee carrying Out activities financed by USAID under this Agreement. 


(c) Except as provided otherwise in this provision, the General Exemption in 
subsection (a) applies to, but is not limited to, the following taxes: 


(1) Exemption 1. Customs duties, tariffs, import taxes, or other levies on 
the importation, use and re-exportation of goods or the personal belongings and effects 
(including personally-owned automobiles) for the personal use of non-national 
individuals or their family members. Exemption 1 includes, but is not limited to, all 
Charges based on the value of such imported goods, but does not include service charges 
directly related to services performed to transfer goods or cargo. 


(2) Exemption 2. Taxes on the income, profits or property of all (i) non- 
national organizations of any type, (ii) non-national employees of national and non- 
national organizations, or (iii) non-national individual contractors and grantees and their 
subawardees. Exemption 2 includes income and social security taxes of all types and all 
taxes on the property, personal or real, owned by such non-national organizations or 
persons. The term "national" refers to organizations established under the laws of the 
Grantee and citizens of the Grantee, other than permanent resident aliens in the United 
States. 


(3) Exemption 3. Taxes levied on the last transaction for the purchase of 
goods or services financed by USAID under this Agreement, including sales taxes, value- 
added taxes (VAT), or taxes on purchases or rentals of real or personal property. The 
term "last transaction" refers to the last transaction by which the goods or services were 
purchased for use in the activities financed by USAID under this Agreement. 


(d) Ifa tax has been levied and paid contrary to the provisions of an exemption, 
USAID may, in its discretion, (1) reguire the Grantee to refund to USAID or to others as 
USAID may direct the amount of such tax with funds other than those provided under the 
Agreement, or (2) offset the amount of such tax from amounts to be disbursed under this 
or any other agreement between the Parties. 


(e) In the event of a disagreement about the application of an exemption, the 
Parties agree to promptly meet and resolve such matters, guided by the principle that the 
assistance furnished by USAID is free from direct taxation, so that all of the assistance 
furnished by USAID will contribute directly to the economic development of the country 
of the Grantee. 


Section B.5. Reports and Information, Agreement Books and Records, Audits, 
and Inspections. 


(a) Reports and Information. In the event that USAID funds are expended directly 
by the Grantee, the Grantee shall furnish USAID accounting records and such other 
information and reports relating to the Agreement as USAID may reasonably reguest. 


(b) Grantee Agreement Books and Records. The Grantee shall maintain 
accounting books, records, documents and other evidence relating to the Agreement, 
adeguate to show, without limitation, all costs incurred by the Grantee under the 
Agreement, the receipt and use of goods and services acguired under the Agreement by 
the Grantee, agreed-upon cost sharing reguirements, the nature and extent of solicitations 
of prospective suppliers of goods and services acguired by the Grantee, the basis of 
award of Grantee contracts and orders, and the overall progress of the Agreement toward 
completion ("Agreement books and records"). The Grantee shall maintain Agreement 
books and records in accordance with generally accepted accounting principles prevailing 
in the United States, or at the Grantee's option, with approval by USAID, other 
accounting principles, such as those (1) prescribed by the International Accounting 
Standards Committee (an affiliate of the International Federation of Accountants) or (2) 
prevailing in the country of the Grantee. Agreement books and records shall be 
maintained for at least three years after the date of last disbursement by USAID or for 
such longer period, if any, reguired to resolve any litigation, claims or audit findings. 


(c) Grantee Audit. If $300,000 or more of USAID funds are expended directly by 
the Grantee in its fiscal year under the Agreement, the Grantee shall have financial audits 
made of the expenditures in accordance with the following terms, except as the Parties 
may otherwise agree in writing: 


(1) With USAID approval, the Grantee shall use its authorized audit 
institution or select an independent auditor in accordance with the "Guidelines for 
Financial Audits Contracted by Foreign Recipients" issued by the USAID Inspector 
General ("Guidelines"), and the audits shall be performed in accordance with the 
"Guidelines": and 


(2) The audit shall determine whether the receipt and expenditure of the 
funds provided under the Agreement are presented in accordance with generally accepted 
accounting principles agreed to in section (b) above and whether the Grantee has 
complied with the terms of the Agreement. Each audit shall be completed no later than 
nine months after the close of the Grantee's year under audit. 


(d) Sub-recipient Audits. The Grantee, except as the Parties may otherwise agree 
in writing, shall submit to USAID, in form and substance satisfactory to USAID, a plan 
for the audit of the expenditures of "covered" sub-recipients, as defined below, that 
receive funds under this Agreement pursuant to a direct contract or agreement with the 
Grantee. 


(I)A "covered" sub-recipient is one who expends $300,000 or more in its 
fiscal year in "USAID awards" (i.e., as recipients of USAID cost reimbursable contracts, 
grants or cooperative agreements and as sub-recipients under USAID strategic objective 
and other grant agreements with foreign governments). 


(2) The plan shall describe the methodology to be used by the Grantee to 
satisfy its audit responsibilities for covered sub-recipients. The Grantee may satisfy such 
audit responsibilities by relying on independent audits of the sub-recipients: expanding 
the scope of the independent financial audit of the Grantee to encompass testing of sub- 
recipients' accounts, or a combination of these procedures. 


(3) The plan shall identify the funds made available to covered sub- 
recipients that will be covered by audits conducted in accordance with other audit 
provisions that would satisfy the Grantee's audit responsibilities. (A nonprofit 
organization organized in the United States is reguired to arrange for its own audits. A 
for-profit contractor organized in the United States that has a direct contract with USAID 
is audited by the cognizant U.S. Government Agency. A private voluntary organization 
organized outside the United States with a direct grant from USAID is reguired to arrange 
for its own audits. A host-country contractor should be audited by the Grantee's auditing 
agency.) 


(4) The Grantee shall ensure that covered sub-recipients under direct 
contracts or agreements with the Grantee take appropriate and timely corrective actions: 
consider whether sub-recipients' audits necessitate adjustment of its own records, and 
reguire each such sub-recipient to permit independent auditors to have access to records 
and financial statements as necessary. 


(e) Audit Reports. The Grantee shall furnish or cause to be furnished to USAID 
an audit report for each audit arranged for by the Grantee in accordance with this Section 
within 30 days after completion of the audit and no later than nine months after the end of 
the period under audit. 


(D Other Covered Sub-recipients. For "covered" sub-recipients who receive funds 
under the Agreement pursuant to direct contracts or agreements with USAID, USAID 
will include appropriate audit reguirements in such contracts or agreements and will, on 
behalf of the Grantee, conduct the follow-up activities with regard to the audit reports 
furnished pursuant to such reguirements. 


(g) Cost of Audits. Subject to USAID approval in writing, costs of audits 
performed in accordance with the terms of this Section may be charged to the Agreement. 


(h) Audit by USAID. USAID retains the right to perform the audits reguired 
under this Agreement on behalf of the Grantee by utilizing funds under the Agreement or 
other resources available to USAID for this purpose, conduct a financial review, or 
otherwise ensure accountability of organizations expending USAID funds regardless of 
the audit reguirement. 


(H) Opportunity to Audit or Inspect. The Grantee shall afford authorized 
representatives of USAID the opportunity at all reasonable times to audit or inspect 
activities financed under the Agreement, the utilization of goods and services financed by 
USAID, and books, records and other documents relating to the Agreement. 


()) Sub-recipient Books and Records. The Grantee will incorporate paragraphs (a), 
(b), (d), (e), (9), (h) and (i) of this provision into all sub-agreements with non-U.S. 
organizations which meet the $300,000 threshold of paragraph (c) of this provision. Sub- 
agreements with non-U.S. organizations, which do not meet the $300,000 threshold, 
shall, at a minimum, incorporate paragraphs (h) and (i) of this provision. Sub-agreements 
with U.S. organizations shall state that the U.S. organization is subject to the audit 
reguirements contained in OMB Circular A-133. 


Section B.6. Completeness of Information. The Grantee confirms: 


(a) that the facts and circumstances of which it has informed USAID, or caused 
USAID to be informed, in the course of reaching agreement with USAID on the 
Agreement, are accurate and complete, and include all facts and circumstances that might 
materially affect the Agreement and the discharge of responsibilities under this 
Agreement, and 


(b) That it will inform USAID in timely fashion of any subseguent facts and 
circumstances that might materially affect, or that it is reasonable to believe might so 
affect, the Agreement or the discharge of responsibilities under this Agreement. 


Section B.7. Other Payments. Grantee affirms that no payments have been or will 
be received by any official of the Grantee in connection with the procurement of goods or 
services financed under the Agreement, except fees, taxes, or similar payments legally 
established in the country of the Grantee. 





Section B.8. Information and Marking. The Grantee will give appropriate 
publicity to the Agreement as a program to which the United States has contributed, 
identify Agreement activity sites, and mark goods financed by USAID, as described in 
Implementation Letters. 


Article C: Procurement Provisions. 
Section C.1. Source and Origin, and Nationality. 


(a) Disbursements under this Agreement will be used exclusively to finance the 
costs of goods and services reguired for the Agreement having, with respect to goods, 
their source and origin and, with respect to the suppliers of goods and services, their 
nationality, in countries included in Geographic Code 935 as in effect at the time orders 
are placed or contracts entered into for such goods or services, except as USAID may 
otherwise agree in writing and as follows: 


(1) Ocean transportation costs shall be financed under the Agreement only 
on vessels under flag registry of countries included in Geographic Code 935. Also see 
Section C.6 on use of U.S. flag vessels. 


(2) The country of the Grantee is an eligible source for marine insurance. 


(b) The nationality of ocean and air shipping transportation firms will be deemed 
to be the ocean vessel's or aircraft's country of registry at the time of shipment. 


(c) Provisions concerning restricted and ineligible goods and services may be 
provided in an Implementation Letter. 


(d) Transportation by air of property or persons financed under this Agreement 
will be on carriers holding United States certification, to the extent service by such 
carriers is available under the Fly America Act. This reguirement may be further 
described by USAID in Implementation Letters. 


Section C.2. Eligibility Date. No goods or services may be financed under the 
Agreement which are procured pursuant to orders or contracts firmly placed or entered 
into prior to the date of this Agreement, except as the Parties may otherwise agree in 
writing. 


Section C.3. Plans, Specifications and Contracts. In order for there to be mutual 
agreement on the following matters, and except as the Parties may otherwise agree in 
writing: 


(a) The Grantee will furnish to USAID upon preparation: 


(1) Any plans, specifications, procurement or construction schedules, 
contracts, or other documentation between the Grantee and third parties, relating to goods 


or services to be financed under the Agreement, including documentation relating to the 
pregualification and selection of contractors and to the solicitation of bids and proposals. 
Material modifications in such documentation will likewise be furnished USAID on 
preparation, and 


(2) Such documentation will also be furnished to USAID, upon 
preparation, relating to any goods or services, which, though not financed under the 
Agreement, are deemed by USAID to be of major importance to the Agreement. Aspects 
of the Agreement involving matters under this subsection (a) (2) will be identified in 
Implementation Letters. 


(b) Documents related to the pregualification of contractors, and to the solicitation 
of bids or proposals for goods and services financed under the Agreement will be 
approved by USAID in writing prior to their issuance, and their terms will include United 
States standards and measurements, 


(c) Contracts and contractors financed under the Agreement for engineering and 
other professional services, for construction services, and for such other services, 
eguipment, or materials as may be specified in Implementation Letters, will be approved 
by USAID in writing prior to execution of the contract. Material modifications in such 
contracts will also be approved in writing by USAID prior to execution, and 


(d) Consulting firms used by the Grantee for the Agreement but not financed 
under the Agreement, the scope of their services and such of their personnel assigned to 
activities financed under the Agreement as USAID may specify, and construction 
contractors used by the Grantee for the Agreement but not financed under the Agreement, 
shall be acceptable to USAID. 


Section C.4. Reasonable Price. No more than reasonable prices will be paid for 
any goods or services financed, in whole or in part, under the Agreement. Such items will 
be procured on a fair and, to the maximum extent practicable, competitive basis. 


Section C.5. Notification to Potential Suppliers. To permit all United States firms 
to have the opportunity to participate in furnishing goods and services to be financed 
under the Agreement, the Grantee will furnish to USAID such information with regard 
thereto, and at such times, as USAID may reguest in Implementation Letters. 


Section C.6. Shipping/Transportation 


(a) In addition to the reguirements in Section C.1(a), costs of ocean or air 
transportation and related delivery services may not be financed under the Grant, if the 
costs are for transportation under an ocean vessel or air charter which has not received 
prior USAID approval. 


(b) Unless USAID determines that privately owned United States-flag 
commercial ocean vessels are not available at fair and reasonable rates for such vessels, 
Or otherwise agrees in writing: 


(1) At least fifty percent (50Y0) of the gross tonnage of all goods 
(computed separately for dry bulk carriers, dry cargo liners and tankers) financed by 
USAID which may be transported on ocean vessels will be transported on privately 
owned United States-flag commercial vessels: and 


(2) At least fifty percent (5099) of the gross freight revenue generated by 
all shipments financed by USAID and transported to the territory of the Grantee on dry 
cargo liners shall be paid to or for the benefit of privately owned United States-flag 
commercial vessels. Compliance with the reguirements of (1) and (2) of this subsection 
must be achieved with respect to both any cargo transported from U.S. ports and any 
cargo transported from non-U.S. ports, computed separately. 


Section C.7. Insurance. 


(a) Marine insurance on goods financed by USAID which are to be transported to 
the territory of the Grantee may be financed under this Agreement provided (1) such 
insurance is placed at the most advantageous competitive rate: (2) such insurance is 
placed in a country which is authorized under Section C.1(a): and (3) claims thereunder 
are payable in U.S. dollars or any freely convertible currency unless USAID agrees 
otherwise in writing. 


If the Grantee (or the government of the Grantee), by statute, decree, rule, regulation, or 
practice discriminates with respect to USAID-financed procurement against any marine 
insurance company authorized to do business in any State of the United States, then all 
goods shipped to the territory of the Grantee financed by USAID hereunder shall be 
insured against marine risks and such insurance shall be placed in the United States with 
a company or companies authorized to do marine insurance business in the United States. 


(b) Except as USAID may otherwise agree in writing, the Grantee will insure, or 
cause to be insured, goods financed under the Agreement imported for the Agreement 
against risks incident to their transit to the point of their use under the Agreement, such 
insurance will be issued on terms and conditions consistent with sound commercial 
practice and will insure the full value of the goods. Any indemnification received by the 
Grantee under such insurance will be used to replace or repair any material damage or 
any loss of the goods insured or will be used to reimburse the Grantee for the replacement 
or repair of such goods. Any such replacement will be of source and origin of countries 
listed in USAID Geographic Code 935 as in effect at the time of replacement and, except 
as the Parties may agree in writing, will be otherwise subject to the provisions of the 
Agreement. 


Section C.8. U.S. Government-Owned Excess Property. The Grantee agrees that 
wherever practicable, United States Government-owned excess personal property, in lieu 


of new items financed under the Grant, should be utilized. Funds under the Agreement 
may be used to finance the costs of obtaining such property. 


Article D. Miscellaneous. 


Section D.1. Disbursements. No disbursements to the Grantee are contemplated 
under this Agreement. Should disbursements to the Grantee be reguired, disbursements 
will be made through such means as the Parties agree to in writing or as set forth in 
Annex 1. 


Section D.2. Rate of Exchange. If funds provided under the Agreement are 
introduced into the territory of the Grantee by USAID or any public or private agency for 
purposes of carrying out the obligations of USAID hereunder, the Grantee will make such 
arrangements as may be necessary so that such funds may be converted into local 
currency at the highest rate of exchange which, at the time the conversion is made, is not 
unlawful in the country of the Grantee to any person for any purpose. 


Article E. Termination, Remedies 
Section E.1. Suspension and Termination 


(a) Either Party may terminate this Agreement in whole or in part by giving the 
other Party 30 days' written notice. Either Party may suspend this Agreement in whole or 
in part upon giving the other Party 30 days” written notice. In addition, USAID may 
terminate this Agreement in whole or in part, upon giving the Grantee written notice, if 
(i) the Grantee fails to comply with any provision of this Agreement, (ii) an event occurs 
that USAID determines makes it improbable that the Objective or Results of the 
Agreement or the assistance program will be attained or that the Grantee will be able to 
perform its obligations under this Agreement, or (iii) any disbursement or use of funds in 
the manner herein contemplated would be in violation of the legislation governing 
USAID or the Grant whether now or hereafter in effect. 


(b) Except for payment which the Parties are committed to make pursuant to 
noncancelable commitments entered into with third parties prior to such suspension or 
termination, suspension or termination of this entire Agreement or part thereof will 
suspend (for the period of the suspension) or terminate, as applicable, any obligation of' 
the Parties to provide financial or other resources to the Agreement, or to the suspended 
or terminated portion of the Agreement, as applicable. Any portion of this Agreement 
which is not suspended or terminated shall remain in full force and effect. 


(c) In addition, upon such full or partial suspension or termination, USAID may, 
at USAID's expense, direct that title to goods financed under the Agreement, or under the 
applicable portion of the Agreement, be transferred to USAID if the goods are in a 
deliverable state. 


Section E.2. Refunds. 


(a) In the case of any disbursement which is not supported by valid 
documentation in accordance with this Agreement, or which is not made or used in 
accordance with this Agreement, or which was for goods or services not used in 
accordance with this Agreement, USAID, notwithstanding the availability or exercise of 
any other remedies under this Agreement, may reguire the Grantee to refund the amount 
of such disbursement in U.S. dollars to USAID within sixty (60) days after receipt of a 
reguest therefor. 


(b) If the failure of the Grantee to comply with any of its obligations under this 
Agreement has the result that goods or services financed or supported under the 
Agreement are not used effectively in accordance with this Agreement, USAID may 
reguire the Grantee to refund all or any part of the amount of the disbursements under this 
Agreement for or in connection with such goods or services in U.S. dollars to USAID 
within sixty (60) days after receipt of a reguest therefor. 


(c) The right under subsections (a) or (b) to reguire a refund of a disbursement 
will continue, notwithstanding any other provision of this Agreement, for three years 
from the date of the last disbursement under this Agreement. 


(d) (1) Any refunds under subsections (a) or (b), or (2) any refund to USAID from 
a contractor, supplier, bank or other third party with respect to goods or services financed 
under the Agreement, which refund relates to an unreasonable price for or erroneous 
invoicing of goods or services, or to goods that did not conform to specifications, or to 
services that were inadeguate, will (A) be made available first for the Agreement, to the 
extent justified, and (B) the remainder, if any, will be applied to reduce the amount of the 
Grant. 


(e) Any interest or other carnings on funds disbursed by USAID to the Grantee 
under this Agreement prior to the authorized use of such funds for the Agreement will be 
returned to USAID in U.S. dollars by the Grantee, unless USAID otherwise agrees in 
writing. 


Section E.3. Nonwaiver of Remedies. No delay in exercising any right or remedy 
accruing to a Party in connection with its financing under this Agreement will be 
construed as a waiver of such right or remedy. 


Section E.4. Assignment. The Grantee agrees upon reguest, to execute an 
assignment to USAID of any cause of action which may accrue to the Grantee in 
connection with or arising out of the contractual performance or breach of performance 
by a party to a direct U.S. dollar contract which USAID financed in whole or in part out 
of funds granted by USAID under this Agreement. 


Article F: Miscellaneous 


Section F.1. Investment Promotion. 


(a) Except as specifically set forth in the Agreement or otherwise authorized by 
USAID in writing, no funds or other support provided hereunder may be used for any 
activity that involves investment promotion in a foreign country. 


(b) In the event the Grantee is reguested or wishes to provide assistance in the 
above area or reguires clarification from USAID as to whether the activity would be 
consistent with the limitation set forth above, the Grantee must notify USAID and 
provide a detailed description of the proposed activity. The Grantee must not proceed 
with the activity until advised by USAID that it may do so. 


(c) The Grantee must ensure that its employees and subcontractors and sub- 
recipients providing investment promotion services hereunder are made aware of the 
restrictions set forth in this clause and must include this clause in all subcontracts and 
other sub-agreements entered into hereunder. 


Section F.2. Voluntary Family Planning. The Parties agree that all USAID funds 
provided under this Agreement shall be used in accordance with applicable United States 
policy and statutory reguirements relating to voluntary family planning projects, and that 
none of the USAID funds provided under this Agreement, or goods or services financed 
by such funds, may be used for 


(a) the performance of abortion as a method of family planning or to motivate or 
coerce any person to practice abortions, 


(b) the performance of involuntary sterilizations as a method of family planning 
or to coerce or provide any financial incentive to any person to undergo sterilizations, or 


(c) any biomedical research which relates, in whole or in part, to methods of, or 
the performance of, abortions or involuntary sterilizations as a method family planning. 


USAID will issue implementation letters that more fully describe the reguirements of this 
section. 


Section F.3. Prohibition on Assistance to Drug Traffickers. USAID reserves the 
right to terminate this Agreement or take other appropriate measures if the Grantee or a 
key individual of the Grantee is found to have been convicted of a narcotics offense or to 
have been engaged in drug trafficking as defined in 22 Code of Federal Regulations 
(CFR) Part 140. 


Section F.4. Workers' Rights. 
(a) Except as specifically set forth in the Agreement or otherwise authorized by 


USAID in writing, no funds or other support provided hereunder may be used for any 
activity that involves workers' rights in a foreign country. 





(b) In the event the Grantee is reguested or wishes to provide assistance in the 
above area or reguires clarification from USAID as to whether the activity would be 
consistent with the limitation set forth above, the Grantee must notify USAID and 
provide a detailed description of the proposed activity. The Grantee must not proceed 
with the activity until advised by USAID that it may do so. 


(c) The Grantee must ensure that all employees and subcontractors and sub- 
recipients providing employment-related services hereunder are made aware of the 
restrictions set forth in this clause and must include this clause in all subcontracts and 
other sub-agreements entered into hereunder. 


